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Ary Purwantiningsih, S.310306004. Implementasi Kebijakan Perlindungan 
Anak Atas Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Berdasarkan Pasal 
66 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi di Kota 
Surakarta) 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, pertama kebijakan atau 
langkah-langkah Pemerintah Kota Surakarta dalam mengimplementasikan Pasal 
66 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak guna memberikan 
perlindungan pada anak dari eksploitasi seksual komersial, kedua, kendala-
kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah Kota Surakarta dalam implementasi 
Pasal 66 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan ketiga, untuk 
mengetahui solusinya dalam menghadapi kendala-kendala tersebut. Penelitian ini 
bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum non-
doktrinal. Dan dilihat dari sudut bentuknya penelitian ini termasuk dalam bentuk 
evaluatif. Lokasi penelitian di Pemerintah Kota Surakarta. Jenis data yang 
digunakan merupakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan yaitu wawancara, observasi, kuesioner, dan studi kepustakaan. Analisis 
data menggunakan analisis data kualitatif dengan model interakif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 66 UU RI No. 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum bisa dilaksanakan secara 
maksimal, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:  pertama, dilihat 
dari segi substansi, Pemerintah Kota Surakarta belum mempunyai Peraturan 
Daerah yang mengatur tentang perlindungan anak khususnya pelacuran anak, 
kedua dilihat dari segi struktur belum ada wadah atau masih kurangnya lembaga 
yang khusus disediakan oleh Pemerintah Kota Surakarta bagi anak korban 
eksploitasi seksual komersial seperti, tempat rehabilitasi anak yang dilacurkan dan 
LSM yang khusus menangani anak korban eksploitasi seksual komersial, dan 
ketiga dilihat dari segi budaya hukum, masyarakat Kota Surakarta belum 
mempunyai kebiasaan melapor walaupun mereka menengarai adanya kasus 
penelantaran, penjualan anak termasuk eksploitasi seksual komersial anak oleh 
orang tuanya sendiri. Mereka menganggap hal tersebut merupakan masalah 
domestik masing-masing keluarga. 
Dalam penelitian ini direkomendasikan beberapa langkah positif antara 
lain membuat perda yang khusus melindungi anak terutama anak korban ESKA, 
meningkatkan sarana dan prasarana ( mendirikan rehabilitasi khusus untuk anak 
korban ESKA, LSM yang khusus menangani anak korban ESKA, pengembangan 
database anak korban ESKA) supaya tercapai hasil yang maksimal, meningkatkan 
kerja sama antara Pemerintah Surakarta dengan instansi terkait, melakukan 
sosialisasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan perlindungan anak 













A. LATAR BELAKANG MASALAH 
Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam 
dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Bahwa anak 
adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. 
Agar anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu 
mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang 
secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Anak 
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam 
kandungan sampai lahir mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta 
mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan 
Negara.  
Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh 
merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut. Karena hak asasi anak 
tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan 
dan perlindungan hukum baik hukum internasional maupun hukum nasional. 
Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam deklarasi sedunia tentang hak-hak asasi 
manusia, dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak kebebasan 
yang dinyatakan didalamnya, tanpa perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, 
jenis kelamin, bangsa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, 
kebangsaan atau asal-usul sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya. 
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Di Indonesia ketentuan mengenai hak asasi tercantum dalam Pembukaan 
UUD 1945 alinea 1 dan UUD 1945 Pasal 28 A – 28 J, serta dicantumkan 
dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Untuk 
kepentingan perlindungan anak, Indonesia telah meratifikasi Konvensi hak 
anak yang dinyatakan dalam Keppres No 36/1990 tertanggal 25 Agustus 
1990. Konvensi Hak Anak adalah perjanjian yang mengikat secara yuridis dan 
politis diantara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan 
dengan hak anak. Ada empat prinsip yang terkandung dalam Konvensi hak 
anak yaitu: (1) Non diskriminasi, (2) Yang terbaik buat anak, (3) 
Kelangsungan hidup dan perkembangan anak, dan (4) penghargaan terhadap 
pendapat anak. 
Hak asasi anak diperlakukan berbeda dari orang dewasa karena anak 
merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun 
sosial. Telah menjadi kesepakatan berbagai bangsa, persoalan anak ditata 
dalam suatu wadah UNICEF (United International Children Educational of 
Fund). Bangsa Indonesia sendiri, anak dikelompokkan sebagai kelompok 
rentan. Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (3) UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia disebutkan bahwa yang termasuk kelompok rentan adalah 
orang lansia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.  
Anak-anak pada dasarnya merupakan kelompok yang paling rentan 
terhadap berbagai proses perubahan sosial-politik dan ekonomi yang tengah 
berlangsung. Anak harus dijamin hak hidupnya untuk dapat tumbuh dan 
berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya, oleh karena itu segala bentuk 
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perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak anak dalam berbagai 
bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan 
termasuk eksploitasi untuk tujuan seksual komersial harus segera dihentikan.  
Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain 
mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat 
perlindungan dari perlakuan “… eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual..”. 
Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak. 
Dalam Pasal 34 Konvensi Hak Anak juga dinyatakan bahwa negara-
negara peserta berusaha untuk melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi 
dan penyalahgunaan seksual. Kejahatan seksual terhadap anak telah terjadi di 
Indonesia sebagai fakta yang tak terbantahkan. Informasi atas kasus 
pelecehan, penganiayaan seksual, perkosaan, prostitusi anak, perdagangan 
anak dan pornografi sering atau setidaknya pernah terungkap, terutama 
melalui pemberitaan media massa. Pada awal 1998, muncul laporan mengenai 
adanya 200 ABG (sebagian besar anak-anak) yang disekap dan dijerumuskan 
ke prostitusi di Tanjung Balai Karimun Riau. (Kompas, 5/2/1998). Bahkan 
berdasarkan penelitian Yayasan Kakak Surakarta (2002), berhasil dijangkau 
sebanyak 50 Anak yang Dilacurkan di kota Surakarta dan berdasarkan 
penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kependudukan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta bekerja sama dengan UNICEF, berhasil menemukan 
115 Anak yang Dilacurkan di Kota Surakarta. 
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Kasus eksplotasi seksual lainnya yang terjadi di Batam diperkirakan 
bahwa dari sekitar 6.000 para pekerja seksual komersial yang ada, setengah 
lebih adalah anak-anak (Kompas, 12/8/2000). 
Kegiatan eksploitasi seksual komersial anak adalah merupakan 
kejahatan berat terhadap kemanusiaan yang sungguh meresahkan dan 
mencemaskan sehingga harus segera ditangani dengan sungguh-sungguh dan 
diberantas hingga ke akar-akarnya dan melibatkan semua pihak.  
Menurut Abdussalam (2007: 7) eksploitasi seksual komersial adalah 
tindakan eksploitasi terhadap orang (dewasa, dan anak, perempuan dan laki) 
untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara 
orang, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang 
memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas orang tersebut. 
Meluasnya industri seks di beberapa negara, termasuk Indonesia, telah 
mengakibatkan banyak anak yang dipaksa untuk menjadi pekerja seks 
komersial. Pelacur anak merupakan salah satu dari bentuk-bentuk pekerjaan 
terburuk bagi anak dan merupakan pelanggaran mendasar atas hak-hak anak. 
Keberadaan anak-anak yang dilacurkan di Indonesia sudah disadari oleh 
berbagai pihak. Menurut Farid (dalam Odi Shalahuddin, 2004: 70), dengan 
mengacu kepada perkiraan dari Jones, Sulisyaningsih dan Hull bahwa jumlah 
seluruh PSK di Indonesia mencapai sekitar 140.000 – 230.000, maka 
diperkirakan jumlah prostitusi di Indonesia mencapai angka 40.000 – 70.000.  
Menurut penelitian UNICEF- Indonesia (2004: 2), Indonesia sebagai 
negara berkembang saat ini memiliki penduduk sekitar 216 juta orang, sebuah 
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negara dengan jumlah penduduk besar yang bisa menjadi potensi 
pembangunan di semua bidang namun jumlah penduduk besar dengan kualitas 
69,70 persen berpendidikan Sekolah Dasar (SD) merupakan satu beban yang 
berat bagi negara Indonesia. Kondisi tersebut diperparah dengan krisis 
ekonomi yang melanda negara ini sejak Juli 1997, situasi krisis ekonomi yang 
berkepanjangan membawa imbas bagi masyarakat.  
Menurut St. Sularto (2003: 6), di Batam setelah terjadi krisis ekonomi, 
jumlah pekerja seks meningkat hampir empat kali lipat menjadi sekitar 
10.000. Sebagai catatan, jumlah uang yang berputar dalam industri seks di 
Indonesia berkisar antara Rp 1,8 milyar – Rp 3,3 milyar setahun. Pada 
masyarakat ekonomi kelas menengah dan bawah, krisis berkepanjangan 
mengakibatkan jumlah siswa putus sekolah meningkat. Menurut Bagong 
Suyanto (2003: 7) di Indonesia saat ini paling tidak tercatat jumlah anak yang 
putus sekolah mencapai 11,7 juta. Karena terpaksa bekerja untuk membantu 
orang tuanya mencari nafkah. Indikator faktor rendahnya pendidikan 
merupakan salah satu penyebab seseorang memasuki dunia pelacuran.  
Hasil penelitian kerjasama antara Yayasan Kusuma Buana, Pusat Kajian 
Pembangunan Masyarakat (PKPM) Unika Atma Jaya, Universitas Airlangga 
dan International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC)-ILO 
(1998) (dalam Penelitian UNICEF-Indonesia, 2002: 39) menunjukkan, semua 
informan penelitian yang terdiri dari anak-anak yang dilacurkan, baik di 
Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur, berlatar belakang pendidikan tamat SD 
maupun tidak tamat SD. 
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Prostitusi anak atau anak yang dilacurkan yang semula bersifat 
tersembunyi pada perkembangannya semakin terbuka dan diketahui oleh 
publik. Keberadaan prostitusi anak ini telah menyebar tidak hanya di kota-
kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, dan 
sebagainya, tetapi juga di kota-kota kecil, seperti di beberapa tempat di 
Indramayu kegiatan pelacuran sudah menjadi pemandangan sehari-hari. 
Dalam kaitan inilah fungsi dan peranan keluarga menempati arti yang 
strategis karena keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat menyandang 
peran, cakupan substansi dan ruang lingkup yang cukup luas. Dengan adanya 
kesamaan dan kejelasan mengenai fungsi dan peranan tersebut, akan dapat 
mempermudah dalam memberikan alternatif pemberdayaan keluarga dalam 
upaya mengoptimalkan pelayanan perlindungan anak dalam keluarga.  
Untuk mengembalikan anak-anak yang sudah terlanjur memasuki dunia 
pelacuran bukan hal yang mudah, karena ini merupakan masalah dilematis. 
Maka dari itu upaya penanggulangannya melibatkan seluruh segmen yang 
ada, baik pemerintah maupun Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), organisasi 
sosial, tokoh agama, lembaga pers (media massa) serta lembaga-lembaga 
akademis dan para pakar untuk bersama-sama, bahu membahu dalam 
mewujudkan anak Indonesia yang teguh imannya, berpendidikan, sehat dan 
tangguh dalam bersaing serta mampu menentukan masa depannya sendiri. 
Sasaran yang paling strategis adalah peningkatan peran dan pemberdayaan 
keluarga sebagai wahana bagi anak untuk bersosialisasi dan berlindung dari 
segala perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi terhadap mereka. 
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Sebagai langkah tindak lanjut, Indonesia juga telah menunjukkan upaya 
untuk memahami dengan lebih baik realitas ESKA di dalam negerinya. 
Menjelang krisis ekonomi pada Tahun 1997-1998 lalu, Indonesia bekerjasama 
dengan UNICEF, Departemen sosial RI (dalam Hanna Prabandari, 2004: 
xxix) melakukan suatu analisis situasi mengenai anak-anak yang 
membutuhkan perlindungan khusus termasuk anak-anak yang mengalami 
kekerasan dan eksploitasi seksual komersial, dengan mana ditengarai bahwa 
besaran anak yang dijerumuskan ke dalam prostitusi di Indonesia mencapai 30 
persen dari jumlah pekerja seks yang ada, dan rentang umur mereka berkisar 
antara 10 – 17  Tahun. 
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa riset terhadap 
ESKA sangat penting dilakukan mengingat beberapa hal berikut : 
1. Anak yang dilacurkan termasuk salah satu kelompok anak yang 
memerlukan perlindungan khusus, maka perlu mendapat perlindungan 
secara khusus karena akibat diekploitasi secara ekonomi dan seksual. Fisik 
dan psikis mereka juga berada pada keadaan yang sangat rawan. Hak 
untuk hidup, tumbuh kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai 
dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan 
dari kekerasan, kurang terpenuhi atau bahkan mendapat tidak terpenuhi. 
Padahal hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib 
dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, 
pemerintah, dan negara. Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk 
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menjamin terpenuhinya hak-hak anak demi terwujudnya anak Indonesia 
yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. 
2. Jumlah anak yang dilacurkan semakin lama semakin banyak karena adanya 
kebutuhan atau permintaan yang kian meningkat. Untuk mengembalikan 
anak-anak yang sudah terlanjur memasuki dunia pelacuran bukan hal yang 
mudah, karena ini merupakan masalah dilematis.  
3. Dalam Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
dinyatakan bahwa “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban 
dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus, antara 
lain kepada anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau secara 
seksual”. 
4. Selanjutnya dalam Pasal 66 Ayat 1 dinyatakan bahwa perlindungan 
khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan 
tanggungjawab pemerintah dan masyarakat. Dan dalam ayat 2 dinyatakan 
bahwa perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana 
dimaksud dalam ayat 1 dilakukan melalui: (a) Penyebarluasan dan/ atau 
sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan 
dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau 
seksual. (b) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi, dan (c) 
Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, 
lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan 
eksploitasi  terhadap anak secara ekonomi dan/ atau seksual. 
9 
 
Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
yang berkaitan dengan ESKA dalam sebuah Tesis yang berjudul “ 
Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Atas Eksploitasi Seksual 
Komersial Anak (ESKA) Berdasarkan Pasal 66 UU RI No. 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak”. (Studi di Kota Surakarta) 
 
B. PERUMUSAN MASALAH 
Perumusan masalah dalam suatu penelitian sangat penting guna 
mempermudah pelaksanaan dan supaya sasaran penelitian menjadi jelas, 
terarah dan mencapai hasil yang dikehendaki. 
Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah di atas, maka dapat 
dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah langkah-langkah Pemerintah Kota Surakarta dalam 
mengimplementasikan Pasal 66 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak guna memberikan perlindungan pada anak dari 
kegiatan eksploitasi seksual komersial ? 
2. Kendala apakah yang dihadapi dalam implementasi Pasal 66 UU RI 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak guna memberikan 
perlindungan pada anak dari kegiatan eksploitasi seksual komersial?  






C. TUJUAN PENELITIAN 
Dalam suatu penelitian, peneliti pasti memilih tujuan yang ingin 
dicapai sehingga hasil dari penelitian dapat dimanfaatkan dengan baik oleh 
peneliti sendiri maupun orang lain. Adapun tujuan penulis mengadakan 
penelitian adalah : 
1. Tujuan Umum 
a. Untuk mengetahui langkah-langkah Pemerintah Kota Surakarta dalam 
implementasi  Pasal 66 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak guna memberikan perlindungan pada anak dari 
kegiatan eksploitasi seksual komersial.  
b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Surakarta 
dalam implementasi Pasal 66 UU RI No. 22 Tahun 2003 tentang 
Perlindungan Anak.  
c. Untuk mengetahui solusi yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta 
dalam menghadapi kendala-kendala tersebut di atas. 
2. Tujuan Khusus 
a. Untuk memenuhi syarat akademik guna memperoleh gelar Magister 
Ilmu Hukum, pada program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret di 
bidang Ilmu Hukum. 






D. MANFAAT PENELITIAN 
Salah satu aspek penting di dalam kegiatan penelitian adalah 
menyangkut manfaat penelitian, karena suatu penelitian akan mempunyai nilai 
apabila penelitian tersebut memberi manfaat. Adapun manfaat yang dapat 
diambil adalah : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu 
Hukum pada umumnya dan khususnya Hukum dan Kebijakan publik. 
b. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang terjadi terutama 
mengenai Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA). 
c. Menemukan solusi yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta untuk 
menghadapi kendala dalam mengimplementasikan Pasal 66 UU RI 
Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. 
2. Manfaat Praktis 
a. Memberikan masukan kepada para pihak yang berkepentingan 
terutama dalam penanganan ESKA. 
b. Dapat memberikan gambaran pada masyarakat mengenai hal-hal yang 
berkaitan dengan ESKA. 
c. Dapat memberikan solusi yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta 
untuk menghadapi kendala dalam mengimplementasikan Pasal 66 UU 





E. PENELITIAN YANG RELEVAN 
Penelitian yang penulis lakukan ini merupakan penelitian yang 
pertama walaupun penelitian yang relevan ada tetapi judul dan isinya tidak 
sama, yaitu : 
1. Anak-Anak Yang Dilacurkan, Masa Depan Yang Tercampakkan, yang 
dilakukan oleh Yayasan Kakak Surakarta pada tahun 2002, yang berhasil 
menjangkau sebanyak 50 Anak yang Dilacurkan di Kota Surakarta. 
2. Anak Yang Dilacurkan Di Surakarta dan Indramayu, yang dilakukan oleh 
Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Sebelas Maret Surakarta 
bekerja sama dengan UNICEF pada tahun 2002, yang meneliti tentang 
perbandingan Anak yang Dilacurkan di Kota Surakarta dengan Anak yang 
Dilacurkan di Indramayu 
3. Pemetaan Anak Yang Dilacurkan Di Kota Surakarta, yang juga  dilakukan 
oleh Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Sebelas Maret Surakarta 
bekerja sama dengan UNICEF pada tahun 2004, meneliti tentang peta 
persebaran anak yang dilacurkan di Kota Surakarta dan tempat-tempat 
mangkal di mana mereka mencari konsumen serta meneliti tentang peran dari 











A. KAJIAN TEORI 
1. Teori Kebijakan Publik 
a. Definisi Kebijakan Publik 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 149), kebijakan 
berasal dari kata “bijak“ yang berarti: 1) selalu menggunakan akal 
budinya; pandai, mahir, 2) pandai bercakap-cakap, petah lidah. 
Sedangkan istilah kebijakan berarti: 1) Kepandaian; kemahiran; 
kebijaksanaan. 2) Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar 
dan dasar rencana dari pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan 
dan cara bertindak. Publik diartikan masyarakat umum, orang banyak, 
negara. Dengan demikian dapat dikatakan kebijakan publik adalah 
suatu keputusan tindakan konsep dalam suatu pekerjaan untuk 
kepentingan umum. 
Carl Friedrich (dalam Budi Winarno, 2002: 16) mengartikan 
kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan yang 
diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam 
lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan 
tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau 
mewujudkan sasaran yang diinginkan. Menurut Anderson (dalam Joko 
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Widodo, 2007: 14) elemen yang terkandung dalam kebijakan publik 
adalah mencakup beberapa hal berikut : 
1) Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan 
tertentu. 
2) Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat–pejabat 
pemerintah. 
3) Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah 
dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan. 
4) Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah 
mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan 
pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu). 
5) Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan 
perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif). 
Berdasarkan pengertian dan elemen yang terkandung dalam 
kebijakan sebagaimana telah disebutkan, maka kebijakan publik dibuat 
dalam kerangka “Untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai 
sasaran dan tujuan tertentu yang diinginkan”. Kebijakan publik ini 
berkaitan dengan apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan 
bukan sekedar apa yang ingin dilakukan. 
Nakamura dan Smallowood (dalam Bambang Sunggono, 1994: 
23-24) melihat kebijakan publik dalam tiga lingkungan kebijakan yaitu 
perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penilaian (evaluasi) 
kebijakan. Bagi mereka, suatu kebijakan publik melingkupi ketiga 
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lingkungan kebijakan itu. Dengan demikian, kebijakan publik adalah 
serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksanaan 
kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk 
mencapai tujuan tersebut. 
 
b. Proses Kebijakan Publik 
Kebijakan publik tidak begitu saja lahir, namun melalui proses 
atau tahapan yang cukup panjang. Proses pembuatan kebijakan 
merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses 
maupun variabel yang harus dikaji. Menurut Thomas R. Dye (dalam 
Joko Widodo, 2007: 16) proses kebijakan publik meliputi beberapa hal 
berikut : 
1) Identifikasi masalah kebijakan (Indentification of policy Problem).  
Identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan melalui identifikasi 
apa yang menjadi tuntutan (demands) atas tindakan pemerintah. 
2) Penyusunan agenda (Agenda setting)  
Penyusunan agenda merupakan aktivitas memfokuskan perhatian 
pada pejabat publik dan media masa atas keputusan apa yang akan 
diputuskan terhadap masalah publik tertentu. 
3) Perumusan kebijakan (Policy formulation) 
Perumusan merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan 
melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui 
organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, 
birokrasi pemerintah, presiden dan lembaga legislative. 
4) Pengesahan kebijakan (Legitimating of Policies) 
Pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai politik, 
kelompok penekan, presiden dan kongres. 
5) Implementasi kebijakan (Policy Implementation) 
Implementasi kebijakan dilakukan melalui birokrasi, anggaran 
publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi. 
6) Evaluasi kebijakan (Policy Evaluation) 
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Evaluasi kebijakan dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, 
konsultan diluar pemerintah, pers, dan masyarakat (publik). 
Berdasarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan 
suatu kebijakan, kemudian dapat disusun rekomendasi kebijakan 
berkaitan dengan nasib atau masa depan kebijakan publik yang sedang 
dievaluasi tadi. Menurut Joko Widodo (2007: 126), alternatif 
rekomendasi kebijakan tentang nasib kebijakan publik meliputi 
beberapa hal berikut : 
1) Kebijakan program/ proyek perlu diteruskan 
2) Kebijakan program/ proyek perlu diteruskan dengan suatu 
perbaikan  
3) Kebijakan program/ proyek perlu direplikasi di tempat lain atau 
memperluas berlakunya proyek 
4) Kebijakan program/ proyek harus dihentikan. 
 
c. Model-Model Perumusan Kebijakan Publik 
Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang rumit oleh 
karena itu, beberapa ahli mengembangkan model-model perumusan 
kebijakan publik untuk mengkaji proses perumusan kebijakan agar 
lebih dipahami. Dengan demikian, pembuatan model-model 
perumusan kebijakan digunakan untuk lebih menyederhanakan proses 
perumusan kebijakan yang berlangsung secara rumit tersebut. 
Menurut Thomas R. Dye (dalam Bambang Sunggono, 1994: 57-
71) ada tujuh model tentang pembentukan kebijaksanaan, yaitu : 




Model ini pada dasarnya memandang kebijaksanaan publik 
sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga 
pemerintah. Menurut pandangan model ini, kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan oleh warga negara, baik secara perorangan maupun 
secara berkelompok pada umumnya ditujukan kepada lembaga 
pemerintah. Kebijaksanaan publik menurut model ini ditetapkan, 
disahkan, dan dilaksanakan serta dipaksakan berlakunya oleh 
lembaga pemerintah. Dalam kaitan ini, terdapat hubungan yang 
erat antara kebijaksanaan publik dengan lembaga pemerintah. 
Jelasnya, interaksi antara lembaga-lembaga pemerintah itulah yang 
membentuk kebijaksanaan. Di lain pihak, betapapun kerasnya 
kehendak publik, apabila tidak mendapatkan perhatian dari 
lembaga pemerintah, maka kehendak itu tidak akan menjadi 
kebijaksanaan publik. Dye (dalam Bambang Sunggono, 1994:58) 
menggambarkan eratnya hubungan antara kebijaksanaan publik 




















Bagan 1. Kebijakan yang dilakukan oleh  lembaga Pemerintah 
 
Bagan tersebut di atas kurang sesuai bagi suatu negara yang 
demokratis, di mana dalam negara demokrasi kehendak publik 
diharapkan tercermin dalam kehendak penguasa. Bagaimanapun 
juga, dalam suatu negara demokrasi, proses kegiatan negara harus 
juga merupakan suatu proses di mana semua warganya dapat 
mengambil bagian dan memberikan sumbangannya dengan leluasa. 
2) Teori kelompok 
Teori ini pada dasarnya berangkat dari suatu anggapan 
bahwa interaksi antar kelompok dalam masyarakat adalah 
merupakan pusat perhatian politik. Dalam hal ini, individu-
individu yang memiliki latar belakang kepentingan yang sama 
biasanya akan bergabung baik secara formal maupun informal 
Konstitusi 
Legislatif Eksekutif Yudisial 
Departemen Departemen Departemen 




untuk mendesakkan kepentingan-kepentingan mereka kepada 
pemerintah. Menurut David Truman (dalam Bambang Sunggono, 
1994:60) bahwa perilaku kelompok-kelompok kepentingan 
tersebut akan membawa akibat-akibat politik kalau mereka dalam 
mengajukan tuntutan-tuntutannya, melalui atau diarahkan terhadap 
lembaga-lembaga pemerintah. 
Dari sudut teori kelompok, perilaku individu akan mempu-
nyai makna politik kalau mereka bertindak sebagai bagian atau atas 
nama kepentingan kelompok. Dengan perkataan lain, kelompok 
pada dasarnya dipandang sebagai jembatan yang penting antara 
individu dengan pemerintah, karena politik tidak lain adalah 
perjuangan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok untuk 
mempengaruhi kebijaksanaan publik. Oleh karena itu, dari sudut 
pandang teori ini, maka tugas utama yang diemban oleh sistem 
politik adalah untuk mengelola konflik-konflik yang timbul dalam 
perjuangan antar kelompok tersebut dengan cara : 
a) Menetapkan aturan permainan dalam perjuangan kelompok; 
b) Mengatur kompromi-kompromi dan menyeimbangkan 
kepentingan-kepentingan;  
c) Memberlakukan kompromi yang telah dicapai dalam bentuk 
kebijaksanaan publik;  
d) Memaksakan kompromi tersebut. 
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Dengan demikian, teori ini beranggapan bahwa 
kebijaksanaan publik pada dasarnya mencerminkan keseimbangan 








Bagan 2. Teori Kelompok 
 
3) Kebijakan rasional 
Teori ini menekankan pada pembuatan keputusan yang 
rasional dengan bermodalkan pada komprehensivitas informasi dan 
keahlian pembuat keputusan. Dalam teori ini, konsep rasionalitas 
sama dengan konsep efisiensi. Oleh karena itu, dapat dikatakan 
bahwa suatu kebijaksanaan yang rasional adalah suatu 
kebijaksanaan yang sangat efisen, di mana rasio antara nilai yang 
dicapai dan nilai yang dikorbankannya adalah positif dan lebih 














Berdasarkan hal di atas maka perumusan kebijaksanaan 
menurut teori rasional mengikuti tata aliran (sequences) sebagai 
berikut : 
(1) Pembuat kebijaksanaan yang dihadapkan dengan suatu masalah 
tertentu yang dapat diisolasikan dari masalah-masalah lain yang 
dinilai mempunyai arti yang besar dibandingkan dengan 
masalah-masalah lain; 
(2) Berdasarkan atas masalah-masalah yang sudah ada di tangan 
pembuat kebijaksanaan tersebut, kemudian dipilih dan disusun 
tujuan-tujuan dan nilai-nilai sesuai dengan urut-urutan 
kepentingannya; 
(3) Kemudian pembuat kebijaksanaan menentukan atau menyusun 
daftar semua cara-cara atau pendekatan-pendekatan (alternatif-
alternatif) yang mungkin dapat dipakai untuk mencapai tujuan-
tujuan atau nilai-nilai tadi; 
(4) Pembuat kebijaksanaan seterusnya meneliti dan menilai 
konsekuensi-konsekuensi masing-masing alternatif 
kebijaksanaan tersebut di atas; 
(5) Selanjutnya hasil penelitian dan penilaian dari masing-masing 




(6) Akhirnya pembuat kebijaksanaan memilih alternatif yang 
terbaik, yaitu yang nilai konsekuensinya paling cocok 
(rasional) dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. 
Sebagaimana yang digambarkan oleh Dye (dalam 
Bambang Sunggono, 1994:64) bahwa pembuatan kebijaksanaan 
yang rasional juga memerlukan informasi yang lengkap mengenai 
pelbagai alternatif kebijaksanaan, kemampuan meramal untuk 
melihat secara cermat akibat-akibat dari kebijaksanaan yang dipilih 
dan kejelian untuk memperhitungkan secara tepat hubungan antara 
biaya dan manfaat yang diperoleh. Pembuatan kebijaksanaan yang 
rasional juga membutuhkan adanya suatu sistem pengambilan 
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4) Terori Inkrementalism 
Teori inkremental pada dasarnya memandang 
kebijaksanaan publik sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan 
yang telah dilakukan oleh pemerintah di masa lampau dengan 
hanya melakukan perubahan-perubahan seperlunya. 
Menurut Charles E. Lindblom (dalam Bambang Sunggono, 
1994:64), dikatakan bahwa para pembuat kebijaksanaan tidak akan 
melakukan penilaian tahunan secara teratur terhadap seluruh 
kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada maupun yang telah 
diusulkan sebelumnya dengan cara misalnya, mengidentifikasikan 
tujuan-tujuan masyarakat secara keseluruhan, meneliti biaya dan 
manfaat dari tiap alternatif kebijaksanaan dan membuat urut-urutan 
prioritas dari alternatif kebijaksanaan serta melihat rasio antara 
manfaat dan biayanya, kemudian memilih alternatif terbaik. Tetapi 
justru hal yang sebaliknya terjadi, terutama karena hambatan-
hambatan baik dari segi waktu, kecakapan dan biaya, telah 
menyebabkan para pembuat kebijaksanaan enggan untuk 
mengidentifikasikan semua alternatif kebijaksanaan berikut semua 
akibat-akibatnya. Dengan perkataan lain, para pembuat 
kebijaksanaan pada umumnya menerima keabsahan dari program-
program yang sudah ada dan diam-diam setuju untuk melanjutkan 















                Bagan 4. Teori Inkrementalism 
 
5) Teori Kompetisi 
Menurut Dye (dalam Bambang Sunggono, 1994:66), 
dikatakan bahwa pada dasarnya teori ini bertitik tolak pada tiga hal 
pokok, yaitu : 
a) Kebijaksanaan  yang  akan  diambil   tergantung  pada  
(setidak-tidaknya) dua pemain atau lebih; 
b) Kebijaksanaan yang dipilih ditarik dari dua   atau lebih 
alternatif pemecahan yang diajukan oleh masing-masing 
pemain; 
c) Pemain-pemain selalu dihadapkan pada situasi yang serba 


























































  Alternatif B 1 
Pemain B 
  Alternatif B 2  
Bagan 5. Teori Kompetisi 
Sumber: Thomas R. Dye, him. 35 
Dye menggambarkan, bahwa dua pemain yang akan 
mengambil suatu kebijaksanaan, masing-masing pemain 
mempunyai dua alternatif pemecahan yang dapat mereka ambil. 
Keduanya dihadapkan pada situasi yang saling bersaing 
(berkompetisi), dan pilihan akan dijatuhkan pada pilihan yang 
saling menguntungkan. Pembuat kebijaksanaan senantiasa 
dihadapkan kepada pilihan yang saling bergantung. 
6) Teori Sistem 
Teori sistem pada dasarnya adalah sebuah teori yang 
dikembangkan oleh David Easton. Menurut Easton (dalam 
Bambang Sunggono, 1994:67) dikatakan bahwa kegiatan politik itu 
dapat dianalisis dari sudut pandang sistem yang terdiri dari 
sejumlah proses yang harus tetap dalam keadaan seimbang kalau 
kegiatan politik itu ingin tetap terjaga kelestariannya. Secara 



















Lingkungan                                Lingkungan  
 
Bagan 6. Teori Sistem 
Salah satu di antara proses utama dari sistem politik adalah-
masukan-masukan (inputs), yang berbentuk tuntutan-tuntutan 
(demands) atau dukungan-dukungan (supports), serta sumber-
sumber (resources). Tuntutan-tuntutan tersebut mencakup 
tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu dan 
kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk mempengaruhi 
alokasi nilai-nilai yang sah dari pihak pemerintah. Sedangkan 
dukungan-dukungan mencakup berbagai tindakan seperti memilih 
dalam pemilihan umum, kepatuhan terhadap hukum atau peraturan 
perundang-undangan dan sebagainya. Sementara itu, sumber-
sumber antara lain meliputi kekayaan alam harta benda, 
pengetahuan dan teknologi. Tuntutan, dukungan, serta sumber-
sumber tadi disalurkan melalui “kotak hitam pengambilan 
keputusan” (the black box of decision making) yang juga dikenal 
 



















sebagai “proses konversi” (the conversion process), untuk 
menghasilkan keluaran-keluaran (outputs), berupa keputusan-
keputusan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan publik. Analisis 
Easton tidak hanya berhenti sampai di sini, sebab di dalam 
kerangka kerja sistem masih terdapat mekanisme umpan balik 
(feed back mechanism) melalui mana keluaran-keluaran dari sistem 
politik itu mempengaruhi masukan-masukan sistem di masa 
datang. Sementara itu, lingkungan (environment) adalah suatu 
kondisi yang berupa sosial, ekonomi, politik, budaya, keamanan, 
geografi, dan sebagainya yang dapat berpengaruh terhadap inputs. 
Pengaruh lingkungan kepada proses konversi dapat mewarnai 
kuantitas, kualitas, dan kelancaran proses konversi yang pada 
intinya juga akan berpengaruh kepada outputs. 
Menurut Dye (dalam Bambang Sunggono, 1994:68) 
dikatakan bahwa dengan teori sistem ini, dapat diperoleh petunjuk-
petunjuk mengenai : 
a) Dimensi-dimensi lingkungan apakah yang menimbulkan tun-
tutan-tuntutan terhadap sistem politik?; 
b) Ciri-ciri sistem politik yang bagaimanakah yang 
memungkinkannya untuk mengubah tuntutan-tuntutan menjadi 
kebijaksanaan publik dan berlangsung terus-menerus?; 
c) Dengan cara yang bagaimana masukan-masukan yang berasal 
dari lingkungan mempengaruhi sistem politik?; 
d) Ciri-ciri sistem politik yang bagaimanakah yang mempengaruhi 
isi kebijaksanaan publik?; 
e) Bagaimanakah masukan-masukan yang berasal dari lingkungan 
mempengaruhi kebijaksanaan publik?; 
f) Bagaimanakah kebijaksanaan publik melalui mekanisme 




7) Teori elit 
Teori elit adalah dikembangkan dengan mengacu pada teori 
elit, yang pada umumnya menentang keras terhadap pandangan 
bahwa kekuasaan dalam masyarakat itu berdistribusi secara merata. 
Dengan demikian, suatu kebijaksanaan publik selalu mengalir dari 
atas ke bawah, yakni dari elit ke massa (rakyat). Kebijaksanaan ini 
tidak akan muncul dari bawah yang berasal dari tuntutan-tuntutan 
rakyat. 
Menurut Dye, teori elit ini dilandasi oleh beberapa asumsi 
dasar, yaitu sebagai berikut : 
a) Masyarakat terbagi dalam dua bagian, yaitu yang jumlahnya 
sedikit dan berkuasa dan mereka yang jumlahnya banyak 
namun tidak mempunyai kekuasaan dan tidak turut serta 
menetapkan kebijaksanaan publik; 
b) Mereka yang jumlahnya sedikit dan memerintah itu (elit) tidak 
mempunyai ciri-ciri yang sama bila dibandingkan dengan 
massa yang diperintahkan. Golongan elit ini biasanya berasal 
dari lapisan sosial ekonomi teratas dalam masyarakat; 
c) Pergeseran posisi dari kalangan bukan elit kedudukan-
kedudukan elit biasanya berlangsung lamban, karena adanya 
kecenderungan untuk mempertahankan stabilitas seraya 
menghindari revolusi; 
d) Golongan elit pada umumnya mempunyai kesadaran bersama 
mengenai nilai-nilai dasar dari sistem sosial yang berlaku dan 
berusaha untuk melanggengkan sistem sosial tersebut; 
e) Kebijaksanaan publik tidaklah mencerminkan tuntutan.-
tuntutan rakyat melainkan lebih mencerminkan upaya golongan 
elit untuk melestarikan nilai-nilai mereka. Oleh karena itu, 
perubahan-perubahan dalam kebijaksanaan publik pada 
umumnya sedikit demi sedikit (inkremental) dan tidak 
berlangsung revolusioner; 
f) Keaktifan golongan elit sebenarnya menunjukkan betapa 
kecilnya pengaruh massa (rakyat). Golongan elit yang lebih 
banyak mempengaruhi rakyat, bila dibanding dengan rakyat 














Bagan 7. Teori Elit 
Di negara-negara bekembang, termasuk Indonesia, peran 
golongan elit tidak dapat diabaikan. Peran golongan elit dalam 
kaitan ini jelas terlihat dalam perumusan maupun implementasi 
kebijaksanaan publik. Di negara-negara ini, keberhasilan atau 
kegagalan kebijaksanaan publik tidak jarang bersumber pada 
perilaku golongan elit yang berkuasa. 
Berdasarkan model-model perumusan kebijakan publik di 
atas, maka produk UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak menganut model rasional komprehensif karena berdasarkan 
model ini pembuat keputusan dihadapkan pada suatu masalah 
tertentu, yaitu adanya Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) 










penanganan sesegera mungkin  dari pemerintah. Untuk mengatasi 
masalah tersebut, maka pembuat keputusan segera menyusun 
langkah-langkah yaitu dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang 
hendak dicapai. Untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan 
tersebut, pembuat keputusan membuat berbagai alternatif termasuk 
konsekuensi-konsekuensinya (biaya dan keuntungan) yang timbul 
dari setiap pemilihan alternatif yang diteliti. Berdasarkan model 
ini, pembuat keputusan memiliki alternatif beserta konsekuensi-
konsekuensinya yang memaksimalkan pencapaian tujuan dan 
sasaran yang hendak dicapai. Dengan demikian keseluruhan proses 
tersebut akan menghasilkan keputusan yang rasional yaitu 
keputusan yang efektif untuk mencapai tujuan tertentu. 
Alasan penulisan tentang model-model perumusan 
kebijakan publik dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa UU RI 
No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, merupakan 
kebijakan publik yang dibuat oleh Pemerintah yang disebabkan 
karena Pemerintah dihadapkan pada suatu masalah dalam hal ini 
adalah masalah Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA). 
 
d. Hubungan Hukum dan Kebijakan publik 
Hukum dan kebijakan publik merupakan variabel yang memiliki 
keterkaitan yang sangat erat, sehingga telaah tentang kebijakan 
pemerintah semakin dibutuhkan untuk dapat memahami peranan 
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hukum saat ini. Kebutuhan tersebut semakin dirasakan berseiring 
dengan semakin meluasnya peranan pemerintah memasuki bidang 
kehidupan manusia, dan semakin kompleksnya persoalan-persoalan 
ekonomi, sosial dan politik.  
Disamping itu, peraturan hukum yang berperan untuk membantu 
pemerintah dalam usaha menemukan alternatif kebijakan yang baik 
dan bermanfaat bagi masyarakat. Hukum memberikan legitimasi bagi 
pelaksanaan kebijakan publik, dan sebagai peraturan perundang-
undangan ia telah menampilkan sosoknya sebagai salah satu alat untuk 
melaksanakan kebijakan. (Esmi Warassih, 2005: 129) 
Hubungan hukum dan kebijakan publik dapat dilihat dari 
berbagai variabel, sebagaimana disebutkan oleh Friedman (dalam 
Soetiono, 2004: 2), yaitu : 
1) Formulasi hukum 
Hubungan pembentukan hukum dan kebijakan publik 
saling memperkuat satu sama lain. Sebuah produk hukum tanpa 
ada proses kebijakan publik didalamnya produk hukum itu akan 
kehilangan makna substansinya, sebaliknya sebuah proses 
kebijakan publik tanpa ada legalisasi hukum, maka akan lemah 
pada tatanan operasionalnya. 
2) Implementasi/penerapan 
Yaitu berkaitan dengan penerapan hukum dan implementasi 
kebijakan publik dapat saling memperlancar jalannya hasil-hasil 
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hukum dan kebijakan publik di lapangan. Pada dasarnya di dalam 
penerapan hukum tergantung 4 unsur, yaitu: 
a) Unsur hukum 
Yaitu produk atau kalimat, aturan-aturan hukum, kalimat 
hukum harus ditata sedemikian hingga maksud yang 
diinginkan oleh pembentuk hukum terealisasi di lapangan . 
b) Unsur struktural 
Yaitu yang berkaitan dengan lembaga-lembaga atau organisasi 
yang diperlukan dalam penerapan hukum. 
c) Unsur masyarakat 
Unsur ini berkaitan dengan kondisi sosial politik dan sosial, 
ekonomi masyarakat yang akan terkena dampak atas 
diterapkannya aturan hukum. 
d) Unsur budaya 
Diharapkan agar produk hukum yang dibuat dapat sesuai 
dengan budaya yang ada dalam masyarakat, sebaiknya apabila 
produk hukum yang tidak sesuai dengan bidang masyarakat 
tidak dapat diterima. 
3) Evaluasi Kebijakan 
Adalah suatu evaluasi yang akan menilai apakah kebijakan 
publik sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum, 
dengan demikian akan menentukan gagal atau suksesnya suatu 
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kebijakan untuk mencapai tujuan. Evaluasi kebijakan dapat 
dibedakan dalam 3 macam, yaitu: 
a) Evaluasi Administratif, yang dilakukan didalam lingkup 
pemerintahan atau instansi 
b) Evaluasi Yudisial, yang berkaitan dengan objek hukum, apa 
ada pelanggaran hukum atau tidak dari kebijakan yang 
dievaluasi tersebut. 
c) Evaluasi politik, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga politik, 
baik parlemen ataupun parpol. 
Berdasarkan ketiga macam evaluasi kebijakan tersebut di atas, 
maka tesis penulis termasuk kedalam kategori evaluasi kebijakan 
yang kedua, yaitu evaluasi yudisial karena dengan evaluasi yudisial 
dapat diketahui apakah ada pelanggaran atau tidak dari kebijakan 
yang dievaluasi tersebut, dalam hal ini adalah implementasi Pasal 
66 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang 
mana evaluasi tersebut dilakukan oleh lembaga pemerintah 
maupun non-pemerintah. 
 
2. Pengertian Implementasi  
Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari 
proses kebijakan publik (public policy process) sekaligus studi yang 
sangat krusial. Bersifat krusial karena bagaimanapun baiknya suatu 
kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam 
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implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan. 
Demikian pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan 
perencanaan implementasi kebijakan, kalau tidak dirumuskan dengan baik 
maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan. Dengan demikian, 
kalau menghendaki tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka 
bukan saja pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan 
direncanakan dengan baik, tapi juga pada tahap perumusan atau 
pembuatan kebijakan yang telah diantisipasi untuk dapat 
diimplementasikan. (Joko Widodo, 2007:85). 
Menurut Abdul Wahab (dalam Wibowo dkk, 2004: 40) 
implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan keputusan 
kebijakan yang biasanya berbentuk Undang-undang, peraturan pemerintah, 
keputusan pengadilan, pemerintahan eksekutif dan lainnya. Dengan 
demikian implementasi merupakan wujud dari pelaksanaan kebijakan 
pemerintah agar kebijakan tersebut dapat berjalan secara efektif dan sesuai 
dengan yang diharapkan. 
Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Budi 
Winarno, 2002: 102) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-
tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-
kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai 
tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan- keputusan menjadi 
tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam 
rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan 
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besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang 
perlu ditekankan disini adalah bahwa proses implementasi kebijakan baru 
dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, 
program-program pelaksanaan telah dibuat, dan dana telah dialokasikan 
untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. 
Implementasi kebijakan publik pada umumnya diserahkan kepada 
lembaga-lembaga pemerintahan dalam berbagai jenjangnya hingga jenjang 
pemerintahan yang terendah. Disamping itu, setiap pelaksanaan kebijakan 
publik masih memerlukan pembentukan kebijakan dalam wujud peraturan 
perundang-undangan. 
Implementasi suatu kebijakan publik merupakan suatu proses untuk 
mewujudkan tujuan-tujuan yang telah dipilih dan ditetapkan menjadi 
kenyataan. Menurut Muhadjir Darwin (1995: 18), ada empat hal penting 
yang perlu dilakukan dalam proses implementasi yaitu pendayagunaan 
sumber, pelibatan orang atau sekelompok orang-orang dalam 
implementasi; interpretasi; manajemen program dan penyediaan layanan 
dan manfaat pada publik. 
Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan 
dan mempunyai dampak (manfaat) positif bagi anggota-anggota 
masyarakat. Dengan perkataan lain, tindakan atau perbuatan manusia 
sebagai anggota masyarakat bersesuaian dengan apa yang diinginkan oleh 
pemerintah atau negara. Dengan demikian, apabila perilaku atau perbuatan 
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mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu 
kebijakan publik menjadi tidak efektif. 
Kekurangefektifan implementasi kebijakan publik juga disebabkan 
karena kurangnya peran para aktor pelaksana (dan badan-badan 
pemerintahan) dalam implementasi kebijakan publik. Disamping itu, juga 
karena masih lemahnya (kurangnya) mereka dalam menyebarluaskan 
kebijakan publik-kebijakan publik baru kepada warga masyarakat. Dalam 
kaitan yang demikian, maka keberadaan dan peran pers (media massa) 
maupun media-media publikasi pemerintah mempunyai arti yang penting 
sebagai media komunikasi bagi (adanya) suatu kebijakan publik yang akan 
diimplementasikan dalam masyarakat (Bambang Sunggono, 1994: 143). 
Edward III (dalam Joko Widodo, 2007: 96-106) mengajukan empat 
faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan 
implementasi kebijakan, yaitu meliputi : 
a. Faktor komunikasi (communication) 
Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan 
agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang 
menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (target groups) kebijakan 
agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa 
yang harus dipersiapkan dan dilakukan untuk melaksanakan kebijakan 
publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat 
dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan. 
105 
91 
b. Sumber daya (Resources) 
Bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau 
aturan-aturan serta bagaimana pun akuratnya penyampaian ketentuan-
ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan 
yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kurang mempunyai 
sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka 
implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya 
sebagaimana telah disebutkan meliputi sumber daya manusia, sumber 
daya keuangan, dan sumber daya peralatan (gedung, peralatan, tanah 
dan suku cadang lain) yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. 
c. Disposisi (Disposition) 
Keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh 
sejauh mana para pelaku kebijakan (implementors) mengetahui apa 
yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga 
ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi 
yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. 
Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para 
pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-






d. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure ) 
Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu 
kebijakan cukup dan para pelaksana (implementors) mengetahui apa 
dan bagaimana cara melakukannya. Namun implementasi kebijakan 
bisa jadi masih belum efektif karena tidak adanya ketidakefisienan 
struktur birokrasi. Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti 
struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit 
organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan 
hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. 
 
3. Perlindungan Anak 
Bangsa Indonesia sudah selayaknya memberikan perhatian terhadap 
perlindungan anak karena amanat UUD 1945 Pasal 28B (2) menyatakan 
bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang 
serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, 
kemudian Pasal 33 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, 
penghukuman atau perlakuan kejam tidak manusiawi, merendahkan 
derajat dan martabat kemanusiaan”, dan dalam Pasal 52 (1) dinyatakan 
bahwa “ Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, 
masyarakat dan negara”. Perlindungan anak tersebut berkaitan erat untuk 
mendapatkan hak asasi mutlak dan mendasar yang tidak boleh dikurangi 
satu pun atau mengorbankan hak mutlak lainnya untuk mendapatkan hak 
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lainnya, sehingga anak tersebut akan mendapatkan hak-haknya sebagai 
manusia seutuhnya bila ia menginjak dewasa. Dengan demikian bila anak 
telah menjadi dewasa, maka anak tersebut akan mengetahui dan 
memahami mengenai apa yang menjadi hak dan kewajibannya baik 
terhadap keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. 
Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang Undang No 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud perlindungan anak adalah 
segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya 
agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal 
sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 
dari kekerasan dan diskriminasi.  Dalam Pasal 13 ayat (1) menyatakan 
bahwa “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak 
lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan berhak 
mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik 
ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan 
penganiayaan, ketidakadilan dan prlakuan salah lainnya”. Pasal 59 
menyatakan bahwa “Pemerintah dan lembaga negara lainnya 
berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan 
khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan 
hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang 
tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang 
diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, 
alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban 
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penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik 
dan/ atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan 
salah dan penelantaran”. Selanjutnya Pasal 66 ayat (1) dinyatakan bahwa 
“Perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan 
tanggungjawab pemerintah dan masyarakat”. Kemudian ayat (2) 
menyatakan bahwa “Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:                                 
a). Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi 
secara ekonomi dan/atau seksual; b). Pemantauan pelaporan dan 
pemberian sanksi; c). Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, 
serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam 
penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual”. 
Dan pada ayat (3) dinyatakan bahwa “Setiap orang dilarang 
menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan, atau turut 
melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1)”. 
Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak 
anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam 
kandungan. Setiap anak sejak dalam kandungan berhak atas hidup, 
mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Anak 
merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dilindungi, 
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karena anak merupakan individu yang belum matang baik fisik, mental 
maupun sosial. Dengan melihat definisi tentang perlindungan anak di atas, 
maka perlindungan anak bertujuan  untuk menjamin terpenuhinya hak-hak 
anak secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 
mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi 
terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan 
sejahtera. 
Saat ini pelanggaran hak anak sudah pada titik pelanggaran terhadap 
harkat dan martabat manusia. Padahal pemerintah Indonesia sudah hampir 
17 tahun meratifikasi Konvensi PBB tentang hak anak melalui Keputusan 
Presiden No. 36 Tahun 1990. Menurut catatan Komisi Nasional 
Perlindungan Anak dalam Tahun 1999 (dalam Hadi Setia Tunggal,       
2000: x), dikatakan bahwa: keragaman pelanggaran terhadap hak anak 
dalam skala nasional dapat disimpulkan merupakan pelanggaran berat 
bagi kemanusiaan. Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut antara lain: anak 
korban konflik politik dan bersenjata; anak korban kekerasan melalui 
tindakan pembunuhan, anak korban perkosaan, incest dan kekerasan 
seksual lainnya; anak korban eksploitasi ekonomi; anak dalam situasi 
kekerasan abortus; anak dalam situasi obyek obat-obat terlarang, anak 
dalam situasi kekurangan gizi akut, anak dalam situasi tindak kekerasan 




Hadi Setia Tunggal (2000: x), bahwa dari hasil penelitian di Jakarta 
400 responden, sebanyak 92 persen pejabat pemerintah tidak mengenal 
Konvensi hak anak. 
a. Budaya 
Anak selain dianggap milik keluarga, juga ditempatkan oleh keluarga 
sebagai garis penerus keluarga yang patut tunduk pada aturan-aturan 
yang dibuat keluarga. 
b. Hukum dan komitmen politik pemerintah belum berpihak pada anak. 
Sejumlah pemajuan terhadap pelaksanaan Konvensi hak anak selama 
pemerintahan orde baru dan pemerintahan transisi patut diakui. 
Namun sayangnya pemajuan tersebut masih sebatas slogan politik dan 
tidak ditindaklanjuti dalam bentuk program nyata yang menyentuh hak 
anak di segala bidang kerja. 
Kepentingan terbaik untuk anak menjadi prinsip tatkala sejumlah 
kepentingan lainnya melingkupi kepentingan anak. Sehingga, dalam hal 
ini kepentingan terbaik bagi anak harus di utamakan dari kepentingan 
lainnya. Kepentingan terbaik bagi anak bukan dipahami sebagai 
memberikan kebebasan anak menentukan pandangan dan pendapatnya 
sendiri cara liberal. Peran orang dewasa justru untuk menghindarkan anak 
memilih suatu keadaan yang tidak adil.  
Masa anak-anak merupakan masa bermain, masa bersuka cinta, 
masa belajar, masa pertumbuhan dan perkembangan. Akan tetapi, apakah 
benar fenomena tersebut dialami oleh anak-anak di Indonesia? Kenyataan 
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berbicara lain menurut Irwanto (Penelitian UNICEF - Indonesia, 2002: 2) 
beliau memprediksi di bidang pendidikan diperkirakan sekitar 17,5 juta 
usia sekolah akan putus sekolah karena terpaksa bekerja untuk membantu 
orang tuanya mencari nafkah. 
Anak-anak yang terpaksa harus bekerja atau disebut pekerja anak, 
menurut Konvensi Vol III No 3 April 1999, termasuk dalam kelompok 
anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang disebut 
Children in Need of Special Protection (CNSP). Soetarso (dalam Abu 
Huraerah : 2006 : 70) berpendapat bahwa pekerja anak adalah :  
a. Anak yang dipaksa atau terpaksa bekerja mencari nafkah untuk dirinya 
sendiri dan atau keluarganya di sektor ketenagakerjaan formal yang 
melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga 
anak terhenti sekolahnya dan mengalami pemaksaan fisik, mental, 
maupun sosial. Dalam profesi pekerjaan sosial, anak ini disebut 
mengalami perlakuan salah (abused), dieksploitasi (exploited), dan 
ditelantarkan (neglected). 
b. Anak yang dipaksa, terpaksa atau dengan kesadaran sendiri, mencari 
nafkah untuk dirinya sendiri dan atau keluarganya di sektor 
ketenagakerjaan informal, di jalanan atau tempat-tempat lain, baik 
yang melanggar peraturan perundang-undangan (khususnya di bidang 
ketertiban), atau yang tidak, baik yang masih sekolah maupun yang 
tidak lagi bersekolah. Anak ini ada yang mengalami perlakuan salah 
dan atau dieksploitasi, ada pula yang tidak. 
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Pekerja anak di Indonesia sudah dijumpai sejak dulu, karena secara 
tradisi anak diharapkan membantu orang tua di ladang atau usaha keluarga 
lainnya. Munculnya pekerja anak merupakan permasalahan sosial yang 
cukup memprihatinkan.  
Berdasarkan PNBAI 2015, (2004: 96),  indikator dan profil Komisi 
Perlindungan Anak 2002, menyebutkan bahwa berbagai penyebab 
terjadinya pekerja anak, antara lain : 
a. Adanya persepsi orang tua dan masyarakat bahwa anak bekerja tidak 
buruk dan merupakan bagian dari sosialisasi dan tanggungjawab anak 
untuk membantu pendapatan keluarga. 
b. Kemiskinan, gaya hidup konsumerisme, tekanan sekelompok sebaya 
serta dropout setelah mendorong anak untuk mencari keuntungan 
material dengan terpaksa bekerja. 
c. Kondisi krisis ekonomi juga mendorong anak untuk terjun bekerja 
bersaing dengan orang dewasa. 
d. Lemahnya penegakan hukum di bidang pengawasan umur minimum 
untuk bekerja dan kondisi pekerjaan.  
Berdasarkan penelitian UNICEF-Indonesia (2002: 2-3), dikatakan 
ada beberapa situasi yang dianggap rawan sehingga mereka membutuhkan 
perlindungan khusus : 
1). Anak yang berada pada lingkungan dimana hubungan antara anak 
dengan orang-orang di sekitarnya, khususnya orang dewasa, penuh 
dengan beberapa atau cenderung tidak peduli atau menelantarkan. 
2). Anak-anak yang berada pada lingkungan yang sedang mengalami 
konflik bersenjata. 
3). Anak-anak yang berada dalam ikatan kerja, baik formal maupun 
informal, yang membawa pada kurang perhatian pada perkembangan, 
pertumbuhan, dan perlindungan yang memadai. 
4). Anak-anak yang melakukan pekerjaan yang mengandung resiko 
tinggi, seperti bekerja di bidang konstruksi, di atas geladak kapal, 
pertambangan, pengecoran dan anak-anak yang bekerja sebagai 
penjual seks komersial. 
5). Anak-anak yang terlibat pada penggunaan zat psikoaktif (pengguna 
psikotropika). 
6). Anak-anak yang karena kondisi (cacat sejak lahir atau cacat akibat 
kecelakaan), latar belakang budaya (minoritas), sosial ekonomi (tidak 
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memiliki akte kelahiran, KTP, miskin), maupun secara politis orang 
tuanya rentan terhadap berbagai perlakuan diskriminatif. 
7). Anak-anak yang karena status perkawinan orang tuanya rentan 
terhadap tindakan diskriminatif. 
8). Anak-anak yang sedang berhadapan dan mengalami konflik dengan 
hukum  dan harus berurusan dengan aparat penegak  hukum. 
 
Walaupun bagaimanapun, berbagai jenis pekerjaan tersebut, dapat 
mengganggu pendidikan dan wajib belajar anak serta dapat mengganggu 
perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial anak. 
Salah satu bagian dari jenis pekerjaan yang berbahaya bagi anak 
yaitu anak-anak yang bekerja pada dunia seks, menjadi penting untuk 
ditelisik sebab musabab mengapa fenomena ini nyata dan benar 
keberadaannya di Indonesia. Sebab, industri seksual yang melibatkan 
anak-anak bukan tidak mungkin akan mengakibatkan hilangnya generasi 
sumber daya manusia yang berkualitas pada bangsa Indonesia.  
Dokumen PBB menyebutkan, dunia prostitusi merupakan situasi 
yang dianggap rawan bagi anak-anak sehingga mereka termasuk salah 
satu dari anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (Children in 
Need of Special Protection atau CNSP). Untuk melakukan upaya 
perlindungan tersebut, dalam Pasal 34 KHA secara tegas dinyatakan 
“Negara-negara peserta berusaha untuk melindungi anak dari semua 
bentuk eksploitasi seks dan penyalahgunaan seksual.” 
Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) merupakan persoalan 
serius yang selayaknya perlu mendapatkan prioritas perhatian dari negara 
untuk segera mengatasinya mengingat anak-anak yang menjadi korban 
telah direndahkan harkat dan martabatnya serta akan mengalami trauma 
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psikologis yang berkepanjangan sepanjang hidupnya. Maka dari itu 
pemerintah segera menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan 
ESKA yang dituangkan dalam Keputusan Presiden RI No. 87 Tahun 2002. 
Pada kasus perkosaan, prostitusi dan perdagangan anak, secara 
kuantitas ada kecenderungan anak-anak yang menjadi korban senantiasa 
akan terus meningkat. Dalam menyikapi hal tersebut peranan negara 
menjadi sangat penting, terlebih mengingat negaralah yang memiliki 
kewajiban untuk menjaga dan memenuhi hak-hak anak. 
Menurut Odi Shalahuddin (2004: 73) bahwa: Kewajiban dasar 
dalam perspektif HAM yang harus dilakukan oleh negara adalah: 
1). Kewajiban menghormati atau respect 
Negara tidak boleh merusak standart hak sebagaimana yang diakui 
dalam Konvensi. Kewajiban ini disebut juga kewajiban negative. 
2). Kewajiban melindungi 
Negara harus melakukan sesuatu guna melindungi agar anak-anak 
tidak terlanggar hak-haknya. Kewajiban ini disebut juga sebagai 
kewajiban positif. 
3). Kewajiban memenuhi 
Kewajiban memenuhi yang merupakan kewajiban positif menghendaki 
negara agar melakukan intervensi. 
Meski pemerintah Indonesia telah meratifikasi KHA lebih dari 17 
tahun yang lalu, pelaksanaan tiga kewajiban dasar oleh negara untuk 
menjamin tegaknya hak-hak anak dinilai belum memadai. Ini 
menunjukkan belum adanya perhatian yang serius terhadap anak-anak. 
Hasil Penelitian UNICEF – Indonesia (2002: xxii) menyatakan bahwa 
setiap tahun kurang lebih 70.000 anak-anak Indonesia menjadi korban 
eksploitasi seksual yang pada awalnya biasanya diiming-imingi dengan 
kehidupan yang lebih baik, namun akhirnya diperdagangkan. 
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Selanjutnya menurut Seminar Perlindungan Anak/Remaja yang 
diadakan oleh Pra Yuwana pada tahun 1977, seperti dikutip Irma 
Setyowati Soemitro (2001: 14) yang dimaksud perlindungan anak, yaitu: 
segala daya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun 
lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan 
pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan 
sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan asasinya. 
Kejahatan seksual yang diatur dalam KUHP termuat dalam Bab XIV 
mengenai Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Aturan-aturan yang 
berhubungan dengan kejahatan seksual terhadap anak mencakup tentang 
perkosaan (Pasal 285) dan pencabulan (Pasal 287, 290, 292, 293 ayat 1 
dan 294 ayat 1), pelacuran (Pasal 296 dan 506), perdagangan anak untuk 
tujuan seksual (Pasal 263 ayat 1, 277 ayat 1 dan Pasal 297) dan pornografi 
anak (Pasal 283). 
Menurut Zulkhair, Sholeh Soeaidy (2001: 5) bahwa pembinaan yang 
dilaksanakan dalam rangka perlindungan anak bertumpu pada strategi 
sebagai berikut : 
a. Survival, diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi 
kelangsungan hidup anak. 
b. Development, diarahkan pada upaya pembangunan potensi, daya cipta, 
kreativitas, inisiatif dan pembentukan pribadi anak. 
c. Protection, diarahkan pada upaya pemberian perlindungan bagi anak 
dari berbagai akibat gangguan seperti keterlantaran, eksploitasi dan 
perlakuan salah. 
d. Participation, diarahkan pada upaya pemberian kesempatan kepada 
anak untuk ikut aktif melaksanakan dan kewajibannya, melalui 
keterlibatan dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka 
pembinaan kesejahteraan sosial anak. 
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Dalam implementasinya, masih menurut Zulkhair, Sholeh Soeaidy 
(2001: 6-7), strategi tersebut dilakukan dengan pendekatan sebagai 
berikut: 
a. Pendekatan melalui sistem panti yaitu : 
1) Institusi formal dapat melalui berbagai panti  
2) Institusi non-formal seperti: rumah singgah, kursus latihan kerja 
dan pelatihan belajar kerja, unit mobil keliling, rumah 
penampungan sementara, dan lain-lain. 
b. Pendekatan melalui sistem non panti, yaitu : 
1) Family based: penanganan yang berbasiskan keluarga dengan 
tujuan agar keluarga ikut berperan aktif dalam upaya perlindungan 
anak (termasuk upaya pemberdayaan keluarga). 
2) Community based: penanganan yang berupa penyuluhan sosial 
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas hak-hak anak 
sehingga anak tidak bekerja atau dipekerjakan pada tempat yang 
membahayakan dirinya baik fisik, mental maupun sosialnya. 
3) Street based: penanganan yang bertujuan membina anak secara 
bertahap agar anak tidak menginginkan public space (jalan raya, 
terminal bus, stasiun KA dan tempat-tempat lain yang dilarang) 
untuk bekerja mencari nafkah. Anak-anak tersebut perlu diberikan 





4. Hak anak adalah Hak Asasi Manusia 
Kewajiban melindungi anak merupakan bagian penting dalam 
bernegara. Dalam konteks Indonesia, melindungi dan memenuhi hak-hak 
anak termasuk dengan cara membangun intitusi independen perlindungan 
hak anak, setidaknya beranjak dari 3 (tiga) rasional. 
Pertama, kondisi situasional anak di Indonesia yang sedemikian 
rupa rentan dan mengalamai eksploitasi, kekerasan, penyalahgunaan, 
penelantaran bahkan impunity. 
Kedua, sejumlah peraturan hukum dan konstitusional yang berlaku 
di Indonesia menjadi dasar mengapa perlu dilakukan perlindungan anak. 
Ketiga, adanya komitmen, keterikatan hukum dan politik bagi 
Indonesia sebagai masyarakat dunia internasional untuk memenuhi, 
mematuhi dan mengharmoniskan instrumen-instrumen internasional. 
Muhammad Joni, dalam makalahnya yang berjudul “Perlindungan Anak 
dari Eksploitasi Seksual di Lingkungan Pariwisata” (Muhammad Joni, 
S.H, M.H. mhjoni@yahoo.com). 
Sekali lagi perlu ditegaskan, bahwa pada dasarnya hak anak adalah 
hak asasi manusia. Hak anak, seperti yang digambarkan oleh konvensi 
PBB tentang Hak-hak Anak pada dasarnya menyangkut hak-hak yang 
melekat pada anak sebagai karunia dari Tuhan. Oleh karena itu, tak 
seorangpun, tak satu organisasipun, termasuk perusahaan ataupun negara 
berhak mencabutnya. Sebaliknya hak-hak yang melekat pada anak wajib 
dijaga dan dipenuhi serta diproteksi oleh negara dan masyarakat. Secara 
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sederhana apa yang dimasukan ke dalam “hak anak” adalah merupakan 
hak-hak yang wajib diberikan oleh negara kepada anak. Negara wajib 
menyadarkan, memantau dan membuat kebijakan agar semua warga 
negara memahami, melindungi dan mencegah terjadinya pelanggaran hak 
anak. 
Anak dalam visi konvensi Hak Anak PBB digambarkan sebagai 
subjek, anak diposisikan sebagai manusia dan anak diakui sebagai 
makhluk otonom dan merdeka. Mereka adalah manusia yang perlu 
dilindungi sepenuhnya. Visi yang terkandung dalam hak-hak anak PBB 
adalah bahwa bumi ini harus menjadi surga bagi anak-anak untuk 
berkembang. Pada prinsipnya visi tersebut sejalan dengan pandangan 
hidup, tradisi dan keyakinan yang dianut oleh bangsa Indonesia yang pada 
hakekatnya sangat memuliakan dan menghormati anak tersebut. Karena 
itulah maka bangsa Indonesia termasuk salah satu negara yang cepat 
meratifikasi konvensi PBB tentang hak-hak anak tersebut. 
 
5. Eskploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) 
a. Pengertian Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) 
Menurut Keppres RI No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi 
Nasional (RAN), ESKA adalah penggunaan anak untuk tujuan seksual 
dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara lain pembeli jasa 
seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan 
di perdagangan seksualitas anak tersebut. 
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Sebagai subyek hukum, anak mempunyai status, hak dan 
kewajiban untuk mengetahui status anak atau kedudukan anak dalam 
hukum  perlu peninjauan tentang pengertian anak dalam karakteristik 
umum. 
 
1) Pengertian anak menurut Hukum Perdata  
Khususnya dalam Pasal 330 KUH Perdata mendudukkan 
anak melalui penentuan batas usia. Status belum dewasa sebagai 
subyek hukum  adalah mereka yang belum mencapai usia 21 
Tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin, Pasal 330 ayat (1) Batas 
umur ini membedakan antara usia belum dewasa 
(minderjarigheid) dan telah dewasa (meerderjarigheid), yaitu 21 
Tahun. Ayat (2) Seorang belum dewasa yang tidak berada di 
bawah kekuasaan orang tua akan berada di bawah perwalian 
(Subekti, 1999: 76-77). Di dalam hukum perdata, anak sebagai 
subyek hukum telah diakui sejak dalam kandungan dan lahirnya 
hidup meskipun hanya beberapa saat saja. 
2) Pengertian anak menurut ketentuan hukum perburuhan atau 
ketenagakerjaan. 
Pasal 1 butir 26 Undang Undang RI No. 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa anak adalah setiap 
orang yang berumur di bawah 18 tahun. Selanjutnya dalam 
ketentuan-ketentuan dalam Undang Undang No. 13 Tahun 2003 
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tersebut membatasi usia anak untuk diberlakukannya peraturan-
peraturan dalam perusahaan setelah anak berusia 18 (delapan belas 
tahun). 
 
3) Pengertian anak menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak 
UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
merumuskan dan menentukan batasan umur bahwa “Anak adalah 
seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 
anak yang masih dalam kandungan” (Pasal 1 angka 1). 
Permasalahan di sini adalah menyangkut usia seseorang untuk 
disebut seorang anak, yang pada perundang-undangan di Indonesia 
tidak seragam. Batas usia anak memberikan pengelompokan 
terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai seorang anak. 
Yang dimaksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan 
usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status 
hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa 
atau menjadi seorang subyek hukum yang dapat bertanggung 
jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-
tindakan hukum yang dilakukan anak.  
Dalam hal ini batasan umur yang penulis gunakan adalah 
batasan umur menurut UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak yaitu untuk dapat disebut sebagai anak harus 
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berumur 18 tahun ke bawah, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan. 
ESKA merupakan salah satu tindak kekerasan anak. Menurut 
E. Kristi Poerwandari (2004: 13), kekerasan adalah tindakan 
sengaja (intensional) untuk memaksa, menaklukkan, mendominasi, 
mengendalikan, menguasai, menghancurkan, melalui cara-cara 
fisik, psikologis, deprivasi, ataupun gabungan-gabungannya dalam 
beragam bentuknya (penekanan pada sisi intensi).  
Sedangkan menurut Gelles (dalam Bagong Suyanto, 2003: 
15-16), dikatakan bahwa tindak kekerasan atau pelanggaran 
terhadap hak anak dapat terwujud setidaknya dalam empat bentuk, 
yaitu : 
Pertama, Kekerasan fisik. Bentuk ini mudah dikenali. 
Terkategorisasi sebagai kekerasan jenis ini adalah menampar, 
menendang, memukul/meninju, mencekik, mendorong, menggigit, 
membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. 
Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada 
fisik korban seperti muka memar, berdarah, patah tulang, pingsan 
dan lain yang kondisinya lebih berat. 
Kedua, Kekerasan psikis. Kekerasan jenis ini tidak begitu 
mudah untuk dikenali, akibat yang dirasakan oleh korban tidak 
memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Dampak 
kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan tidak 
aman dan nyaman, menurunkan harga diri serta martabat korban, 
wujud konkrit kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah 
penggunaan kata-kata kasar, peyalahgunaan kepercayaan, 
mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, 
melontarkan ancaman kata-kata dan sebagainya. Akibat adanya 
perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah hati, minder, 
merasa tidak berharga dan lemah dalam membuat keputusan 
(decision making). 
Ketiga, Jenis kekerasan seksual. Termasuk dalam kategori 
ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau 
mengancam untuk melakukan hubungan seksual (sexual 
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intercource), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta 
meninggalkan seseorang termasuk mereka yang tergolong masih 
berusia anak-anak setelah melakukan hubungan seksualitas. Segala 
perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap 
anak-anak baik di sekolah, di dalam keluarga maupun di 
lingkungan sekitar tempat tinggal anak juga termasuk dalam 
kategori kekerasan atau pelangggaran terhadap hak anak jenis ini. 
Kasus pemerkosaan anak, pencabulan yang dilakukan oleh guru, 
orang lain bahkan orang tua tiri yang sering terekspose dalam 
pemberitaan berbagai media massa merupakan contoh konkrit 
kekerasan bentuk ini. 
Keempat, Kekerasan ekonomi, yakni terjadi ketika orang tua 
memaksa anak yang masih berusia di bawah umur untuk dapat 
memberikan kontribusi ekonomi keluarga, sehingga fenomena 
penjual koran, pengamen jalanan, pengemis anak dan lain-lain, 
kian merebak terutama di perkotaan. 
Di Indonesia sendiri, kendati diketahui bahwa telah dan 
sedang terjadi berbagai kasus tindak kekerasan, eksploitasi, dan 
bahkan pembunuhan terhadap anak-anak, namun sampai saat ini 
belum ada data secara rinci mampu menunjukkan bagaimana 
sebenarnya gambaran dan peta permasalahan kasus-kasus tindak 
pelanggaran terhadap hak-hak anak tersebut. Seperti sudah di 
singgung di muka, sebagai suatu kasus yang tergolong tabu dan di 
sadari melanggar batas-batas etika, ditengarai kasus-kasus seperti 
di atas umumnya jarang terekspose di luar, dan kalaupun kemudian 
diketahui umumnya biasanya berkat peran dan keterlibatan media 







b. Bentuk-bentuk Eskploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) 
Menurut Keppres RI No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi 
Nasional (RAN) Penghapusan ESKA (2003: 24) dikatakan bahwa 
bentuk ESKA itu meliputi : 
1) Prostitusi Anak 
Didefinisikan sebagai “penggunaan anak dalam kegiatan seksual 
dengan pembayaran atau imbalan dalam bentuk lain”. 
2) Pornografi Anak 
Didefinisikan sebagai “setiap representasi, dengan sarana apapun, 
pelibatan secara eksplisit seorang anak dalam kegiatan seksual 
baik secara nyata maupun disimulasikan, atau setiap representasi 
dari organ-organ seksual anak untuk tujuan seksual”. 
3) Perdagangan anak untuk tujuan seksual 
Perdagangan anak pada dasarnya adalah meliputi kegiatan 
mencari, mengirim, memindahkan, menampung atau menerima 
tenaga kerja dengan ancaman, kekerasan atau bentuk-bentuk 
pemaksaan lainnya, dengan cara menculik, menipu, memperdaya 
(termasuk membujuk dan mengiming-imingi) korban, 
menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang atau memanfaatkan 
ketidaktahuan, keingintahuan, kepolosan, ketidakberdayaan dan 
tidak adanya perlindungan terhadap korban, atau dengan 
memberikan atau menerima pembayaran/imbalan untuk 
mendapatkan ijin/persetujuan dari orang tua, wali, atau orang lain 
yang mempunyai wewenang atas diri korban, dengan tujuan untuk 
menghisap dan memeras (mengeksploitasi) korban. 
 
Masalah prostitusi merupakan masalah sosial yang sudah 
lama ada perdebatan dan penanganan masalah prostitusi dapat 
dikatakan tidak pernah selesai, tidak pernah tuntas. Salah satu 
faktor penyebabnya adalah karena prostitusi memiliki sifat 
ambivalen. Artinya pada satu sisi prostitusi dipandang sebagai 
perbuatan tercela, sementara pada sisi lain hal tersebut dipandang 
sebagai perbuatan yang menguntungkan berbagai pihak di 
samping bagi diri si pelaku sendiri. Sebagai konsumen, umumnya 
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kaum pria adalah pihak yang membutuhkan dan merasa senang 
memanfaatkan jasa wanita pekerja seks. Sementara wanita pekerja 
seks memperoleh imbalan atau jasa yang diberikannya. 
Dengan kata lain, faktor penawaran dan permintaan 
merupakan penyebab lestarinya atau meningkatnya praktek 
prostitusi. Faktor penawaran dapat terlihat pada unsur-unsur 
terkait dalam jaringan kerja prostitusi, seperti mucikari, 
perempuan calon PSK, penghubung konsumen dengan PSK, 
mereka merupakan pihak yang memanfaatkan prostitusi sebagai 
arena bisnis yang menguntungkan. Di samping itu, sebagian 
keluarga PSK juga merupakan pihak yang membutuhkan 
sokongan dana PSK, terutama mereka berasal dari keluarga yang 
kondisi sosial ekonominya tergolong menengah ke bawah. Dengan 
demikian, dapat dikatakan PSK merupakan bagian dari sistem 
kehidupan masyarakat yang memiliki peran meningkatkan taraf 
hidup keluarga.  
Banyaknya anak yang terlibat dalam eksploitasi seks 
komersial akan sangat merugikan anak itu sendiri maupun 
masyarakat atau negara. Kerugian yang dialami anak bisa berupa 
kekerasan terhadap mereka, oleh karena anak-anak yang 
dilacurkan rentan menerima tindak kekerasan baik secara seksual, 
fisik maunpun non fisik seperti dihina, diejek hingga diperkosa 
dan penyalangunaan obat-obatan terlarang (drug abuse). 
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Fenomena tersebut apabila dibiarkan akan beresiko bagi masa 
depan anak. Masa depan anak-anak marginal ini akan semakin 
tidak jelas. 
Prostitusi anak atau anak yang dilacurkan yang semula  
bersifat tersembunyi, pada perkembangannya semakin terbuka dan 
diketahui oleh publik, keberadaan prostitusi anak telah menyebar 
tidak hanya di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, 
Semarang, Bandung, Medan  dan sebagainya, tetapi juga di kota-
kota kecil. Di Indramayu pelibatan anak-anak dalam dunia 
pelacuran terjadi atas sepengetahuan orang tua, karena sumbangan 
ekonomi yang diberikan oleh anak-anaknya sangat signifikan bagi 
kehidupan rumah tangganya. Keterlibatan mereka dalam pelacuran 
hanya merupakan batu loncatan kehidupan yang lebih baik di 
masa mendatang (Penelitian UNICEF-Indonesia, 2002: xi). 
Kegiatan dalam prostitusi adalah kegiatan yang dilakukan 
sebagian anak jalanan perempuan. Berdasarkan penelitian 
Yayasan Setara terhadap anak jalanan perempuan (dalam Hanna 
Prabandari, 2004: 53), dikatakan bahwa dari keseluruhan anak 
hampir setengahnya (46,4 %) diindikasi kuat dalam prostitusi. 
Anak berada dalam prostitusi cenderung adalah anak yang pernah 
menjadi korban perkosaan, sudah lama menjadi anak jalanan dan 
tinggal di jalan. 
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Faktor-faktor yang mendorong anak masuk dalam prostitusi 
(Hanna Prabandari, 2004: 54) yaitu : 
1) Terjerat oleh calo dan germo 
2) Karena tidak perawan lagi 
3) Kesulitan ekonomi dan keinginan mendapat uang lebih besar 
Negara berkewajiban melindungi anak-anak dari eksploitasi 
seksual untuk mencegah dan menghapus kegiatan eksploitasi seksual 
anak untuk tujuan komersial maupun eksploitasi anak dalam 
pertunjukan dan perbuatan yang bersifat pornografi dan pornoaksi. 
Menurut PNBAI 2015 (2004: 99) dikatakan bahwa berbagai instrumen 
internasional dalam memerangi dan menghapus eksploitasi seksual 
komersial telah disetujui oleh pemerintah dan dalam penyusunan 
rencana aksi nasional menunjuk kepada kesepakatan yang tertuang 
dalam instrumen internasional sebagai berikut : 
1) Konvensi Hak-Hak Anak terlah diratifikasi oleh Indonesia melalui 
Keppres No. 36 Tahun 1990 
2) Deklarasi dan Agenda Aksi Stockholm Tahun 1996. 
3) Komitmen dan Rencana Aksi Regional Kawasan Asia Timur dan 
Pasifik melawan Eksploitasi Seksual Komersial Anak Tahun 2001. 
4) Komitmen Global Yokohama Tahun 2001. 
5) Konvensi ILO No. 182 telah diratifikasi oleh UU No. 1 Tahun 
2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 tentang 
Pelarangan dan Tindakan segera untuk Penghapusan Bentuk-
bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. 
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6) Selain itu berbagai instrumen hukum nasional yang menjadi dasar 
penyusunan yakni UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang 
HAM dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
Pemerintah melalui Keppres No. 87 Tahun 2002 telah 
menetapkan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual 
Komersial Anak dan Gugus Tugas untuk memerangi dan menghapus 
eksploitasi seksual komersial anak yakni kejahatan yang melanggar 
hak asasi anak, merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan serta 
merupakan salah satu pekerjaan terburuk untuk anak. 
Pornografi anak, sejauh ini belum ada informasi mengenai 
penggunaan anak untuk kepentingan pornografi. Namun mencermati 
pemberitaan media massa mengenai terbongkarnya jaringan 
pornografi anak di Texas beberapa waktu yang lalu, diketahui bahwa 
ada dua orang Indonesia yang diduga sebagai pemasok bahan 
pornografi dinyatakan buron. Sebagai asumsi sederhana, apabila 
pemasok bahan pornografi berasal dari Indonesia, kemungkinan besar 
ada penggunaan anak Indonesia sebagai obyek pornografi. (Odi 
Shahuddin, 2004: 71). 
Perdagangan anak, Perdagangan anak untuk tujuan prostitusi 
adalah bagian yang tidak terpisahkan dari eksploitasi seksual 
komersial terhadap anak (Commercial Sexual Exploitation of 
Children).Oeh sebab itu Kongres Dunia menentang Eksploitasi 
Seksual Komersial terhadap anak yang diselenggarakan di Stockholm, 
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Swedia tahun 1996, memberikan pengertian yang berakar pada 
Konvensi Hak Anak (KHA) bahwa eksploitasi seksual komersial 
merupakan pelanggaran mendasar atas hak-hak anak. Menurut Bagong 
Suyanto (2003: 49) yang disebut perdagangan anak sebetulnya tidak 
selalu identik dengan praktek pelibatan anak dalam kegiatan prostitusi 
saja. Yang terpenting unsur-unsur child trafficking adalah: adanya 
penipuan, paksaan, ancaman, eksploitasi, dan perlakuan kepada 
korban layaknya komoditi yang bisa diperdagangkan.  
Berbagai faktor yang berhubungan dengan Tracffiking anak, 
yaitu : 
1) Kondisi keluarga karena pendidikan rendah, kemiskinan, 
keterbatasan kesempatan dan gaya hidup konsumtif. 
2) Nilai tradisional yang menganggap anak merupakan hak milik 
yang dapat diperlakukan sekehendak orang tua selain adanya bias 
gender dan suatu perempuan yang dianggap masih rendah di 
kalangan masyarakat. 
3) Jangkauan pencatatan akta kelahiran yang masih rendah 
memungkinkan terjadinya pemalsuan umur dan identitas lainnya. 
4) Perkawinan usia muda beresiko tinggi bagi seorang perempuan, 
terlebih jika diikuti dengan kehamilan dan perceraian. Data Supas 
1995 menunjukkan angka perceraian dan pernikahan umur 10-14 
tahun sebesar 9,5 persen ternyata 2 kali lebih bayak dibandingkan 
dengan pernikahan umur 15-19 tahun sebesar 4,9 persen. Ketika 
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seorang perempuan bercerai maka ia kehilngan status dan hak-hak 
anak, perawatan dan tanggungjawab orang tuanya serta telah 
dianggap sebagai orang dewasa independen. Anak perempuan 
tersebut akan mudah terjerumus pada kasus traffiking atau 
perdagangan anak. 
5) Migrasi terutama pekerja migran menurut KOPBUMI (Konsorsium 
Pembela Buruh Migran Indonesia) pada tahun 2000 penempatan 
buruh migran ke luar negeri setidaknya sebanyak 74.616 orang 
telah menjadi korban dari proses traffiking. 
6) Kekerasan terhadap perempuan dan anak mengakibatkan mereka 
meninggalkan rumah kemudian menjadi korban traffiking dan 
bekerja di tempat-tempat yang beresiko tinggi. 
7) Konflik sosial dan perng yang terjadi dalam 5 tahun terakhir di 
Indonesia diperkirakan turut menyumbang terjadinya kasus-kasus 
perdagangan anak. (Program Nasional Bagi Anak Indonesia 
(PNBAI) 2015, 2004: 100-101). 
Perdagangan anak untuk kepentingan prostitusi sendiri adalah 
bentuk tindak kekerasan seksual anak oleh orang dewasa dengan 
mempertukarkannya dengan imbalan (uang tunai). Dalam kenyataan, 
eksploitasi anak untuk keperluan prostitusi juga bisa berupa 
pemanfaatan anak untuk kegiatan pornografi, pencabulan, jasa 
pelayanan seksual, dan praktek pedofil.  
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Seorang anak yang hidup dalam keluarga yang berantakan 
seringkali menjadi korban tindak kekerasan orang tuanya, niscaya 
mereka akan rentan menjadi korban praktek perdagangan anak. 
Demikian juga anak yang tinggal di daerah konflik sosial atau wilayah 
perang, biasanya kemungkinan mereka untuk diperlakukan salah akan 
menjadi lebih terbuka. 
Di Indonesia sendiri, menurut studi yang dilakukan ILO-IPEC, 
2001 dalam (Bagong Suyanto, 2003: 2001) yang berjudul Child 
Victims of Trafficking : Case Studies from Indonesia beberapa jenis 
pekerjaan dan bentuk eksploitasi yang dialami anak-anak yang 
menjadi korban perdagangan biasanya adalah : 
Pertama, pelibatan anak untuk dipekerjakan sebagai PRT di 
kota-kota besar. 
Kedua, pelibatan anak-anak korban perdagangan untuk 
dipekerjakan sebagai pengemis di kota-kota besar. 
Ketiga, pelibatan anak korban perdagangan untuk kepentingan 
aktivitas bawah tanah khususnya untuk diumpankan dan dimanfaatkan 
dalam kegiatan pedagang narkotika. 
Keempat, pelibatan anak untuk pekerjaan dalam sektor-sektor 
pertambangan, perkebunan dan lain-lain yang semestinya sangat tidak 
pantas bila dibandingkan dengan usia mereka. Yang disebut pekerjaan 
berbahaya di sini termasuk pula sektor pelacuran. 
Selama ini, diakui atau tidak bahwa dalam penanganan kasus 
perdagangan anak khususnya yang dieksploitasi untuk kepentingan 
prostitusi, sering terjadi justru diperlakukan sebagai bagian dari pelaku 
tindak kriminal seperti layaknya pembeli atau konsumen maupun 
pihak ketiga (germo, mucikari) yang memperoleh keuntungan dari 
kegiatan transaksi seksual sehingga yang muncul bukanlah tindakan 
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simpati dan empati untuk melindungi dengan tulus, tetapi terkadang 
malah sekaligus menangkap korban karena dianggap ikut memetik 
keuntungan di kasus yang menimpa mereka. 
Berdasarkan laporan Trafficking in Person Report (Juli 2001) 
yang diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat sulit 
bekerjasama dengan ESCAP (Economy Social Commision on Asia 
Pasific) telah menempatkan Indonesia pada peringkat Tier III. Negara 
yang dikategorikan Tier III adalah negara yang memiliki korban 
prdagangan orang dalam jumlah besar, sebagai wilayah pengirim 
perdagangan orang, pemerintahya belum menerapkan standar 
minimum dan melakukan usaha-usaha yang berarti dalam mencegah 
dan menanggulangi Trafficking (Press Release, 02/09/2006). 
Pada tahun 1998 Indonesia menyepakati Bangkok Accord and 
Plan of Action to Combat Trafficking in Women and The Asian 
Regional Initiative Against Trafficking (ARIAT) yang merupakan 
rencana aksi regional dalam memerangi dan mencegah trafficking 
perempuan dan anak. Selain itu, Amanat Tap MPR No. X/MPR/2001 
menugaskan kepada eksekutif untuk meratifikasi konvensional 
internasional tahun 1949 tentang Larangan Perdagangan Perempuan 
(Convention for the Suppression of the Traffic in Person and of the 
Exploitation of the Prostitution of Others) dan membentuk 
badan/lembaga atau Gugus Tugas untuk memberantas perdagangan 
perempuan dan anak. 
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Pemerintah melalui Keppres No. 88 Tahun 2002 telah 
menetapkan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Trafficking 
Perempuan dan Anak serta menetapkan Gugus Tugas untuk 
memerangi dan menghapus kejahatan trafficking. Bidang garapan 
yang akan diimplementasikan yakni perlindungan dengan 
mewujudkan norma hukum dan tindakan hukum terhadap pelaku 
trafficking, pencegahan segala bentuk trafficking, rehabilitasi, dan 
reintegrasi sosial bagi korban trafficking serta mewujudkan kerjasama 
dan koordinasi dalam menanggulangi trafficking. 
 
c. Landasan Hukum 
Menurut Keppres RI No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi 
Nasional (RAN) Penghapusan Exploitasi Seksual Komersial Anak 
(2003:22) dikatakan bahwa landasan hukum nasional dalam 
menghapus ekploitasi seksual komersial terhadap anak yang berlaku 
sekarang adalah: 
1) Undang-Undang Dasar 1945. 
2) UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. 
3) UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. 
4) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 
5) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
6) UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. 
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7) UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan 
Pemerintah Pusat dan Daerah. 
8) UU No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention 
Number 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for 
The Elimination of the Worst Form of Child Labour (Konvensi 
ILO 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Untuk 
Penghapusan Bentuk- bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) 
9) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 
10) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
11) Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on 
The Right of the Child (Konvensi Hak-hak Anak) 
12) Keppres RI No.129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional 
Hak Asasi Manusia. 
13) Keppres RI No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional 
Penghapusan Bentuk -bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak 
 
d. Faktor-Faktor Yang Mendukung Terjadinya Ekploitasi Seksual 
Komersial Anak (ESKA). 
Menurut Farid, dalam Irwanto (2002: 39-41) dikatakan bahwa 
beberapa faktor resiko yang menyebabkan anak terjerumus kedalam 




1) Dimensi sosiokultural. 
Kepercayaan bahwa hubungan seks dengan anak anak bisa 
membuat orang menjadi awet muda, menciptakan permintaan 
(demand) akan pelacuran anak. 
2) Dimensi ekonomi 
Dimensi ini meliputi faktor faktor kemiskinan, migrasi desa 
ke kota dan konsumtivisme. Kemiskinan merupakan faktor utama 
yang melandasi terjadinya suplai prostitusi anak. Migrasi desa-kota 
dalam banyak kasus membuat anak anak menjadi rawan terhadap 
ekploitasi seksual komersial. Begitu juga konsumtivisme, 
membawa iming-iming yang tidak bisa diraih anak anak dari 
keluarga yang kondisi ekonominya pas-pasan. Ini semua membuat 
mereka beresiko terjerumus kedalam prostitusi usia dini. 
3) Lemahnya Legislasi 
Legislasi yang lemah, apalagi jika dibarengi dengan 
implementasi yang tidak sepadan merupakan suatu faktor yang 
memberikan andil dengan perkembangan prostitusi anak. 
4) Disintregasi keluarga dan penelantaran anak 
Ketidakharmonisan keluarga dan penelantaran anak beresiko 
menjadikan anak-anak terjerumus ke dalam pelacuran. 
Penelantaran dan pengabaian diatas juga mengakibatkan lemahnya 




5) Kesempatan pendidikan, latihan kejuruan dan kerja yang tidak 
memadai. 
Sekolah atau tempat pendidikan lainnya setidaknya 
memberikan lingkungan yang relatif aman bagi anak. 
Ketidakmampuan melanjutkan sekolah membuat anak- anak 
kehilangan kegiatan positif dan bisa menggiring mereka untuk 
menghabiskan waktu dalam lingkungan pergaulan yang berisiko 
menjerumuskan mereka ke dalam dunia prostitusi. 
6) Kekerasan seksual dan pengalaman seks usia dini. 
Kekerasan seksual yang dialami pada masa kecil bisa 
memperbesar resiko anak untuk dilacurkan. Suatu studi WHO 
menemukan bahwa sekitar 60 persen dari pekerja seks jalanan 
(umur tidak dilaporkan) mengatakan pernah mengalami kekerasan 
seksual pada waktu kecil. 
7) Meningkatnya permintaan akan pelacuran anak  
Meningkatnya permintaan akan pelacuran anak dipicu juga 
antara lain oleh ketakutan terhadap HIV/AIDS membuat petualang 
seks mencari objek seksual baru yang mereka kira lebih aman dari 
resiko, yakni anak-anak. 
 Faktor resiko di atas biasanya tidak berdiri sendiri sendiri 
dalam menjerumuskan anak-anak kedalam dunia pelacuran seiring 
dengan begitu kompleksnya permasalahan yang dihadapi anak anak 
tersebut sebelum benar-benar terjun sebagai PSK. Lebih dari itu 
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biasanya beberapa faktor resiko sekaligus menimpa seorang anak yang 
akhirnya menjadi pemicu sehingga dia memutuskan terjun kedalam 
dunia pelacuran. 
 
e. Masalah yang Timbul Sehubungan Dengan ESKA 
Ada dua masalah yan timbul sehubungan dengan ESKA, yaitu: 
1) Masalah yang dihadapi korban 
a) Tertular PMS dan HIV/AIDS, anak-anak yang dilacurkan lebih 
beresiko dari yang dewasa karena minimnya pengetahuan dan 
tidak terjangkau oleh layanan kesehatan manapun. 
b) Stigmatisasi dan diskriminasi sehingga tersirat dalam julukan 
dengan nama binatang “ayam”, “ciblek” umumnya berbasis 
deskriminasi gender karena ditujukan kepada perempuan. Hal 
tersebut akan mengakibatkan gangguan perkembangan dan 
psikososial anak korban ESKA. 
c) Kekerasan dan eksploitasi yang berkelanjutan misalnya 
kecanduan narkotika dan obat-obatan terkarang 
2) Masalah yang dihadapi masyarakat 
a) Penyebaran PMS dan HIV/AIDS 
b) Anak yang kini menjadi korban punya kecenderungan untuk 
menjadi pelaku dikemudian hari 
c) Biaya ekonomi dan politik yang harus dibayar bila masalah ini 
diabaikan, karena untuk memulihkan kembali membutuhkan 
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usaha yang sangat besar (Leaflet Pemerintah Kota Surakarta 
tentang ESKA) 
 
6. Teori Bekerjanya Hukum 
Hukum diciptakan untuk mengatur pola hubungan tingkah laku 
masyarakat atau kelompok dalam proses interaksi antara satu dengan yang 
lainnya di masyarakat, tidak ada satu masyarakatpun yang dapat hidup 
atau bertahan tanpa hukum yang mengaturnya. Bagaimanapun bentuk 
ataupun susunan masyarakatnya (baik pada masyarakat modern maupun 
pada masyarakat sederhana) hukum itu tetap ada. (OK. Khairuddin,                 
1991 : v ) 
Pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep yang abstrak, 
sekalipun abstrak tapi ia dibuat untuk diimplementasikan dalam kehidupan 
sosial sehari-hari. Oleh karena itu, perlu adanya suatu kegiatan untuk 
mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan merupakan suatu 
penegakan hukum (Esmi Warassih, 2005: 78). 
Pada penegakan hukum bersinggungan dengan banyak aspek yang 
lain yang melingkupinya. Suatu hal yang pasti, bahwa usaha mewujudkan 
ide atau nilai selalu melibatkan lingkungan serta berbagai pengaruh faktor 
lainnya, oleh karena itu penegakkan hukum hendaknya tidak dilihat 
sebagai suatu yang berdiri sendiri, melainkan selalu berada diantara 
berbagai faktor.  
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Hukum dalam perkembangannya tidak hanya dipergunakan untuk 
mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam 
masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan 
yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan-kebiasaan yang 
dipandangnya tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan 
sebagainya (Satjipto Rahardjo, dalam OK. Chairuddin, 1991: 141). Hal itu 
dikarenakan hukum merupakan suatu kebutuhan masyarakat sebagaimana 
ia bekerja dengan cara memberikan petunjuk tingkah tingkah laku kepada 
manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Ia merupakan pencerminan 
kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina 
dan kemana harus diarahkan.  
Menurut E. Utrecht (dalam Chainur Arrasjid, 2004: 21), hukum 
adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur 
tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota 
masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari 
pemerintah dan masyarakat itu sendiri. 
Manusia di dalam hidupnya selalu mempunyai kebutuhan-kebutuhan 
atau kepentingan-kepentingan yang hendak dipenuhinya. Namun tidak 
semua masyarakat mempunyai kebutuhan atau kepentingan yang sama, 
dan bahkan tidak jarang pula bertentangan satu sama lain. Dilain pihak 
didasari pula bahwa terpenuhinya suatu kebutuhan manusia amat 
tergantung didalam masyarakat. Bahkan pemenuhan kebutuhan manusia 
dapat diselenggarakan di dalam masyarakat yang tertib dan aman. 
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Masyarakat dan ketertibannya merupakan dua hal yang berhubungan 
sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai sisi dari satu mata uang. 
Susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban, 
bagaimanapun kualitasnya. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan 
bersama-sama oleh berbagai lembaga secara bersama-sama seperti hukum 
dan tradisi. Oleh karena itu dalam masyarakat juga dijumpai berbagai 
macam norma yang masing-masing memberikan sahamnya dalam 
menciptakan ketertiban itu (Satjipto Rahardjo, 2000: 13). 
Hukum menempati suatu fungsi yang esensial dalam masyarakat 
terutama didalam memudahkan atau melancarkan proses interaksi sosial 
yang terjadi antar individu, antara individu dengan kelompok, maupun 
antar kelompok. (Hobel, dalam Soerjono Soekanto, 1982: 65). Penjelasan 
tersebut tidak akan lengkap apabila tidak disertai dengan suatu uraian 
tentang perubahan perikelakuan dengan mempergunakan hukum sebagai 
sarananya. 
Hukum juga mempunyai kemampuan untuk menjalankan fungsi 
pengawasan (mekanisme kontrol). Mekanisme kontrol ini bermaksud 
untuk menjaga atau kestabilan dalam masyarakat agar orang tetap patuh 
kepada aturan-aturan yang sudah ditentukan (OK. Chairuddin, 1991: 86). 
Orang patuh pada hukum yang dikarenakan bermacam-macam sebab, 
seperti dikatakan Utrecht (dalam Soeroso, 2002: 65), yaitu: 
1) Karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan 




2) Karena ia harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman 
3) Karena masyarakat menghendakinya 
4) Karena adanya paksaan (sanksi sosial) 
Oleh karena itu tujuan hukum untuk mencapai kedamaian dengan 
mewujudkan kepastian dan keadilan di dalam masyarakat, sebagaimana 
dikatakan Van Apeldoorn (dalam Kansil, 2002: 15), bahwa tujuan hukum 
ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum 
menghendaki perdamaian.  
Kepastian hukum menghendaki perumusan kaidah-kaidah yang 
berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaidah-kaidah tersebut harus 
ditegakkan atau dilaksanakan secara tegas. Hal ini menyebabkan bahwa 
hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh 
karena hukum tadi mengatur kepentingan-kepentingan para warga 
masyarakat dan hukum tersebut terdiri dari kaidah-kaidah yang ditetapkan 
untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang 
serta bahwa kaidah-kaidah tersebut berlaku umum. Dengan demikian 
maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan, tersimpul pula 
unsur kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga 
masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan 
dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa para warga 
masyarakat tidak akan dirugikan kepentingan-kepentingan di dalam batas-
batas yang layak. 
Hukum bukan merupakan suatu karya seni yang adanya hanya untuk 
dinikmati oleh orang-orang yang mengamatinya. Ia juga bukan suatu hasil 
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kebudayaan yang adanya hanya untuk menjadi bahan pengkajian secara 
logis-rasional. Hukum diciptakan untuk dijalankan. Hukum yang tidak 
pernah dijalankan pada hakekatnya telah berhenti menjadi hukum. 
(Scholten, dalam Satjipto Rahardjo, 1980: 69). 
Apapun namanya maupun fungsi apa saja yang hendak dilakukan 
oleh hukum tetap tidak terlepas dari pengertian hukum sebagai suatu 
sistem, yaitu sebagai sistem norma. Pemahaman yang demikian itu 
menjadi penting, karena dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai 
suatu tujuan yang dikehendaki secara efektif, hukum harus dilihat sebagai 
sub-sistem dari suatu sistem yang besar, yaitu masyarakat atau 
lingkungannya. 
Pengertian sistem sebagaimana didefinisikan oleh beberapa ahli, 
antara lain Bertalanffy dan Kenneecth Building (dalam Esmi Warassih, 
2005 : 29), ternyata mengandung implikasi yang sangat berarti terhadap 
hukum, terutama berkaitan dengan aspek: (1) keintegrasian, (2) 
keteraturan, (3) keutuhan, (4) keterorganisasian, (5) keterhubungan 
komponen satu sama lain, dan (6) ketergantungan komponen satu sama 
lain. Selanjutnya Shorde dan Voich menambahkan pula bahwa selain 
syarat sebagaimana tersebut, sistem itu juga harus berorientasi kepada 
tujuan (Esmi Warassih, 2005:30). 
Berbagai pengertian hukum sebagai sistem hukum, dikemukakan 
antara lain oleh Lawrence M. Friedman (dalam Esmi Warassih, 2005 : 30), 
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bahwa hukum itu merupakan gabungan komponen struktur, substansi dan 
kultur: 
1) Komponen struktur, yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem 
hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung 
bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk 
melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap 
penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur. 
2) Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum berupa 
peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh 
pihak yang mengatur maupun yang diatur.  
3) Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang 
mempengaruhi bekerjanya hukum atau oleh Lawrence M. Friedman 
disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi 
sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum 
dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. 
 
Bertolak dari rangkaian pembahasan tersebut dapat disimpulkan, 
bahwa pada dasarnya hukum mempunyai banyak fungsi dalam usahanya 
mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam 
perumusannya sebagai hukum positif harus dipahami suatu sistem norma. 
Pemahaman ini penting artinya untuk menghindari terjadinya kontradiksi 
atau pertentangan antara norma hukum yang lebih tinggi dengan norma 
hukum yang lebih rendah kedudukannya. Pemahaman ini semakin 
penting artinya, apabila kita tetap berkeinginan agar keberadaan 
(eksistensi) hukum sebagai suatu sistem norma mempunyai daya guna 
dalam menjalankan tugasnya di masyarakat. 
Dalam setiap usaha untuk merealisasikan tujuan pembangunan, 
maka sistem hukum itu dapat memainkan peranan sebagai pendukung dan 
penunjangnya. Suatu sistem hukum yang tidak efektif tentunya akan 
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menghambat terealisasikannya tujuan yang ingin dicapai. Sistem hukum 
dapat dikatakan efektif bila perilaku-perilaku manusia di dalam 
masyarakat sesuai dengan apa yang iclah ditentukan di dalum aturan-
aturan hukum yang berlaku. Paul dan Dias (dalam Esmi Warassih, 2005: 
105-106) mengajukan 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi untuk 
mengefektifkan sistem hukum, yaitu : 
1) Mudah tidaknya makna aturan-aturan hukum itu untuk ditangkap dan 
dipahami; 
2) Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi 
aturan-aturan hukum yang bersangkutan. 
3) Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum; 
4) Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah 
dijangkau dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat, melainkan juga 
harus cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa-sengketa.  
5) Adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan warga 
masyarakat bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu 






























Bagan 8. Skema Kerangka Berfikir 
 
Berdasarkan bagan di atas dapat dijelaskan bahwa Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan kebijakan 
publik yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan 
UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
Implementasi Pasal 66 oleh Pemerintah Kota Surakarta  
DKRPPKB Poltabes LSM Masyarakat 
(Korban) 
Langkah-langkah Pemerintah Kota Surakarta dalam 
memberikan perlindungan pada anak 
R. SAKIT 
UPAYA PENANGANAN 







Subtansi Struktur  Kultur  
Perda No 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi 
Seksual Komersial  
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perlindungan pada anak, terutama dalam hal ini adalah perlindungan khusus 
bagi anak yang diekploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual sebagaimana 
tercantum dalam Pasal 66. Yang mana Pasal 66 tersebut perlu 
diimplementasikan oleh pemerintah dan masyarakat.   
Untuk mengimplementasikan Pasal 66 UU RI No. 23 Tahun 2002 
tersebut Pemerintah Kota Surakarta membuat Perda No. 3 Tahun 2006 tentang 
Penanggulangan eksploitasi seksual komersial. Untuk melaksanakan Perda 
tersebut Pemerintah Kota Surakarta menyusun langkah-langkah yang 
pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, 
yaitu Dinas Kesejahteraan Rakyat Pemberdayaan Perempuan Keluarga 
Berencana (DKRPPKB), POLTABES Surakarta, Rumah Sakit (Poliklinik 
Bhayangkara Polwil Surakarta), LSM KAKAK, Panti Karya Wanita “Wanita 
Utama” Surakarta, PPK-UNS dan masyarakat (korban ESKA).  
Dalam pengimplementasian Pasal 66 tersebut dipengaruhi oleh 
berbagai faktor yaitu faktor substasi, struktur dan kultur. Semua faktor 
tersebut akan berpengaruh pada upaya pengimplementasian Pasal 66 UU RI 
No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan semua itu memerlukan 







Menurut Bambang Sunggono (1996: 27), yang dimaksud penelitian adalah 
“suatu upaya pencarian” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap 
obyek yang mudah terpegang di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari 
bahasa Inggris yaitu research, yang berasal dari kata re (kembali) dan to search 
(mencari). Dengan demikian secara logawiyah berarti “mencari kembali”. 
Sedangkan metode menurut Setiono (2005: 19), adalah alat untuk mencari 
jawab. Jadi menggunakan metode (alat) harus jelas dulu apa yang akan diteliti. 
Dengan demikian apa yang disebut metode penelitian menurut Soetandyo 
Wignyosoebroto (2002: 123) itu pada asasnya akan merupakan metode (atau 
cara/prosedur) yang harus ditempuh agar orang bisa menemukan jawab. 
Suatu penelitian sebetulnya adalah sesuatu usaha untuk mencari, 
memperoleh serta mengolah data yang selanjutnya melakukan penyusunan dalam 
bentuk laporan hasil penelitian. Untuk itu agar memperoleh suatu hasil penelitian 
yang dapat mengungkapkan kebenaran secara sistematis maka diperlukan suatu 
metode penelitian yang konsisten. 
A. JENIS PENELITIAN 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum non-doktrinal. Seperti 
dijelaskan Soetandyo Wignyosoebroto (dalam Bambang Sunggono, 1996: 42) 
bahwa penelitian non-doktrinal itu adalah penelitian berupa studi-studi empiris 
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untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses 
bekerjanya hukum di dalam masyarakat (Socio Legal Research). 
Kegunaan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui 
bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (law 
enforcement). Karena jenis penelitian ini dapat mengungkapkan 
permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan 
hukum. 
Dilihat dari sudut bentuknya, penelitian ini termasuk dalam bentuk 
penelitian evaluatif. Penelitian evaluatif dilakukan apabila seorang ingin 
menilai program-program yang dijalankan (Setiono, 2005: 5-6). Sedangkan 
dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yaitu 
dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti seteliti mungkin tentang 
manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama 
untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam 
memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori 
baru (Setiono, 2005: 5). 
Penelitian itu bertujuan untuk mendeskripsikan tentang Kebijakan 
Perlindungan Anak dari ESKA berdasarkan pasal 66 UU RI No. 23  Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak di Kota Surakarta. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian kualitatif, karena bertujuan untuk mengkaji 
kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas, kasuistis sifatnya namun 
mendalam dan total menyeluruh dalam arti tidak mengenal pemilahan-
pemilahan gejala secara konseptual kedalam aspek-aspeknya yang eksekutif 
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(variabel). Dalam hubungan ini metode kualitatif juga dikembangkan untuk 
mengungkapkan gejala-gejala kehidupan masyarakat seperti apa yang 
terpersepi oleh warga-warga masyarakat itu sendiri dan dari kondisi mereka 
sendiri yang tak diintervensi oleh pengamat penelitinya (naturalistik) (Burhan 
Ashshofa, 1996: 54). 
Jenis metode yang akan dipakai dalam penelitian hukum akan sangat 
tergantung pada konsep apa yang dimaksud tentang hukum. Mengikuti 
pendapat Soetandyo Wignyosoebroto (dalam Setiono, 2005: 20), ada lima 
konsep hukum, yaitu: 
1. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan 
berlaku universal. 
2. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan 
hukum nasional. 
3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim inconcreto, dan 
tersistematisasi sebagai judge made law. 
4. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai 
variabel sosial yang empirik. 
5. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial 
sebagai tampak dalam interaksi antar mereka. 
Dalam penelitian ini penulis mendasarkan pada konsep hukum yang ke 
lima yaitu hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku 
sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka karena hukum ke 5 (lima) 
di sini bukan dikonsepkan sebagai rules akan tetapi sebagai regularities yang 
terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pengalaman. Di sini hukum 
adalah tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusia secara aktual dan 
potensial akan terpola. Makna simbolik mempunyai arti bahwa seseorang 
dalam memaknai terhadap sesuatu hal itu berbeda-beda, dalam hal ini adalah 
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mengenai hal ESKA maka dari itu penulis menggunakan wawancara 
mendalam untuk mengetahui pendapat mereka mengenai ESKA. 
B. LOKASI PENELITIAN 
Lokasi yang penulis pilih adalah Pemerintahan Kota Surakarta dalam hal 
ini adalah :  
1. Dinas Kesejahteraan Rakyat Pemberdayaan Perempuan Keluarga 
Berencana (DKRPPKB) Kota Surakarta, karena instansi tersebut yang 
membuat program dan menyusun kebijakan mengenai perlindungan anak 
dari Eksploitasi Seksual Komersial. 
2. Polisi Kota Besar (POLTABES), karena merupakan instansi yang terkait 
yang menangani ESKA (tim Razia dan melakukan penanganan secara 
hukum)  
3. Rumah Sakit (Poliklinik Bhayangkara Polwil Surakarta), karena untuk 
keperluan visum bagi korban ESKA 
4. LSM KAKAK, karena instansi tersebut melakukan pendampingan 
terhadap korban ESKA (pendampingan hukum, medis dan psikis). 
5. Panti Karya Wanita “Wanita Utama” Surakarta, karena instansi tersebut 
sebagai wadah pembinaan para korban ESKA. 
6. PPK-UNS, karena mempunyai data-data atau melakukan penelitian-
penelitian tentang Anak yang Dilacurkan di Surakarta. 
7. Masyarakat (korban ESKA), karena dari korban tersebut penulis bisa 
mendapatkan informasi langsung mengenai faktor-faktor penyebab 
seseorang bisa terjerumus dalam kegiatan ESKA 
150 
91 
C. JENIS DAN SUMBER DATA 
1. Jenis Data 
a. Data Primer 
Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau 
dari lapangan yang dilakukan melalui wawancara mendalam. Dalam 
penelitian ini, data primer diperoleh dari instansi-instansi terkait, yaitu 
Dinas Kesejahteraan Rakyat Pemberdayaan Perempuan Keluarga 
Berencana (DKRPPKB) Kota Surakarta, POLTABES Surakarta, 
Rumah Sakit (Poliklinik Bhayangkara Polwil Surakarta), LSM Kakak, 
Panti Karya Wanita “Wanita Utama “Surakarta, PPK-UNS dan korban 
ESKA. 
b. Data Sekunder 
Yaitu keterangan atau data yang diperoleh dari dokumen-
dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud 
laporan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
 
2. Sumber Data 
a. Sumber data primer 
Adalah sumber data yang didapatkan secara langsung dari 
masyarakat, perilaku warga masyarakat dan hasil perilaku masyarakat 
(peninggalan fisik). (Setiono, 2005: 18).  
Sumber data primer diperoleh langsung dari responden baik dari 
Dinas  Kesejahteraan  Rakyat  Pemberdayaan Perempuan Keluarga  
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Berencana (DKRPPKB) Kota Surakarta, POLTABES Surakarta, 
Rumah Sakit(Poliklinik Bhayangkara Polwil Surakarta), LSM Kakak, 
Panti Karya Wanita “Wanita Utama” Surakarta, PPK-UNS dan korban 
ESKA melalui wawancara mendalam yang dilakukan dengan 
mengajukan pertanyaan yang mengarah pada kedalaman informasi, 
serta dilakukan dengan cara yang tidak secara formal terstruktur, guna 
menggali pandangan subjek yang diteliti tentang banyak hal yang 
bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalian informasinya secara 
lebih lanjut dan mendalam. (HB. Sutopo, 2002: 59) 
Wawancara dilakukan dengan informan yang telah ditetapkan 
sebelumnya yang dianggap mengerti permasalahan yang akan diteliti 
penulis, meliputi pejabat DKRPPKB, pejabat POLTABES Surakarta, 
dokter rumah sakit (Poliklinik Bhayangkara Polwil Surakarta), 
karyawan LSM Kakak, Karyawan Panti Karya Wanita “Wanita 
Utama” Surakarta, karyawan PPK-UNS dan korban ESKA. 
 
b. Sumber  data sekunder 
Menurut Bambang Sunggono (1996: 113) dikatakan bahwa di 
dalam penelitian hukum, digunakan pula data sekunder yang memiliki 
kekuatan mengikat ke dalam, dan dibedakan dalam: 
1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.  
Bahan hukum primer yang terkait dengan penelitian ini 
adalah: 
a) Undang-Undang Dasar 1945. 
b) UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. 
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c) UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. 
d) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 
e) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
f) UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. 
g) UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan 
Pemerintah Pusat Dan Daerah. 
h) UU No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention 
Number 182 Concorning the prohibition and immediate Action 
for the elimination of the worst form of child labour (konvensi 
ILO 182 mengenai pelanggaran dan tindakan segera untuk 
penghapusan bentuk bentuk pekerjaan terburuk untuk anak) 
i) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi 
Manusia. 
j) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
k) Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention 
on the right of the Child (konvensi hak hak anak) 
l) Keppres RI No.129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi 
Nasional Hak Asasi Manusia. 
m) Keppres RI No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional 
Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. 
2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai 
bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang (RUU), 
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hasil penelitian (hukum), hasilnya (ilmiah) dari kalangan hukum 
yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
3) Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, 
misalnya kamus. 
 
D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 
Dalam penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data sebagai 
berikut: 
1. Wawancara, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh 
keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu (Burhan Ashshofa, 
1996: 95). 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara 
tidak terstruktur atau sering disebut sebagai teknik “wawancara 
mendalam” karena peneliti merasa “tidak tahu apa yang belum 
diketahuinya”. Wawancara jenis ini bersifat lentur dan terbuka, tidak 
terstruktur ketat, tidak dalam suasana formal, dan bisa dilakukan berulang 
pada informan yang sama. (Patton, dalam HB. Sutopo, 2002: 184). 
Kelonggaran dan kelenturan cara ini akan mampu mengorek kejujuran 
informan untuk memberikan informasi yang sebenarnya. Wawancara 
dilakukan dengan pejabat Dinas Kesejahteraan Rakyat Pemberdayaan 
Perempuan Keluarga Berencana (DKRPPKB) Kota Surakarta, Pejabat 
Poltabes Surakarta, Dokter Rumah Sakit (Poliklinik Bhayangkara Polwil 
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Surakarta), karyawan LSM Kakak, karyawan Panti Karya Wanita “Wanita 
Utama” Surakarta, PPK-UNS dan  masyarakat (korban ESKA) 
2. Observasi, adalah kegiatan yang digunakan untuk menggali data dari 
sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda, serta 
rekaman gambar (H.B. Sutopo, 2002: 64). Dalam penelitian ini penulis 
akan mengadakan observasi tentang upaya-upaya yang dilakukan 
Pemerintah Kota Surakarta (DKRPPKB bersama instansi terkait)) dalam 
penanganan ESKA. 
3. Kuesioner, merupakan daftar pertanyaan bagi pengumpulan data dalam 
penelitian. (HB Sutopo, 2002: 70). Teknik pengumpulan data atau cara 
mengajukan pertanyaan kepada informan bisa dilakukan baik secara lisan 
atau tertulis. Kuesioner dalam hal ini penulis tujukan pada pejabat 
DKRPPKB, pejabat Poltabes, Dokter Rumah Sakit (Poliklinik 
Bhayangkara Polwil Surakarta), karyawan LSM Kakak, karyawan Panti 
Karya Wanita “Wanita Utama” Surakarta, PPK-UNS dan korban ESKA. 
Dalam pelaksanaan secara lisan, pertanyaan tersebut dibacakan kepada 
responden secara tepat sesuai dengan yang tertulis, dan jawabannya dicatat 
oleh pengumpul data oleh kuesioner tersebut sesuai dengan pilihan 
jawaban yang tersedia. 
4. Studi Kepustakaan, yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan 
hukum primer, sekunder, dan tertier. 
Secara singkat studi kepustakaan dapat membantu penulis dalam 
berbagai keperluan, misalnya: 
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a. Mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis 
dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 
b. Mendapatkan metode, teknik, atau cara pendekatan pemecahan 
permasalahan yang digunakan. 
c. Sebagai sumber data sekunder. 
d. Mengetahui historis dan perspektif dari permasalahan penelitiannya. 
e. Mendapat informasi tentang cara evaluasi atau analisis data yang dapat 
digunakan. 
f. Memperkaya ide-ide baru. 
g. Mengetahui siapa saja peneliti lain di bidang yang sama dan siapa 
pemakai hasilnya (Bambang Sunggono, 1996: 112 – 113). 
 
E. TEKNIK SAMPLING 
Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
purposive/judmental sampling, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan 
pertimbangan/penelitian subyektif dari peneliti. Jadi dalam hal ini peneliti 
menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi 
(Burhan Ashshofa, 1996: 91). Dalam penelitian ini penulis melakukan 
wawancara dengan Budiaji Kristianawati, SH, M.H., selaku Kepala Staf 
Peningkatan Pemberdayaan Perempuan di DKRPPKB Surakarta, kemudian di 
Poltabes Surakarta penulis melakukan wawancara dengan 3 pejabat yaitu 
pertama adalah Polwan Bripka Ratna Karlinasari, selaku anggota Unit Ruang 
Pelayanan Khusus (RPK) Poltabes, kedua adalah Komisaris Polisi Mardjanto, 
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B.Sc, selaku Kepala Bagian Binamitra Poltabes dan ketiga adalah Komisaris 
Polisi H. Sayid, SH, M.H., selaku Kepala Satuan Samapta Poltabes. Untuk  
Rumah Sakit (dalam hal ini adalah Poliklinik Bhayangkara Polwil Surakarta) 
penulis mewawancarai Dokter Naniek Kadarwati, M.M., selaku dokter 
Poliklinik Bhayangkara Wilayah Surakarta, dan di LSM KAKAK penulis 
mewawancarai 2 orang karyawan, yang pertama adalah Shoim Sahriati, ST, 
selaku Koordinator Pemberdayaan Anak Yayasan Kakak, dan yang kedua 
adalah Andi Susanto, selaku Community Organizer.   Di Panti Karya Wanita 
“Wanita Utama” Surakarta, penulis mewawancarai 3 karyawan, yang pertama 
adalah Bambang Sumanto, SH., selaku Koordinator Penyantunan, yang kedua 
adalah Dra. Anik Tri Rochwati, selaku Koordinator Rehabilitasi dan 
Penyaluran, dan yang ketiga adalah Sukapdi, S.Pd, selaku Kepala Tata Usaha 
Panti Karya Wanita ”Wanita Utama” Surakarta. Kemudian di PPK-UNS 
penulis melakukan wawancara dengan Ir. Retno Setyowati Gito, D. M.S., 
selaku Kepala PPK-UNS Surakarta dan yang terakhir penulis melakukan 
wawancara dengan korban ESKA sebanyak 3 orang (usia dibawah 18 tahun) 
yang saat ini sedang menjalani pembinaan di Panti Karya Wanita “Wanita 
Utama” Surakarta.  
Untuk memperoleh data yang diinginkan, peneliti menggunakan teknik 
wawancara mendalam karena peneliti “merasa tidak tahu apa yang belum 
diketahuinya”. Bahkan didalam pelaksanaan pengumpulan data, pilihan 
informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti 
dalam memperoleh data. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan penulis 
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menggunakan teknik “Snowball Sampling” (Patton, dalam HB. Sutopo, 2002: 
56-57). 
F. TEKNIK ANALISIS DATA 
Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil 
penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data menurut Lexi J. Moleong 
(2000 : 183) adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, 
kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat 
dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. 
Adapun analisis data yang digunakan penulis adalah dengan melalui 
analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan deskriptif 
analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan 
juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh 
(Soerjono Soekanto, 1986: 250). 
Menurut Miles & Huberman (dalam HB. Sutopo, 2002, 91-93), 
dikatakan bahwa dalam proses analisis terdapat tiga komponen utama yang 
harus benar-benar dipahami oleh setiap peneliti kualitatif. Tiga komponen 
utama tersebut adalah (1) reduksi data, (2) sajian data, dan (3) penarikan 
simpulan serta verifikasinya. Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses 
analisa dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis. 
1. Reduksi Data 
Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan 
abstraksi dari data fieldnote. Proses ini berlangsung terus sepanjang 
pelaksanaan penelitian. Reduksi data adalah bagian analisa yang 
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mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak 
penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir 
dapat dilakukan. 
2. Sajian Data 
Adalah suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk 
narasi yang memungkinkan kesimpulan research dapat dilakukan. Sajian 
data selain dalam bentuk narasi kalimat, juga dapat meliputi berbagai jenis 
matrik, gambar/skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan juga tabel 
sebagai pendukung narasinya. 
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi 
Dari awal pengumpulan data peneliti sudah harus memahami apa 
arti dari berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan 
peraturan-peraturan, pola-pola, pertanyaan-pertanyaan, konfigurasi-
konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan berbagai proposisi. 
Pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan 
dilakukan hampir bersamaan dan terus-menerus dengan memanfaatkan waktu 






Bagan 9. Proses Analisis Data (Interactive Model of Analysis) 










HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Deskripsi Daerah Penelitian 
1. Kondisi Geografis dan Batas Wilayah Surakarta 
Berdasarkan data dari Kota Surakarta angka tahun 2006, wilayah 
Kota Surakarta atau yang lebih dikenal dengan “Kota Solo” merupakan 
dataran rendah dengan ketinggian ± 92 m dari permukaan laut dan berada 
antara pertemuan kali atau sungai-sungai Pepe, Jenes, dan Bengawan Solo. 
Kota Surakarta terletak antara 110o45’15” dan 110o45’35” Bujur Timur 
dan antara 7o36’ dan7o56’ Lintang Selatan. 
Batas wilayah administrasi Kota Surakarta sebelah Utara 
berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, sebelah Timur dengan Kabupaten 
Karanganyar, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo, 
dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo. 
Luas wilayah Kota Surakarta mencapai 44,06 km2 yang terbagi 
dalam 5 kecamatan, 51 kalurahan. Jumlah RW tercatat sebanyak 595 dan 
jumlah RT sebanyak 2.667. Dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebesar 




Tabel 1. Banyaknya Kelurahan, RT, RW, dan Kepala Keluarga  
di Surakarta Tahun 2006 































TOTAL 51 595 2.667 130.284 
Sumber Data: Bagian Pemerintahan dan OTDA Kota Surakarta 
Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa dengan jumlah 
KK sebesar 130.284 KK, maka rata-rata jumlah KK setiap RT berkisar 
sebesar 49 KK setiap RT. 
 
2. Sumber Daya Alam 
Sebagian besar lahan kota Surakarta dipakai sebagai tempat 
pemukiman sebesar 61,68% sedangkan untuk kegiatan ekonomi juga 
memakan tempat yang cukup besar yaitu berkisar antara 20% dari luas 
lahan yang ada. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 2. Luas Penggunaan Tanah di Kota Surakarta Tahun 2006 
No Penggunaan Tanah Luas (%) 
1. Perumahan/pemukiman 2.716,59 
2. Jasa 427,63 
3. Perusahaan 287,48 
4. Industri 101,42 
5. Tanah kosong 53,38 
6. Tegalan 90,37 
7. Sawah 158,15 
8. Kuburan 72,86 
9. Lapangan olah raga 65,14 
10. Tanah kota 31,60 
11. Lain-lain 399,44 
TOTAL 4.404,06 




3. Mata Pencaharian Penduduk 
Sebagian besar penduduk Kota Surakarta bekerja sebagai buruh 
industri yaitu sebesar 17 persen dan buruh bangunan atau sebesar 15 
persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pda tabel berikut: 
Tabel 3. Banyaknya Penduduk menurut Mata Pencaharian  
di Kota Surakarta Tahun 2006 
No Mata Pencaharian Jumlah 
1. Petani Sendiri 486 
2. Buruh Tani 569 
3. Pengusaha  8.218 
4. Buruh Industri 75.667 
5. Buruh Bangunan 68.535 
6. Pedagang 33.180 
7. Angkutan 37.981 
8. PNS/TNI/POLRI 26.169 
9. Pensiunan 17.018 
10. Lain-lain 166.936 
TOTAL 434.759 
Sumber Data : Monografi Kelurahan 
 
4. Pendidikan 
Sebagian besar penduduk Kota Surakarta pada tahun 2006 
berpendidikan tamat SD yaitu sebesar 22 persen dan tamat SLTP sebesar 
21 persen serta tamat SLTA yaitu sebesar 20 persen. Untuk lebih jelasnya 
dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 4. Banyaknya Penduduk 5 Tahun Menurut Tingkat Pendidikan 
di Kota Surakarta 
No Tingkat Pendidikan Jumlah 
1. Tamat Akademi/Perguruan Tinggi 33.823 
2. Tamat SLTA 98.186 
3. Tamat SLTP 102.494 
4. Tamat SD 104.270 
5. Tidak tamat SD 43.302 
6. Belum tamat SD 66.223 
7. Tidak Sekolah 24.389 
TOTAL 472.686 




Sebagian besar penduduk Surakarta yang bekerja berasal dari 
lulusan SMP/Kejuruan dengan jumlah 53.874 atau sekitar 23 persen dan 
SMU sebanyak 52.998 atau sekitar 22 persen dan berasal dari lulusan SD 
yaitu sebanyak 40.296 atau sekitar 17 persen. Berikut rinciannya : 
Tabel 5. Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Yang Bekerja  
Menurut Pendidikan Di Kota Surakarta 
Bekerja Pendidikan 
Laki-laki Perempuan Jumlah Total 
(1) (2) (3) (4) 
1. Belum Pernah Sekolah 219 4.161 4.380 
2. Tidak Tamat SD 3.723 7.665 11.388 
3. SD 20.148 20.148 40.296 
4. MI 219 - 219 
5. SMP/Kejuruan 30.003 23.871 53.784 
6. MTs 219 219 438 
7. SMU 35.259 17.739 50.998 
8. SMK 219 438 657 
9. Diploma I/II 21.681 13.359 35.040 
10. Diploma III 1.095 1.314 2.409 
11. Diploma IV/S1 5.256 5.037 10.243 
12. S2 12.921 219 21.243 
13.  S3 876 219 1.095 
JUMLAH 131.838 102.492 234.330 
Sumber : BPS Kota Surakarta (Diolah dari SUSENAS 2006) 
 
Penduduk Kota Surakarta sebagian besar bekerja di sektor 
perdagangan, rumah makan, dan akomodasi yaitu sebesar 99.645 (sekitar 
42 persen) dan di sektor industri yaitu sebesar 46.647 (sekitar 20 persen) 
dan di bidang industri pengolahan sebesar 46.647 (sekitar 20 persen). Data 





Tabel 6. Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut 
Lapangan Usaha di Kota Surakarta 2006 
Jenis Kelamin Lapangan Usaha 
Laki-laki Perempuan Jumlah Total 
(1) (2) (3) (4) 
1. Pertanian, Perikanan 1.752 438 2.190 
2. Pertambagan - - - 
3. Indistri Pengolahan 23.214 23.433 46.647 
4. Listrik, Gas, dan Air 438 - 438 
5. Konstruksi 10.074 - 10.074 
6. Perdagangan, rumah 
makan, akomodasi 
44.238 55.407 99.645 
7. Akuntan, pergudangan, 
komunikasi 
18.615 1.533 20.148 
8. Keuangan dan Asuransi 6.351 2.409 8.760 
9. Jasa (pendidikan, 
kesehatan, administrasi 
pemerintahan) 
27.156 19.272 46.248 
JUMLAH 131.838 102.492 234.330 
Sumber : BPS Kota Surakarta (Diolah dari SUSENAS 2006) 
 
Ternyata kemiskinan menjadi permasalahan sosial yang utama di 
Kota Surakarta yaitu sebesar 26.483 atau sekitar 87 persen, disamping 
penyandang cacat sebesar 1.545 atau sekitar 5 persen dan Lanjut Usia 
sebesar 914 yaitu sekitar 3 persen . Lebih rincinya dapat dilihat pada tabel 
berikut : 
Tabel 7. Banyaknya Penyandang Tuna Sosial Menurut Jenisnya di 
Kota Surakarta Tahun 2006 
No Jenis Penyandang Tuna Sosial Jumlah 
1. Lanjut Usia 914 
2. Wanita Tuna Susila 114 
3. P2G 214 
4. Waria 6 
5. Keluarga Miskin 26.483 
6. Anak Terlantar 682 
7. Anak Bermasalah 79 
8. Penyandang Cacat 1.545 
9. Bekas Nara Pidana 184 
TOTAL 30.221 
Sumber Data : DKRPP dan KB Kota Surakarta, 2006 
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Untuk mengatasi permasalahan sosial tersebut diatas maka 
Pemerintah Kota Surakarta memberikan berbagai fasilitas perlindungan 
sosial, yang terlihat dalam tabel berikut. 
Tabel 8. Fasilitas Perlindungan Sosial Kota Surakarta 
No Fasilitas Perlindungan Sosial Jumlah  
1. Panti Asuhan 11 
2. Panti Jompo 3 
3. Panti Cacat 11 
4. Panti Rehabilitasi 3 
TOTAL 28 
Sumber Data : Kesbanglinmas Kota Surakarta. 
Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa fasilitas yang berupa 
Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi masih minim sekali bila dibandingkan 
dengan fasilitas lainnya. 
Di Surakarta masih sedikit sekali terdapat LSM, terutama yang 
khusus menangani kasus prostitusi anak atau anak-anak yang dilacurkan. 
Padahal LSM bisa dijadikan mitra Pemerintah Kota Surakarta dalam 
menanggulangi ESKA. 
Di Kota Surakarta baru ada 37 LSM (sekitar 7 persen), merupakan 
jumlah yang relatif sedikit bila dibandingkan dengan jumlah organisasi 
kemasyarakatan dan Yayasan yang ada di Kota Surakarta. Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. 
Tabel 9. Banyaknya Organisasi Kemasyarakatan,  
Yayasan, LSM di Surakarta, 2006 
No Organisasi Sosial Jumlah 
1. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) 327 
2. Yayasan 135 
3. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 37 
TOTAL 499 




B. Sejarah Kota Surakarta. 
Kota Surakarta merupakan salah satu pusat kerajaan dan budaya tertua 
di Jawa khususnya Jawa Tengah. Terdapat peninggalan budaya bernilai tinggi 
yaitu Keraton Surakarta Hadiningrat. Selain Keraton Kasunanan Surakarta, 
juga ada Puro Mangkunegaran yang didirikan oleh Raden Mas Said (Pangeran 
Samber Nyawa) pada tahun 1757. Kota Surakarta yang sering disebut “Kota 
Sala” ditemukan oleh Kyai Sala. Pada awal perkembangannya, Pemerintah 
Kota Surakarta secara de facto berdiri tanggal 16 Juni 1946, meliputi daerah 
bekas Swapraja Kasunanan dan Mangkunegaran. Secara tidak langsung 
berdirinya Pemerintah Kota Surakarta menghapus kekuasaan keraton. Secara 
de jure (dasar hukum), Pemerintah Kota Surakarta berdiri berdasarkan 
Penetapan Pemerintah   No. 16/SD/1946, tepatnya tanggal 15 Juli 1946. 
Kemudian tanggal tersebut dijadikan sebagai hari Pemerintah Daerah Kota 
Surakarta. 
Pemerintah Kota Surakarta telah mengalami beberapa periode, yaitu 
sebagai berikut : 
1. Periode Haminte Kota Surakarta 
Kota Surakarta ditunjuk sebagai daerah yang berhak mengatur dan 
mengurusi rumah tangga sendiri dengan nama Haminte Kota Surakarta. 
Sebagaimana diamanatkan UU No. 16 Tahun 1947 dengan wilayah 
meliputi sebagian Kabupaten kota Kasunanan dan Kota Mangkunegaran, 
Kelurahan Nusukan, Karangasem, Kerten, Jajar, Sumber, Banyuanyar, 
Kadipiro, dan Mojosongo. Pemerintah Haminte kota Surakarta terdiri dari 
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Dewan : Perwakilan Rakyat Haminte Kota (Dewan Kota), Dewan 
Eksekutif Haminte Kota (Dewan Pemerintah Kota Walikota) 
 
2. Periode Kota Besar Surakarta 
Pemberlakuan Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tentang 
Pemerintah Daerah ternyata membawa perubahan besar mengenai sistem 
dan nama Pmerintah Daerah Surakarta, yaitu Pemerintah Haminte Kota 
Surakarta menjadi Pemerintah Kota Besar Surakarta. Dengan 
pertimbangan bahwa Pemerintah Daerah semakin berkembang dan mampu 
melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Pusat berdasarkan UU No. 16 
Tahun 1950. 
 
3. Periode Pemerintah Daerah Kota Praja Surakarta 
Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pemerintah Daerah yang 
merupakan aturan pelaksanaan dari UUD Sementara 1950, nama Kota 
Besar Surakarta berubah menjadi Kota Praja Surakarta. Menurut UU No. 1 
Tahun 1957, daerah dibagi paling banyak tiga tingkatan dengan memakai 
istilah sebagai berikut : 
a. Daerah Tingkat I, termasuk Kota Praja Jakarta Raya 
b. Daerah Tingkat II, termasuk Kota Praja 





4. Periode Pemerintah Kotamadya Surakarta 
Berdasarkan Pasal 2 UU No. 18 Tahun 1965 wilayah Republik 
Indonesia dibagi dalam daerah-daerah yang berhak mengatur dan 
mengurus rumah tangganya sendiri dan tersusun dalam tingkatan berikut : 
a. Propinsi dan Kota Praja sebagai Daerah Tingkat I 
b. Kabupaten dan Kotamadya sebagai Daerah Tingkat II 
c. Kecamatan dan/atau Kota Praja sebagai Daerah tingkat II 
Dengan dikeluarkannya UU No. 18 Tahun 1965 ini nama Kota Praja 
Surakarta berubah menjadi Pemerintah Kotamadya Surakarta. 
 
5. Periode Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta 
Pemerintah pada tanggal 23 Juli 1974 mengundangkan UU No. 5 
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Dengan 
diberlakukannya Undang-undang tersebut maka nama pemerintah 
Kotamadya Surakarta berubah menjadi Pemerintahan Kotamadya Daerah 
Tingkat II Surakarta. Dimana dalam UU No 5 Tahun 1974 tersebut 
dinyatakan bahwa nama dan batas daerah Tingkat I/II adalah sama dengan 
nama dan batas wilayah Propinsi Ibukota Negara Kabupaten/Kotamadya. 
 
6. Periode Pemerintah Kota Surakarta 
Pada periode ini Pemerintah Kota Surakarta diberi otonomi seluas-
luasnya untuk mengatur daerahnya sendiri. Yang dimaksud kewenangan 
luas tersebut adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan 
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pemerintahan yang mencakup semua bidang pemerintahan kecuali 
kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, 
peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain yang 
mendapat kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian 
pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem 
administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan 
pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam 
serta teknologi tinggi yang strategi, konservasi, dan standarisasi nasional.  
Dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 ini nama 
pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II berubah menjadi Pemerintah 
Kota Surakarta. 
 
C. Deskripsi Pemerintah Kota Surakarta 
Pembentukan Pemerintah Daerah didasarkan pada Pasal 18 UUD 1945 
yang berbunyi “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, 
dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang 
dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem 
pmerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat 
istimewa”. Dasar hukum pemeritah Daerah Kota Surakarta adalah UU No. 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 
Menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 32 Tahun 2004, yang dimaksud 
Pemerintah Daerah adalah Gubenur, Bupati atau Walikota, dan Perangkat 
Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 
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Sedangkan menurut pasal 1 angka 2 UU No. 32 Tahun 2004, 
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan DPR menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan RI sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945. 
Untuk menentukan arah organisasi agar tetap eksis, maka organisasi 
tersebut harus menetapkan visi. Pemerintah Kota Surakarta telah menetapkan 
visi yang merupakan nilai-nilai luhur yang ingin dicapai. Visi dan misi 
tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 10 Tahun 2001 
tentang visi dan misi kota Surakarta. Adapun uraian visi dan misi tersebut 
adalah sebagai berikut : 
1. Visi Kota Surakarta 
Visi kota Surakarta adalah “Terwujudnya kota Solo sebagai kota budaya 
yang bertumpu pada potensi perdagangan, jasa, pendidikan, pariwisata, 
dan olahraga”. 
2. Misi Kota Surakarta 
Untuk mewujudkan misi kota Surakarta dimasa depan. Ditetapkan misi 
sebagai berikut : 
a. Revitalisasi kemitraan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat 
dalam semua bidang pembangunan, serta perekatan kehidupan 
bermasyarakat dengan komitmen cinta kota yang berdasarkan pada 
nilai-nilai “SALA KOTA BUDAYA”. 
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b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki 
kemampuan dalam penguasaan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan, 
teknologi dan seni guna mewujudkan inovasi dan integrasi masyarakat 
madani yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
c. Mengembangkan seluruh kekuatan ekonomi daerah sebagai pemacu 
tumbuh dan kembangnya ekonomi rakyat yang berdaya saing tinggi, 
serta mendayagunakan potensi pariwisata dan teknologi terapan yang 
akrab lingkungan. 
d. Membudayakan peran dan fungsi hukum, pelaksanaan hak asasi 
manusia dan berguna bagi seluruh elemen masyarakat, utamanya para 
penyelenggara pemerintah. 
 
D. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta 
dilakukan dan diatur dengan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2001 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang mana dalam penyusunan Peraturan 
Daerah tersebut telah mendasarkan pada Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 
84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. 
Adapun struktur organisasi pemerintah Kota Surakarta dapat dilihat 



































1. Dinas Pekerjaan 
Umum 
2. Dinas Tata Kota 
3. Dinas Kebersihan 
dan Pertanaman 
4. Dinas Kesehatan 
5. Dinas Pendidikan 
Pemuda dan 
Olahraga 
6. Dinas Pertanian 
7. Dinas Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan 
8. Dinas Perindustrian 
Perdagangan dan 
Penanaman Modal 
9. Dinas Koperasi dan 
Usaha Kecil 
Menengah 
10. Dinas Tenaga Kerja 
11. Dinas Pendapatan 
Daerah 
12. Dinas Pariwisata 


















































































E. Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Atas Eksploitasi Seksual 
Komersial Anak (Eska) Berdasarkan Pasal 66 UU RI No. 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak Oleh Pemerintah Kota Surakarta 
 
1. Langkah-langkah Pemerintah Kota Surakarta dalam 
mengimplementasikan Pasal 66 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak guna memberikan perlindungan pada anak dari 
kegiatan eksploitasi seksual komersial. 
Sebagai pusat perekonomian terbesar diantara 6 (enam) daerah eks 
Karasidenan Surakarta, permasalahan-permasalahan sosial yang dihadapi  
Kota Surakarta semakin banyak. Untuk itu Pemerintah Kota Surakarta 
membentuk suatu dinas yang bertugas dalam menangani permasalahan 
sosial serta memberikan pelayanan serta perlindungan kepada masyarakat, 
yaitu Dinas Kesejahteraam Rakyat Pemberdayaan Perempuan dan 
Keluarga Berencana (DKRPPKB) Surakarta. Dimana sebelum adanya 
otonomi daerah di Kota Surakarta, dinas tersebut bernama Dinas Sosial. 
Salah satu dari permasalahan sosial yang terjadi di wilayah Kota Surakarta 
adalah adanya eksploitasi seksual komersial terhadap anak atau sering 
disingkat ESKA. Dalam hal ini anak-anak (usia dibawah 18 tahun) 
dipergunakan untuk melakukan usaha-usaha atau keperluan seksual oleh 
pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Masalah eksploitasi seksual 
komersial terhadap anak di Kota Surakarta itu sendiri merupakan masalah 
sosial sebagai bagian dari realita dalam kehidupan. Kegiatan eksploitasi 
seksual komersial anak dapat menimbulkan berbagai permasalahan, baik 
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itu permasalahan yang dihadapi oleh korban sendiri, maupun oleh 
masyarakat, khususnya masyarakat Kota Surakarta. 
Untuk mengatasi permasalahan ESKA tersebut, Pemerintah Kota 
Surakarta telah membentuk tim yang terdiri dari DKRPPKB, Poltabes 
Surakarta, Rumah Sakit (Poliklinik Bhayangkara Polwil Surakarta), LSM 
Kakak, Panti Karya Wanita “Wanita Utama” Surakarta, Pusat Penelitian 
Kependudukan UNS, dan korban ESKA. Tim yang dibentuk tersebut 
saling bekerjasama dalam menangani permasalahan eksploitasi seksual 
komersial anak agar tidak terus berkembang dalam masyarakat, paling 
tidak untuk mengurangi atau memperkecil masalah-masalah yang muncul 
akibat adanya eksploitasi seksual komersial anak itu sendiri. 
Usaha Pemerintah Kota Surakarta dalam menangani permasalahan 
ESKA tersebut merupakan implementasi dari Pasal 66 ayat 1 UU RI No. 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa 
“Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi 
dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 merupakan 
kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat”. Dan dalam 
ayat 2 disebutkan bahwa “Perlindungan khusus bagi anak yang 
dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan melalui: (a). 
Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi 
dan/atau seksual; (b). Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi, dan 
(c). Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, 
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lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan 
eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual”. Perlu 
diketahui bahwa dalam Pasal 59 UU RI No. 23 Tahun 2002 dinyatakan 
bahwa “Pemerintah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung 
jawab untuk memberikan perlindungan khusus, antara lain kepada anak 
yang tereksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual”. 
Untuk lebih jelasnya di bawah ini akan penulis uraikan mengenai 
langkah-langkah Pemerintah Kota Surakarta dalam mengimplementasikan  
Pasal 66 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang 
melibatkan beberapa instansi pemerintah dan non pemerintah sesuai 
dengan hasil penelitian, yang meliputi DKRPPKB Surakarta, Poltabes 
Surakarta, Rumah Sakit (Poliklinik Bhayangkara Polwil Surakarta), LSM 
Kakak, Panti Karya Wanita “Wanita Utama” Surakarta, Pusat Penelitian 
Kependudukan Universitas Sebelas Maret Surakarta dan korban 
Eksploitasi Seksual Komersial Anak. 
 
 
a. Dinas Kesejahteraan Rakyat Pemberdayaan Perempuan Dan 
Keluarga Berencana (DKRPPKB) Kota Surakarta 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 6 Tahun 
2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kota Surakarta, dibentuklah institusi yang menangani pemberdayaan 
perempuan yaitu Dinas Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan 
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Perempuan (DKRPP) yang merupakan gabungan dari Dinas Sosial, 
Kantor Pembangunan Masyarakat Desa (PMD), Bagian Sosial Setda 
Kota Surakarta.  
Tugas pokok dan fungsi DKRPP diatur di dalam Surat 
Keputusan Walikota Surakarta No. 27 Tahun 2001 tentang 
Pedoman Uraian Tugas Dinas Kesejahteraan Rakyat dan 
Pemberdayaan Perempuan. Kemudian pada tahun 2004, DKRPP 
digabung dengan BKKBN Kota Surakarta menjadi Dinas 
Kesejahteraan Rakyat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 
Berencana (DKRPP KB) Kota Surakarta, yang diatur di dalam 
Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 4 Tahun 2004 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja  Perangkat  Daerah  
Kota Surakarta, serta tugas pokok dan fungsi DKRPPKB 
diatur dalam Surat Keputusan Walikota Surakarta No. 12 Tahun 2004 
tanggal 15 Juli 2004 tentang Pedoman Uraian Tugas Dinas 
Kesejahteraan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. 
Untuk mendukung Visi Kota Surakarta, DKRPPKB Kota 
Surakarta dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai 
pelayan masyarakat, ditetapkan Visi DKRPPKB, yaitu: “Terwujudnya 
Sumber Daya Manusia Dalam Keluarga dan Masyarakat Yang 
Mampu, Mandiri dan Sejahtera”. 
Untuk Mewujudkan Visi tersebut, DKRPPKB Kota Surakarta 
menyusun Misi, sebagai berikut : 
108 
 
1) Tersusunnya data yang akurat di bidang kemasyarakatan guna 
memberikan informasi yang lengkap dalam upaya mewujudkan 
pelayanan yang prima kepada masyarakat. 
2) Mendorong peningkatan peran masyarakat untuk ikut serta 
bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan-kegiatn 
kemasyarakatan. 
3) Menjalin kemitraan secara sinergis dengan pemerintah dan seluruh 
elemen masyarakat yang bergerak di bidang kemasyarakatan. 
Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surakarta No. 12 
Tahun 2004 tanggal 15 Juli 2004 tentang  Pedoman  Uraian  Tugas  
Dinas Kesejahteraan Rakyat Pemberdayaan Perempuan dan 
Keluarga Berencana Kota Surakarta, maka Susunan Organisasi 
DKRPPKB adalah sebagai berikut : 
1) Kepala Dinas. 
2) Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 
a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
b) Sub Bagian Keuangan. 
3) Sub Dinas Bina Program, terdiri dari: 
a) Staf Perencanaan. 
b) Staf Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan. 
4) Sub Dinas Pelayanan Rehabilitasi dan Bantuan Sosial, terdiri : 
a) Staf Kesejahteran Sosial dan Bantuan Sosial 
b) Staf Rehabilitasi Sosial 
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5) Sub Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat, terdiri : 
a) Staf Peningkatan Pemberdayaan Perempuan. 
b) Staf Kelembagaan Masyarakat. 
6) Sub Dinas Keluarga Berencana, terdiri dari : 
a) Staf Pengendalian Penduduk dan Kesehatan Reproduksi. 
b) Staf Keluarga Sejahtera dan Usaha Ekonomi. 
7) Unit Pelaksanaan Teknis, terdiri dari : 
a) Unit Pelaksana Teknis Panti Asuhan Pamardi Yoga 
b) Unit Pelaksana Teknis Panti Wreda Dharma Bakti 
c) Unit Pelaksana Teknis Kesejahteraan Sosial dan KB 
8) Kelompok Jabatan Fungsional 
Untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang dilakukan 
oleh DKRPPKB Kota Surakarta dalam implementasi Pasal 66 UU RI 
No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, penulis melakukan 
wawancara dan kuesioner dengan salah seorang karyawan DKRPPKB, 
yaitu Budiaji Kristianawati, SH, MH., selaku Kepala Seksi  
Peningkatan Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Kesejahteraan 
Rakyat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 
(DKRPPKB) Kota Surakarta. Wawancara dan jawaban kuesioner 
dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2007, yang mengatakan bahwa 
: 
“Eksploitasi Seksual Komersil Anak merupakan 
kejahatan berat terhadap kemanusiaan dan melanggar hak asasi 
manusia yang harus dibasmi dan ditangani secara sungguh-
sungguh. ESKA mempunyai tiga bentuk yaitu Prostitusi Anak 
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(Anak yang Dilacurkan), Pornografi Anak, dan Perdagangan 
Anak untuk tujuan seksual. Korban ESKA (anak) perlu 
mendapatkan perlindungan, karena anak merupakan makluk 
ciptaan Tuhan, anak harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh 
dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya. Oleh 
karena itu anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, 
diskriminasi, eksploitasi khususnya ESKA, hal ini harus 
dihentikan. Sedangkan anak sendiri masih belum tahu bahwa 
apa yang dia lakukan adalah benar atau salah, berbahaya atau 
tidak. 
Dengan adanya UU No.23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan  Anak  khususnya  pasal 66,  maka  hal ini 
sangat membantu sekali yaitu sebagai dasar untuk memberikan 
perlindungan terhadap anak korban ESKA. Pemerintah Kota 
Surakarta dalam hal ini DKRPPKB yang sebagai leading 
sector telah melakukan dan mengimplementasikan pasal 66 
UU Perlindungan Anak tersebut yaitu dengan disusunnya 
Rencana Aksi Kota (RAK)-Penghapusan Eksploitasi Seksual 
Komersial Anak (PESKA) Kota Surakarta Tahun 2005-2009 
yang merupakan Keputusan Walikota Surakarta Nomor : 
462/78/1/2006 dan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 
Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual 
Komersil.    
Dalam mengimplementasikan pasal 66 UU 
Perlindungan anak, DKRPPKB bekerjasama dengan lembaga-
lembaga terkait seperti LSM, Kepolisian, Rumah Sakit, Panti 
Karya Wanita “Wanita Utama” Surakarta, PPK UNS dan 
masyarakat, yang dituangkan dalam Keputusan Walikota No. 
462/78/I/2006 yaitu tentang RAK-PESKA Kota Surakarta 
Tahun 2005-2009 dengan nama Gusus PESKA. DKRPPKB 
telah mensosialisasikan Perda No. 3 Tahun 2006 kepada 
masyarakat melalui pertemuan-pertemuan dan bekerjasama 
dengan instansi-instansi terkait. Selain melakukan sosialisasi 
DKRPPKB juga melakukan pemantauan terhadap korban 
ESKA. Pemantauan dilakukan tiap tahun pada akhir tahun. 
Selain sosialisasi dan pemantauan DKRPPKB yang melakukan 
pelaporan yang dilakukan pada akhir tahun. Pelaporan tersebut 
ditujukan kepada walikota Surakarta dan disampaikan kepada 
Gusus Tugas. Program-program RAK-PESKA hampir semua 
sudah dilakukan oleh DKRPPKB. 
Dalam upaya penanganan Eksploitasi Seksual Komersial Anak 
oleh DKRPPKB Kota Surakarta, sub dinas yang bertugas dalam 
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menangani adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat, 
khususnya Staf Peningkatan Pemberdayaan Perempuan. 
Kepala Sub Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat 
mempunyai tugas yang diatur dalam Surat Keputusan Walikota 
Surakarta No. 12 Tahun 2004 tentang Pedoman Uraian Tugas Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Surakarta, 
adalah sebagai berikut : 
1) Menyusun program kerja sub dinas pemberdayaan perempuan dan 
masyarakat berdasarkan rencana strategis dan program kerja 
tahunan dinas. 
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta 
pemerataan tugas. 
3) Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan 
pelaksanaan tugas. 
4) Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi 
penyimpangan  
5) Memeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan 
hambatan serta memberikan jalan keluarnya. 
6) Menilai hasil kerja bawahan secara periodik guna bahan 
peningkatan kinerja. 
7) Menerapkan standar dan pelayanan minimal di bidang 
pemberdayaan perempuan dan masyarakat. 
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8) Menyusun konsep dan petunjuk teknis pembinaan pemberdayaan 
perempuan dan masyarakat dan pembinaan kelembagaan 
masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
9) Melaksanakan kegiatan pemberdayaan perempuan dengan 
meningkatkan peran serta perempuan dalam kegiatan 
kemasyarakatan dan pembangunan. 
10) Menyelenggarakan pemberdayaan lembaga masyarakat. 
11) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan guna menyiapkan 
bahan petunjuk pemecahan masalah. 
12) Menyelenggarakan tertib administrasi serta membuat laporan 
berkala dan tahunan. 
13) Melaksanakan koordinasi guna kelancaran pelaksanana tugas 
14) Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tugas. 
15) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksaan tugas. 
16) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
Sedangkan secara teknis pelaksanaan pemberdayaan 
perempuan dilaksanakan oleh Seksi Peningkatan Pemberdayaan 
Perempuan, dengan uraian tugas sebagai berikut : 
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1) Menyusun Rencana Kerja Staf Peningkatan Pemberdayaan 
Perempuan berdasarkan program kerja Sub Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Masyarakat. 
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta 
pemerataan tugas. 
3) Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan 
pelaksanaan tugas. 
4) Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi 
penyimpangan. 
5) Memeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan 
hambatan serta memberikan jalan keluarnya. 
6) Menilai hasil kerja bawahan secara periodik guna bahan 
peningkatan kinerja. 
7) Menyusun dan menyiapkan bahan pembinaan pemberdayaan 
perempuan lainnya. 
8) Memfasilitasi kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga 
(PKK) dan organisasi perempuan lainnya. 
9) Memfasilitasi kegiatan peningkatan peranan perempuan dan anak 
serta kegitan perlindungan terhadap perempuan dan anak. 
10) Menyelenggarakan pemberdayaan perempuan rawan sosial dan 
rawan ekonomi. 
11) Meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta 
mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. 
114 
 
12) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan guna atau untuk 
menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah. 
13) Melaksanakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala 
dan tahunan. 
14) Melaksanakan koordinasi guna kelancaran pelaksanana tugas. 
15) Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tugas. 
16) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
Berdasarkan tugas Kepala Seksi Peningkatan Pemberdayaan 
Perempuan seperti di atas, yang terkait dengan UU RI No. 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak adalah point 9 yaitu memfasilitasi 
kegiatan peningkatan peranan perempuan dan anak serta kegitan 
perlindungan terhadap perempuan dan anak. 
Dalam melakukan penanganan terhadap masalah ESKA, 
DKRPPKB mengacu pada : 
1) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak. 
2) Keppres RI No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional 
(RAN) Penghapusan Eksploitasi Seks Komersial Anak (PESKA). 
3) Keppres RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional 
(RAN) Penghapusan Perdagangan Anak. 
4) Keppres RI No. 59 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) 
Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak. 
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5) Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 3 Tahun 2006 tentang 
Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial. 
6) Keputusan Walikota Surakarta Nomor: 462/78/I/2006 tentang 
Rencana Aksi Kota (RAK) Penghapusan Eksploitasi Seksual 
Komersial Anak Kota Surakarta Tahun 2005-2009. 
DKRPPKB selaku instansi pemerintah kota Surakarta 
melakukan kebijakan tentang program Eksploitasi Seksual Komersial 
Anak (ESKA) antara lain dengan melakukan : 
1) Sosialisasi secara langsung 
Sosialisasi ini diberikan secara langsung antara lain kepada 
perwakilan organisasi yang berkompeten terhadap masalah ESKA 
(Poltabes, Rumah Sakit, LSM Kakak, Panti Karya Wanita “Wanita 
Utama” Surakarta, PPK Lemlit UNS, dan korban ESKA). 
2) Sosialisasi tidak langsung 
Sosialisasi ini diberikan melalui pamflet, leaflet, spanduk dan 
lain-lain. 
Sebagai tindak lanjut dari Pasal 66 UU RI No. 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak maka Pemerintah Kota Surakarta 
membuat Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 3 Tahun 2006 
tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial yang 
ditetapkan tanggal 19 Juni 2006 oleh Walikota Surakarta Joko 
Widodo dan diundangkan tanggal 21 Juni 2006 dan menyusun 
Rencana Aksi Kota (RAK) Penghapusan Eksploitasi Seksual 
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Komersial Anak (PESKA) dengan Keputusan Walikota Nomor: 
426/78/I/2006 yang ditetapkan tanggal 12 April 2006. Untuk lebih 
jelasnya maka akan penulis uraikan sebagai berikut : 
1) Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 3 Tahun 2006 
tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial. 
Kegiatan eksploitasi seksual komersial yang terjadi di 
kota Surakarta sangat memprihatinkan dan sungguh 
merisaukan sehingga harus diusahakan untuk dapat menekan, 
membatasi, mengurangi dan dihapuskan. Setiap kegiatan 
eksploitasi seksual komersial yang terjadi yang menjadi korban 
adalah anak. Sehinga perlu dilaksanakan suatu program 
perlindungan terhadap anak dan perempuan. 
Pemerintah dan masyarakat Kota Surakarta mempunyai 
tanggungjawab melaksanakan pembinaan dan perlindungan 
terhadap anak, untuk itu diperlukan tindakan nyata berupa 
penegakan hukum dan program nyata yang merupakan 
penjabaran dari peraturan perundang-undangan maupun 
intensitas tentang perlindungan anak. 
Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah kota 
Surakarta menetapkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2006 
tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial. 
Peraturan Daerah ini telah memperbaharui, mempertegas    dan   
menyesuaikan  dengan mengatur kembali apa yang diatur 
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dalam Peraturan Daerah Tingkat II Surakarta No. 1 Tahun 
1975 tentang Pemberantasan Tuna Susila ke dalam Peraturan 
Daerah ini. 
Tujuan dari Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2006 Kota 
Surakarta tersebut adalah untuk : 
a) Mencegah, membatasi, mengurangi adanya kegiatan 
eksploitasi seksual komersial 
b) Melindungi dan merehabilitasi korban kegiatan eksploitasi 
seksual komersial. 
c) Menindak dan memberikan sanksi kepada pelaku sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 
d) Merehabilitasi pelaku agar kembali menjadi manusia yang 
baik sesuai dengan norma agama, kesusilaan, dan hukum. 
(Pasal 3 Perda No. 3 Tahun 2006) 
Penaggulangan tersebut dilakukan berdasarkan asas : 
a) Penghormatan dan pengakuan atas hak asasi manusia dan 
martabat kemanusiaan yang sama. 
b) Perlindungan hak asasi perempuan dan anak. 
c) Keadilan dan kesejahteraan gender 
d) Non-diskriminasi. 
e) Perlindungan terhadap korban. (pasal 2). 
Kegiatan prostitusi dilarang oleh pemerintah kota 
Surakarta tercantum dalam pasal 4, yaitu : 
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a) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan prostitusi, baik 
dengan pasangan sejenis dan/atau lawan jenis. 
b) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan prostitusi anak, 
baik dengan pasangan sejenis dan/atau lawan jenis. 
c) Setiap orang dilarang menjadi pengirim, penerima, 
perantara, dan/atau pembeli jasa dalam kegiatan 
sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2). 
d) Setiap orang dilarang menyediakan tempat-tempat untuk 
melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan 
(2). 
Perdagangan orang untuk tujuan seksual juga dilarang 
dalam Perda tersebut seperti tercantum dalam pasal 5, yaitu : 
a) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan perdagangan 
orang untuk tujuan seksual. 
b) Setiap orang dilarang menjadi pengirim, penerima, 
perantara dan/atau pembeli jasa dalam kegiatan 
sebagaimana dimaksud ayat (1). 
c) Setiap orang dilarang menyediakan tempat-tempat untuk 
melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1). 
Peran masyarakat sangat diharapkan perannya dalam 
membantu upaya pencegahan dan penanggulangan eksploitasi 
seksual komersial (pasal 8 ayat 1). Peran masyarakat dapat 
dilakukan oleh orang-perorangan, lembaga sosial 
kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga 
pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media 
119 
 
massa (pasal 8 ayat 2). Kegiatan peran serta masyarakat dalam 
penyelenggaraan perlindungan korban, yaitu: 
a) Melaporkan pada aparat yang berwenang apabila 
mengetahui dan mendengar terjadinya tindakan prostitusi 
dan perdagangan orang untuk tujuan seksual 
b) Memberikan kesempatan yang sama terhadap korban untuk 
mendapatkan pendidikan, perlindungan dan pelayanan 
kesehatan. 
c) Memberi informasi yang dapat membantu proses 
perlindungan korban. 
d) Membantu proses rehabilitasi korban (pasal 9). 
Penanggulangan terhadap kegiatan eksploitasi seksual 
komersial dilakukan dengan penertiban perijinan usaha yang 
rentan terhadap kegiatan eksploitasi seksual komersial dan 
pemberian sanksi terhadap pelaku. Untuk menanggulangi 
kegiatan ESKA ini, peran serta keluarga sangat diharapkan 
dalam : 
a) Memberikan rasa aman dan kasih sayang kepada anggota 
keluarganya. 
b) Mewujudkan anak yang teguh imannya, berpendidikan, 
sehat dan tangguh dalam bersaing serta mampu 
menentukan masa depan sendiri. 
c) Menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, kesejahteraan 
dan kehidupan sosial yang baik dan bermoral. 
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d) Meningkatkan peran dan pemberdayaan keluarga sebagai 
wahana bagi anak untuk bersosialisasi dan berlindung dari 
segala perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi. 
e) Mencegah terjadinya tindakan prostitusi dan perdagangan 
yang untuk tujuan seksual  
f) Melindungi dan membantu rehabilitasi korban.(pasal 7) 
Dalam penanggulangan ESKA ini, Pemerintah 
berkewajiban dan bertanggungjawab: 
a) Menyelenggarakan perlindungan korban dan saksi. 
b) Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam 
penyelenggaraan perlindungan korban. 
c) Mengambil tindakan yang perlu apabila mendapat laporan 
tentang adanya perbuatan prostitusi dan perdagangan orang 
untuk tujuan seksual. 
d) Mengawasi dan menjamin proses penanganan korban 
eksploitasi seksual komersial. 
e) Menyelenggarakan Rumah Aman bagi korban. 
f) Menyelenggarakan Rehabilitasi sosial guna pemulihan 
korban (pasal 10). 
Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari 
perlakuan : 
a) Diskriminasi 
b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual. 
c) Penelantaran. 
d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan. 
e) Ketidakadilan. 
f) Perlakuan salah lainnya (pasal 14) 
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Korban akibat perbuatan eksploitasi seksual komersial 
berhak mendapatkan : 
a) Perlindungan dari keluarga, masyarakat dan pemerintah 
serta pihak lainnya. 
b) Pelayanan kesehatan/medis yang layak. 
c) Penanganan secara khusus mengenai eksploitasi seksual 
komersial. 
d) Pendampingan dan bantuan hukum. 
e) Bimbingan kerohanian. 
f) Terapi pemulihan kejiwaan. 
g) Kerahasiaan identitasnya (pasal 17). 
Pihak-pihak yang dapat melakukan pendampingan/ 
tindakan perlindungan terhadap korban adalah : 
a) Teman dekat korban. 
b) Keluarga korban. 




g) Petugas kesehatan. 
h) Pemerintah Daerah (pasal 18). 
Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat 
rehabilitasi bagi korban. Rehabilitasi diselenggarakan untuk 
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korban prostitusi dan  perdagangan  orang  untuk tujuan 
seksual. Rehabilitasi diselenggarakan secara berbeda untuk 
anak dan perempuan (pasal 26). Rehabilitasi dilaksanakan 
melalui : 
a) Bimbingan dan pendidikan rohaniah, jasmaniah dan 
ketrampilan. 
b) Penyediaan lapangan kerja. 
c) Usaha-usaha lain yang dapat menegakan penghidupan dan 
kehidupan masyarakat. 
d) Mengupayakan pendidikan alternatif bagi korban (pasal 27) 
Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membiayai 
kegiatan pencegahan dan penanggulangan eksploitasi seksual 
komersial yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan sumber lain yang sah menurut ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (pasal 28). 
Dalam pasal 33 Perda No. 3 Tahun 2006 dinyatakan 
bahwa “Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap 
ketentuan Pasal 4 yaitu tentang prostitusi dan Pasal 5 tentang 
perdagangan orang untuk tujuan seksual, untuk korban anak-
anak dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Undang-undang 
yang mengatur tentang Perlindungan Anak”.  
Dalam pasal 88 UU Perlindungan Anak dinyatakan 
bahwa “Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau 
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seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri 
sendiri atau oarang lain, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau denda paling banyak 
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 
Dalam pasal 32 Perda No. 3 Tahun 2006 dinyatakan 
bahwa “Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap 
ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan (4) dan pasal 5 ayat (2) dan (3) 
dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan 
dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah). Untuk lebih jelasnya Perda Surakarta No. 23 
Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual 
Komersial dapat dilihat pada Lampiran 1. 
 
2) Keputusan Walikota Surakarta Nomor: 462/78/I/2006 
tentang Rencana Aksi Kota (RAK) Penghapusan 
Eksploitasi Seksual Komersial Anak (PESKA) Kota 
Surakarta Tahun 2005-2009. 
Rencana Aksi Kota (RAK) Penghapusan ESKA merupakan 
landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kota Surakarta  serta  
instansi non   pemerintah  dalam melaksanakan     penghapusan    
eksploitasi seksual komersial anak yang pelaksanaannya 
dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam suatu 
program 5 (lima) tahunan. 
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Hakekat dan tujuan RAK-PESKA adalah untuk : 
a) Menjamin peningkatan dan pemajuan atas upaya-upaya 
perlindungan terhadap korban ESKA. 
b) Mewujudkan kegiatan-kegiatan baik yang bersifat preventif 
maupun represif dalam upaya melakukan tindakan 
pencegahan dan penganggulangan atas praktek-praktek 
eksploitasi seksual komersial anak. 
c) Mendorong untuk adanya pembentukan dan atau 
penyimpangan peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan tindakan eksploitasi seksual komersial. 
Guna menunjang kelancaran terlaksananya RAK-PESKA 
tersebut maka dibentuk Gugus Tugas/Panitia Kota Surakarta 
yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Walikota Surakarta. Gugus Tugas/Panitia Kota Surakarta 
tersebut bertugas untuk : 
a) Mengkoordinasikan pelaksanaan upaya penghapusan 
eksploitasi seksual komersial anak yang dilakukan oleh 
Pemerintah  Kota  serta   organisasi   non pemerintah sesuai 
dengan tugas fungsi dan/atau kualifikasi masing-masing. 
b) Melakukan advokasi dan sosialisasi RAK-PESKA pada 
pemangku kepentingan. 
c) Mengadakan kerjasama regional, nasional dan 
internasional untuk langkah-langkah pencegahan dan 
penanggulangan dalam upaya penghapusan ESKA. 
d) Melakukan pemantauan dan evaluasi baik secara periodik 
maupun insidentil serta penyampaian permasalahan yang 
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terjadi dalam pelaksanaan RAK-PESKA kepada instansi 
yang berwenang untuk penanganan dan penyelesaian lebih 
lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
e) Melaporkan perkembangan pelaksanaan upaya 
penghapusan eksploitasi seksual komersial anak kepada 
Walikota Surakarta. 
Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya 
keputusan ini dibebankan pada : 
a) APBN. 
b) APBD Propinsi Jawa Tengah. 
c) APBD Kota Surakarta. 
d) Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat yang 
dialokasikan pada unit atau sektor lembaga masing-masing. 
Kerangka kerja Rencana Aksi Kota (RAK) tentang 
Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial terhadap anak, 
meliputi sebagai berikut: 
a) Koordinasi dan kerjasama. 
b) Pencegahan 
c) Perlindungan 
d) Partisipasi anak 
e) Pemulihan dan re-integrasi  





b. Polisi Kota Besar (Poltabes) Surakarta (Unit RPK, Binamitra, 
dan Samapta) 
1) Unit Ruangan Pelayanan Khusus (RPK) 
Masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak 
bukan merupakan masalah baru, namun demikian hingga kini 
masih juga belum ditemukan keluhan penanganan yang efektif, 
karena masih seringnya terdengar berbagai keluhan bahwa apabila 
korban telah memberanikan diri melapor ke polisi, ternyata kurang 
mendapatkan pelayanan yang ber-empati dan belum memberikan 
rasa aman (karena biasanya penanganannya dilakukan oleh polisi 
pria). 
Menghadapi keadaan tersebut (BPP DERAP-Waraspari 
mendorong Polri untuk membentuk suatu Ruang Pelayanan 
Khusus (RPK) yang diawali oleh Polwan yang terwadahi dalam 
satu unit khusus yang berdiri sendiri, untuk menangani kasus 
kekerasan terhadap perempuan dan anak. 
Ruang Pelayanan Khusus (RPK) adalah sebuah ruang 
khusus yang tertutup dan nyaman di kesatuan Polri, dimana 
perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga dan 
kekerasan atau pelecehan seksual dapat melaporkan kasusnya 




Dalam menjalankan tugasnya Unit Ruang pelayanan 
Khusus (RPK) mempunyai visi dan misi, yaitu sebagai berikut : 
a) Visi 
Perempuan dan anak korban kekerasan mendapat perlindungan 
dan bantuan baik medis, psikologis maupun hukum sehingga 
masalahnya terselesaikan”. 
b) Misi 
(1) Memberikan rasa aman dan nyaman kepada perempuan 
dan anak korban kekerasan. 
(2) Memberikan pelayanan secara cepat, profesional, penuh 
empati, dan rasa aman kepada perempuan dan anak 
korban kekerasan. 
(3) Membangun jaringan kerjasama antar 
instansi/badan/lembaga untuk menyelesaikan masalah 
kekerasan terhadap perempuan dan anak. 
Tugas dan tangggungjawab RPK adalah sebagai berikut : 
a) Menerima laporan/pengaduan tentang kekerasan 
terhadap perempuan dan anak 
b) Membuat laporan polisi. 
c) Persiapan permohonan visum. 
d) Merujuk ke Rumah Sakit Umum terdekat. 
e) Pemeriksaan saksi korban. 
f) Melakukan konseling. 
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g) Selama anggota RPK belum dapat menyelesaikan 
kasus sampai tuntas, pelaksanaan didukung oleh 
penyidik lainnya. 
h) Memberikan kepastian pada pelapor bahwa akan ada 
tindak lanjut dari laporan pengaduan. 
i) Menjamin bahwa informasi yang diperoleh tidak 
keluar kepada pihak lain. 
j) Mengikuti perkembangan perkara sampai selesai. 
k) Mengikuti perkembangan perkara sampai selesai 
l) Menyalurkan ke LBH atau Rumah Aman apabila 
diperlukan. 
m) Bertanggungjawab terhadap keamanan intern/ekstern 
apabila diperlukan. 
n) Membuat laporan kegiatan RPK secara berkala ke 
koordinator RPK (Polda) 
o) Idealnya RPK dapat melayani masyarakat selama 24 
jam terus menerus, untuk itu diperlukan pengaturan 
tugas berdasarkan shift (3 shift). 
RPK Poltabes masuk menjadi anggota Pelayanan Terpadu 
Perempuan dan Anak Surakarta pada tanggal 24 Juni 2004 pada 
saat penandatanganan Nota Kesepakatan PTPAS yang 
ditandatangani oleh Dr. Lutfi Lubihanto. 
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Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh 
Unit RPK dalam mengimplementasikan Pasal 66 UU RI No. 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, penulis melakukan 
wawancara dan kuesioner dengan informan Polwan Bripka Ratna 
Karlinasari, selaku anggota RPK Poltabes Surakarta, yang 
dilaksanakan pada tangal 6 Desember 2007, yang mengatakan 
bahwa : 
“Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) harus 
ditiadakan karena merusak moral generasi muda, 
mengancam masa depan anak sehingga memerlukan 
penanganan yang serius. Anak koran ESKA perlu 
mendapatkan perlindungan khusus agar dapat terjamin dan 
terpenuhi hak-haknya. Poltabes Surakarta telah 
mengimplementasikan padal 66 UU No. 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, yaitu dengan melakukan 
kegiatan sosialisasi UU No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan anak, UU No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT, 
UU No. 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang, UU No. 13 Tahun 2006 
tentang Perlindungan Saksi, Perda No. 3 Tahun 2006 
tentang Penanggulangan eksploitasi Seksual Komersial, 
dan Keputusan Walikota No. 426/78/I/2006 tentang RAK-
PESKA Kota Surakarta Tahun 2005-2009. Selain 
melakukan sosialisasi, RPK juga memberikan rujukan 
kepada LSM (Yayasan Kakak) untuk pendampingan 
korban ESKA, dan melakukan proses hukum atau 
kepastian hukum kepada pelaku. Kegiatan sosialisasi 
dilakukan secara berkala dengan sasaran anak-anak 
sekolah (SLTP, SLTA, dan Mahasiswa), masyarakat 
dengan memberi penyuluhan di kelurahan-kelurahan, 
dialog interaktif di radio/TV. Dalam pelaksanaan 
sosialisasi tersebut RPK bekerjasama dengan 
Binamitra. RPK juga melakukan pemantauan dalam hal 
ini RPK bekerjasama dengan Samapta dan Pemkot 
Surakarta serta Panti Karya Wanita “Wanita Utama” 
Surakarta. Pemantauan dilakukan dengan cara operasi 
secara rutin di semua tempat yang rawan korban ESKA 
(mal, sekitar RRI Surakarta, Terminal Tirtonadi dan hotel), 
selain melakukan sosialisasi dan pemantauan RPK juga 
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melakukan kegiatan pelaporan yang dilakukan secara rutin. 
Pelaporan ditujukan kepada Kapolda Jawa Tengah cq. Karo 
Binamitra dan Dir Samapta Polda Jateng. 
Pelaku ESKA dapat dikenakan pasal berlapis, yaitu: 
yang pertama dikenakan padal 81 (1) UUPA No. 23 Tahun 
2002 yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan 
sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau 
dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun 
dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus 
juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam 
puluh juta rupiah) dan ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap 
orang yang mengeksploitasi sek atau seksual anak dengan 
maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 
tahun dan /atau denda paling bayak Rp. 200.000.000,00 
(dua ratus juta rupiah)”.  
Yang kedua pelaku ESKA juga dapat dikenakan 
Pasal 6 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menyatakan 
bahwa “Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke 
dalam atau keluar negeri dengan cara apa pun yang 
mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan 
paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda 
sebanyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”. 
Yang ketiga, pelaku ESKA juga dapat dikenakan 
pasal 297 KUHP yang menyatakan bahwa “Perdagangan 
wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa 
diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. 
Jo KUHP Pasal 506 bahwa “Barang siapa menarik 
keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan 
menjadikannya sebagai mata pencaharian, diancam dengan 
pidana kurungan paling lama satu tahun”. 
Dan yang keempat, pelaku ESKA dapat dikenakan 
padal 47 UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), yang 
menyatakan bahwa “Setiap orang yang memaksa orang 
yang menetap dalam rumah tangganya melakukan 
hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 
huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 
(empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima 
belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 
(dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 
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Sanksi yang diberikan kepada pelaku ESKA seperti 
tercantum dalam Pasal 88 UU Perlindungan Anak belum 
sesuai dan masih terlalu ringan dibandingkan dengan 
akibat yang harus ditanggung korban ESKA. Seharusnya 
diberi batas minimum berapa bulan atau berapa tahun biar 
jelas. Poltabes Surakarta belum pernah menangani korban 
ESKA sampai proses lanjut karena korban dikembalikan 
kepada orang tua untuk dididik atau dikirim ke Panti 
Karya Wanita “Wanita Utama” Surakarta (korban ESKA 
yang terjaring dalam operasi Penyakit Masyarakat 
(PEKAT) dan tidak mempunyai germo atau freelance). 
Ada 3 (tiga) cara yang dilakukan Poltabes Surakarta dalam 
rangka menanggulangi ESKA/prostitusi: 
a) PRE-EMTIF 
Pengertian dari Pre-Emtif adalah: menduduki lebih 
dahulu atau memilih dahulu (Jhon M. Echols dan Hasan 
Shadily, 1992: 443). Maka maksud dari tahap ini adalah 
kepemilikan terhadap UU No. 23 Tahun 2002 secara terlebih 
dahulu, yaitu agar tim unit RPK memiliki waktu  yang  lebih   
untuk mempelajari serta mamahami isi dari UU No. 23 Tahun 
2002, seperti ketentuan-ketentuan pasal yang ada maupun cara 
pelaksanaan dari UU tersebut. Tujuan diadakannya tahap pre-
emtif adalah untuk memudahkan polisi dalam melaksanakan 
langkah-langkah ke depan yang berkaitan dengan UU No. 23 
Tahun 2002. Dalam tahap ini RPK bekerjasama dengan 
Binamitra dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, 
dan ulama untuk melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan 
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ceramah tentang UU No. 23 Tahun 2002 khususnya tentang 
ESKA. 
b) PREVENTIF 
Pengertian dari arti kata preventif adalah tindakan 
pencegahan (Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, 1992: 
446). Maksud dari tahap ini adalah tindakan pencegahan 
terhadap kasus ESKA. Tujuan dari tahap ini adalah supaya 
masyarakat mengetahui tekad kepolisian untuk menangani 
kasus ESKA, sehingga diharapkan timbulnya kesadaran dari 
masyarakat untuk berani melaporkan terjadinya kasus ESKA 
yang ditemukan, sehingga dapat menekan  kasus  ESKA yang  
terjadi  di  kota Surakarta. Dalam tindakan preventif ini 
dikedepankan pada fungsi Binamitra dan fungsi Samapta untuk 
melaksanakan patroli dan razia. Dalam pelaksanaan razia 
tersebut bekerjasama dengan DKRPPKB dan Panti Karya 
Wanita “Wanita Utama”Surakarta. 
c) REPRESIF 
Pengertian represif adalah melakukan tindakan-tindakan 
menindak (Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, 1992: 466). 
Maksud dari langkah represif adalah tindakan-tindakan yang 
dilakukan guna menindak pelaku ESKA. Dalam langkah 
represif ini dikedepankan fungsi Reserse Kriminal dan fungsi 
Samapta yaitu dengan pemeriksaan Tindak Pidana Ringan 
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(TIPIRING), sampai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 
diserahkan ke Pengadilan Negeri atau apabila terdapat korban 
ESKA dilakukan proses penyidikan sampai dikirim berkas 
perkara ke  Jaksa Penuntut Umum (JPU). (Hasil wawancara 
dengan Polwan Bripka Ratna Karlinasari, anggota RPK 
Poltabes Surakarta, tanggal 4 Desember 2007) 
 
2) Binamitra Poltabes Surakarta 
Selain melakukan wawancara dengan Polwan Bripka Ratna 
Karlinasari selaku anggota unit RPK, penulis juga melakukan 
wawancara tentang langkah-langkah yang dilakukan oleh 
Binamitra dalam mengimplementasikan Pasal 66 UU RI No. 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan Komisaris Polisi 
Mardjanto, B.Sc, selaku Kepala Bagian Binamitra Poltabes 
Surakarta, yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2007. 
Hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut : 
Tugas Binamitra adalah melakukan sosialisasi 
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
ESKA, seperti UU Perlindungan Anak, Perda No. 3 Tahun 
2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual 
Komersial, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan 
Perdagangan Orang untuk Tujuan Seksual dan lain-lain. 
Kegiatan sosialisasi tersebut biasa dilakukan di daerah-
daerah sekitar RRI, sekitar terminal Tirtonadi dan di panti-
panti pijat serta di salon-salon. Sosialiasi tersebut biasa 
dilakukan di hotel-hotel di daerah rawan ESKA dan di aula 
Poltabes. 
Operasi Penyakit Masyaraat (PEKAT) atau razia 
dilakukan oleh fungsi Samapta bekerjasama dengan 
DKRPPKB, dan RPK. PSK yang terjaring razia tersebut 
kemudian didata oleh Samapta dan Binamitra. Terhadap 
PSK yang terkena razia tersebut dapat dilakukan tiga hal 
kepada mereka sebagai langkah tindak lanjut, yaitu : 
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pertama, dilakukan pembinaan, karena mereka masih di 
bawah umur, dan mereka tidak akan melakukan lagi serta 
prostitusi bukan merupakan mata pencaharian mereka; 
yang kedua dikirim ke Panti Karya Wanita Wanita Utama; 
dan yang ketiga dengan tindakan hukum apabila ada bukti 
atau dengan tindakan represif yang langsung ditangani 
reserse. 
Mucikari/germo merupakan tipiring dan dapat 
dikenai Pasal 296 KHUP yaitu “Barang siapa dengan 
sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul 
dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai mata 
pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana 
penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana 
denda paling banyak lima belas juta rupiah. 
 
3) Samapta Poltabes Surakarta 
Penulis juga melakukan wawancara dengan Kompol H. 
Sayid, SH. MH, selaku Kepala Satuan Samapta Poltabes 
Surakarta, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2007. 
Berikut hasil wawancaranya : 
Tugas Samapta Poltabes Surakarta adalah pertama, 
mengatur lalu lintas terutama dilakukan di tempat yang 
rawan kemacetan; kedua, melakukan penjagaan yang 
meliputi penjagaan bank, tahanan, kegiatan sidang, sidang 
pengadilan, dan ketiga melakukan patroli di wilayah 
Surakarta seperti tempat-tempat pembelanjaan dan wilayah 
penduduk. 
Samapta Poltabes Surakarta juga bertugas melakukan 
razia yang bekerjasama dengan RPK, Binamitra dan 
DKRPPKB serta Panti Karya Wanita “Wanita 
Utama”Surakarta. Sasaran operasi PEKAT tidak hanya 
PSK, tetapi juga pengedar narkoba, perjudian, peredaran 
miras, pemabuk miras, dan penjual petasan. Operasi 
PEKAT dilakukan di tempat seperti hotel, penginapan 
sekitar terminal Tirtonadi, RRI, Taman Balaikambang dan 
Stasiun Balapan serta toko penjual miras. 
Saksi pidana yang diberikan pada pelaku ESKA 
terlalu ringan atau tidak bisa semaksimal mungkin. Paling 
si pelaku hanya dikenai sanksi pidana kurungan paling 
lama satu minggu atau denda Rp 50.000,00 (lima puluh 
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ribu rupiah). Padahal dalam Pasal 32 Perda No. 3 tahun 
2006 dinyatakan bahwa “Barang siapa yang melakukan 
pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 
5 ayat (2) dan (3) dikenakan sanksi pidana kurungan 
paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak 
Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 
Dalam tahun 2007, operasi PEKAT telah berhasil 
menjaring PSK yang masih di bawah umur atau yang 
disebut dengan istilah AYLA (Anak Yang Dilacurkan), 
seperti tertera dalam tabel berikut : 
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Tabel 10. Daftar Pelacur Anak Yang Berhasil Dijaring Dalam Operasi PEKAT Tahun 2007 Oleh Poltabes Surakarta 
No Nama Tempat/Tgl. Lahir Agama Pekerjaan Alamat Jumlah 
PSK Yang 
Terjaring 
Operasi PEKAT/Pukul Lokasi Operasi 
PEKAT 
Tindak Lanjut  
1. SZ Semarang, 21 Mei 1989 Islam Swasta Kp. Sumedang 03/05 
Kalurahan Cimarias 
Kec. Pamulihan Kab. 
Sumedang 
9 orang 25 Januari 2007/ 
Pkl. 20.30 – 24.00 WIB 
Kalurahan 
Kestalan, sekitar 










Sragen/11 Juli 1990 Islam Swasta Palemen Rt. 20 
Gemolong, Sragen 
14 orang 18 Agustus 2007/ 










3. Vr Sragen/11 Juli 1990 Islam Swasta Palemen Rt. 20 
Gemolong, Sragen 
5 orang 27 Agustus 2007/ 













4. Rr Surakarta, tahun 1989 Islam Swasta Cinderejo Lor Rt. 
02/02, Gilingan 
Banjarsari Ska 
9 orang 26 September 2007  










Sumber Data : Samapta Poltabes Surakarta, 2007 
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c. Rumah Sakit (Poliklinik Bhayangkara Polwil Surakarta) 
Dalam menangani korban ESKA pihak Poltabes bekerjasama 
dengan Poliklinik Bhayangkara Kepolisian Wilayah Surakarta, selaku 
anggota Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS). 
Poliklinik Bhayangkara Kepolisian Wilayah Surakarta masuk menjadi 
anggota PTPAS pada tanggal 24 Juni 2004 pada saat penandatanganan 
nota kesepakatan PTPAS. Poliklinik Bhayangkara Polwil Surakarta 
telah mendirikan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) bagi perempuan dan 
anak korban kekerasan. Adapun didirikannya PPT adalah untuk 
memberikan pelayanan optimal dan nyaman pada korban dalam 
rangka HAM dan pengayoman serta efisiensi dalam proses 
penyelesaian hukum dan permasalahan sosial lainnya. Adapun sasaran 
PPT adalah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak baik 
kekerasan fisik, seksual, dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
(KDRT). 
Pusat Pelayanan Terpadu Poliklinik Bhayangkara Polwil 
Surakarta mempunyai visi dan misi sebagai berikut : 
1) Memberikan perlindungan dan penguatan bagi perempuan dan 
anak korban berbasis gender. 
2) Memberikan pelayanan yang optimal terpadu berupa pelayanan 
medis, konseling, hukum dan rehabilitasi. 




Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh 
Poliklinik Bhayangkara Polwil Surakarta dalam 
mengimplementasikan Pasal 66 UU RI No. 23 Tahun 20002 tentang 
Perlindungan Anak, penulis melakukan wawancara dan kuesioner 
dengan informan Dokter Naniek Kadarwati, M.M. (dokter Poliklinik 
Bhayangkara Polwil Surakarta) yang dilaksanakan pada tanggal 12 
Desember 2007, yang mengatakan sebagai berikut : 
Poliklinik Bhayangkara Polwil Surakarta mempunyai 
tugas salah satunya adalah memberikan perlindungan dan 
pelayanan terhadap korban perempuan dan anak, baik itu 
korban kekerasan fisik, seksual maupun Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga (KDRT). Untuk anak korban pelecehan seksual, 
pasien datang dari Poltabes dengan didampingi unit RPK atau 
LSM (dalam hal ini adalah LSM Kakak yang menangani anak 
korban eksploitasi seksual). Kemudian korban dianamnesa 
(tanya-jawab), baru dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh, 
dari kepala sampai ujung kaki. Hasil pemeriksaan tersebut 
dituangkan dalam bentuk Visum Et Repertum (VER) atau 
keterangan ahli. Hasil pemeriksaan ini mempunyai nilai yang 
tinggi sebagai alat bukti di Pengadilan. Hasil visum bisa 
langsung diambil hari itu juga atau menunggu 2-3 hari lagi. 
Visum dapat dilakukan sewaktu-waktu tergantung 
kapan korban tersebut datang. Visum tidak dipungut biaya 
ditanggung Poltabes. Peran dokter Poliklinik dalam penanganan 
korban perempuan dan anak-anak yaitu: (1). Preventif yaitu 
dengan melakukan penyuluhan untuk mencegah terjadinya 
kekerasan; (2). Represif yaitu dengan melakukan dukungan 
olah TKP, pemeriksaan korban, perawatan korban, 
pengumpulan barang bukti, saksi ahli, dan yang ke (3). 
Rehabilitasi yaitu peningkatan rasa percaya diri dan bersama 
unsur terkait melaksanakan rumah perlindungan. 
Poliklinik Bhayangkara Polwil Surakarta mempunyai 4 orang 
dokter dalam menjalankan tuganya, yaitu : Dokter Naryana (Kepala 
Poliklinik Bhayangkara Polwil Surakarta), dokter Naniek 
Kadarwati,MM., dokter Edy Wirastho dan dokter M. Fathoni. 
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Jumlah kasus tentang anak (pelecehan seksual dan perkosaan) 
yang ditangani oleh Poliklinik Bhayangkara Polwil Surakarta, adalah 
sebagai berikut: 
Tabel 11. Jumlah Kasus Anak Korban Pelecehan Seksual  
dan Perkosaan 
Kasus Pelecehan Seksual No Tahun 
Perempuan Laki-laki 
Total 
1. 2006 46 6 52 
2. 2007 26 2 28 
TOTAL 72 8 80 
Sumber Data : Poliklinik Bhayangkara Polwil Surakarta 
Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa dilihat dari 
jumlah yang ditangani pada tahun 2007 terjadi penurunan hampir 85 
persen.  
 
d. LSM Yayasan Kakak (Kepedulian Untuk Konsumen Anak) 
Yayasan Kakak berdiri pada tanggal 23 Juli 1997. LSM Kakak 
masuk menjadi PTPAS pada tanggal 24 Juni 2004 pada saat 
penandatanganan Nota Kesepakatan PTPAS, yang ikut tanda tangan 
dari pihak Yayasan Kakak adalah Sdri Nining S. Muktamar, SH, 
selaku Koordinator Presidium Yayasan Kakak Surakarta. Tujuan 
didirikan Yayasan Kakak adalah untuk memperjuangkan terpenuhinya 
hak-hak anak, khususnya anak sebagai konsumen dan anak sebagai 
korban eksploitasi seksual melalui pendidikan advokasi dan 
pelayanan. 
Yayasan Kakak dalam menjalankan tugasnya mempunyai visi 




Menciptakan masyarakat Indonesia yang memenuhi hak-hak anak 
yaitu kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan 
partisipasi, dengan berdasarkan pada nilai-nilai kepentingan 
terbaik untuk anak dan non diskriminasi. 
2) Misi 
a) Memberdayakan masyarakat agar mampu menjamin : 
(1) Kelangsungan hidup anak 
(2) Tumbuh kembang anak 
(3) Perlindungan terhadap anak 
b) Menciptakan kesempatan bagi anak agar dapat 
mengaktualisasikan potensi diri secara optimal 
c) Mewujudkan Yayasan Kakak yang profesional, independen 
dan mandiri 
d) Melakukan advokasi terhadap berbagai kebijakan agar berpihak 
pada anak. 
Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh LSM 
Kakak dalam mengimplementasikan  Pasal 66 UU RI No. 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak, penulis melakukan wawancara 
dengan informan Shoim Sahriati, ST, selaku Koordinator 
Pemberdayaan Anak Yayasan Kakak, yang dilaksanakan pada tanggal 
14 Desember 2007. Berikut hasil wawancaranya : 
Kategori ESKA ada tiga macam yaitu prostitusi anak, 
pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual. 
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Data mengenai ESKA sulit didapat di kepolisian, karena jarang 
sekali kasus ESKA ini terkena hukum, hal tersebut disebabkan 
pertama, adanya pandangan dari masyarakat terhadap kasus ini 
yang cenderung mendiskriminasikan korban ESKA sebagai 
sampah masyarakat, sehingga korban enggan untuk melapor. 
Yang kedua, berkurangnya rasa percaya mereka pada aparat 
penegak hukum karena pengguna mereka banyak juga dari 
aparat penegak hukum. Keberadaaan anak di dunia pelacuran 
atau yang disebut dengan istilah Anak yang Dilacurkan 
selayaknya dipandang sebagai korban, walaupun anak mengaku 
masuk dalam prostitusi berdasarkan kehendaknya sendiri tanpa 
paksaan dari pihak lain. Hal itu disebabkan anak ditempatkan 
sebagai seseorang yang berada di bawah umur tertentu, dimana 
perkembangan mental dan moralnya belum penuh sehingga 
anak tidak mempunyai kemampuan untuk memilih prostitusi 
sebagai profesi. Dengan demikian istilah Anak yang Dilacurkan 
(Ayla) bisa menegaskan posisi anak sebagai korban, bukan 
pelaku sekaligus menegaskan bahwa tindakan menjerumuskan 
anak kedalam pelacuran merupakan kejahatan. 
Yayasan Kakak telah melakukan pendampingan 
terhadap anak-anak yang dilacurkan (Ayla). Pendampingan 
tersebut meliputi pendampingan psikologis, medis dan hukum. 
Kakak juga telah melakukan sosialisasi UU Perlindungan Anak 
dan Perda Surakarta No. 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan 
Eksploitasi Seksual Komersial kepada sekolah, germo, 
mucikari, dan kepada korban ESKA. Waktu pelaksanaan 
sosialisasi bisa dilaksanakan setiap saat. Untuk sosialisasi ke 
germo dan mucikari dilakukan sesuai dengan komunitasnya dan 
tempatnya pun fleksibel biasanya dilakukan di warung-warung 
atau tempat-tempat dimana mereka berkumpul. 
Mengenai kegiatan prostitusi yang dilakukan oleh anak-
anak ada 3, yaitu pertama, ada orang tua yang tidak mengetahui, 
kedua, ada yang mengetahui tetapi bersikap diam, dan yang 
ketiga, malah ada yang mendorong anaknya untuk masuk dunia 
prostitusi. Anak masuk dalam dunia prostitusi antara lain 
karena tekanan ekonomi, berasal dari keluarga broken home, 
sudah tidak perawan lagi, gaya hidup yang konsumtif, pengaruh 
lingkungan terdekat dan pengalaman seksual usia dini.  
 
Selain melakukan wawancara dengan informan Shoim Sahriati, 
ST, selaku Koordinator Pemberdayaan Anak Yayasan Kakak, penulis 
juga melakukan wawancara dengan informan Andi Susanto, selaku 
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community organizer, yang dilaksanakan tanggal 17 Desember 2007 
yang mengatakan sebagai berikut : 
Selain melakukan sosialisasi, Yayasan Kakak juga 
melakukan penjangkauan terhadap anak-anak yang dilacurkan 
(Ayla) untuk diberi pengarahan tentang bahaya dari prostitusi. 
Penjangkauan dilakukan di tempat-tempat seperti mal, daerah 
yang dianggap rawan terhadap prostitusi seperti sekitar RRI, 
Monumen Pers, Terminal Tirtonadi, Sriwedari. Selain 
dilakukan penjangkauan juga dilakukan pemantauan terhadap 
mereka. Dengan adanya penjangkauan yang disertai dengan 
sosialisasi tersebut setidaknya membuat aktivitas mereka 
berkurang, bahkan ada yang sudah meninggalkan dunia 
prostitusi. Anak yang dilacurkan yang ditangani oleh Yayasan 
Kakak selama ini lebih memilih melakukan pendampingan 
psikologis daripada harus menempuh jalan hukum, mereka 
merasa lebih nyaman. Di Yayasan Kakak juga diadakan 
berbagai kegiatan seperti pementasan teater, dan pelatihan 
tentang kesehatan reproduksi dengan tujuan untuk 
meningkatkan kesadaran mereka akan bahaya dari prostitusi. 
Sosialisasi mengenai UU Perlindungan Anak dan Perda No. 3 
Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eskploitasi Seksual 
Komersial juga dilakukan lewat siaran radio PTPN setiap hari 
Kamis, pukul 10.00-11.00 WIB dan melalui siaran radio GSM 
setiap hari Rabu, pukul 20.00-21.00 WIB. Mengenai biaya 
operasional Yayasan Kakak berasal dari para donatur (pribadi, 
dalam negeri dan luar negeri) 
Berikut merupakan upaya-upaya yang dilakukan LSM Kakak 
guna pemulihan terhadap Anak yang Dilacurkan (Ayla), yaitu sebagai 
berikut : 
a) Pendidikan Alternatif 
Pendidikan alternatif diperlukan mengingat anak-anak 
perlu tumbuh dan berkembang tidak saja dalam arti fisik namun 
lebih dari itu juga dalam arti mental, sosial, dan spiritual. Anak-




Kasus-kasus dalam penelitian tentang Ayla di Solo 
menunjukkan bahwa banyak anak sudah tidak bersekolah lagi. 
Dengan kondisi seperti ini bagaimana mungkin kita mengharapkan 
anak-anak itu dapat menjadi orang dewasa yang sejahtera 
dikemudian hari. Padahal kelak apabila sampai pada waktunya 
anak-anak tersebut akan menjadi seorang ibu yang melahirkan 
generasi penerus bangsa. Apa yang dapat diberikan para calon ibu 
itu kepada anak-anaknya bila mereka sendiri masih termasuk 
orang yang kekurangan dalam hal pendidikan. Pendidikan 
alternatif barangkali dapat menjadi salah satu solusi apabila anak-
anak masih kesulitan mengikuti pendidikan formal di sekolah. 
b) Kerjasama dengan Pihak Sekolah 
Guru-guru di sekolah perlu dilibatkan dalam upaya 
pencegahan agar anak-anak tidak terjerumus dalam dunia 
pelacuran. Beberapa hal dapat dilakukan oleh para  guru tersebut 
di sekolahnya masing-masing. Seperti misalnya mewaspadai 
perubahan-perubahan perilaku anak-anak didik yang mulai suka 
membolos, merokok, malas-malasan atau yang menunjukkan 
adanya indikasi keterlibatan pada narkoba. Perilaku-perilaku 
seperti itu perlu diwaspadai, mengingat hampir semua kasus yang 
diteliti menunjukkan pola membolos dan merokok serta 
keterlibatan pada narkoba pada anak-anak, sebelum akhirnya 
berhenti sekolah dan terjerumus ke dalam duania pelacuran. 
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Pendidikan seks dan kesehatan reproduksi perlu diberikan di 
sekolah. Tidak ketinggalan pula adalah pendidikan moral yang 
diberikan dengan metode yang komunikatif. 
c) Kerjasama dengan Para Ulama 
Kerjasama dengan ulama ini bisa dilakukan dalam bentuk 
pembinaan mental, moralitas dan spiritual bagi kelompok yang 
rentan terhadap melemahnya norma-norma yang berlaku. 
Bagaimanapun perilaku anak banyak dipengaruhi oleh 
lingkungannya. Akan sia-sia saja bila pembinaan mental, moralitas 
dan spiritualnya hanya ditunjukkan kepada anak-anak saja. 
Sementara bila anak-anak pulang ke rumah ditemukan model-
model perilaku yang bertentangan dengan norma-norma yang 
diajarkan kepadanya. Oleh karena itu, lingkungan masyarakat 
yang masih relatif longgar menerapkan norma-norma moralitas 
yang perlu mendapatkan pendidikan. Usaha ini barangkali dapat 
dilakukan oleh para ulama. Namun tentu saja perlu dipikirkan 
metode penyampaian yang tepat agar pembinaan bisa berjalan 
secara efektif. 
d) Kerjasama dengan para Penegak Hukum dan Aparatnya 
Para penegak hukum dan aparatnya juga perlu dilibatkan 
untuk memantau dan menindak dengan tegas mereka yang terlibat 
dalam peredaran narkoba dan VCD porno. Peredaran narkoba dan 
VCD porno jelas-jelas sudah dilarang oleh pemerintah. Namun 
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dalam implementasinya di masyarakat, aparat masih perlu bekerja 
lebih keras untuk menegakkan hukum atau masalah ini. Narkoba 
dan VCD porno berkaitan erat dengan salah satu faktor anak-anak 
untuk terjun ke dalam dunia pelacuran. 
Selain melakukan upaya tersebut di atas, Yayasan Kakak 
juga melakukan pemberdayaan keluarga dengan program beasiswa 
dan income generating. Kegiatan ini bertujuan memulihkan anak 
yang dilacurkan dan keluarga mereka dengan cara memfasilitasi 
peningkatan pendapatan mereka, sedang kegiatan yang dilakukan 
adalah :  
a) Program Beasiswa 
Program ini menyediakan beasiswa bagi anak yang 
dilacurkan, anak-anak korban perkosaan atau pencabulan 
dengan harapan bisa mencegah mereka terjerumus dalam dunia 
prostitusi. 
Selama ini ada 7 anak yang mendapatkan beasiswa 









Tabel 12.  Daftar Anak yang Dilacurkan yang  
mendapat Beasiswa 
No Nama Umur/JK Alamat keterangan 
1. Am 22/P Wonogiri Dikuliahkan sampai 
S1 dan sekarang 
sudah menjadi guru 
SMP 
2. Ds 24/P Solo Kejar paket sampai 
kuliah di Universitas 
Swasta Fakultas 
Hukum Semester 5 
3. Un 24/P Solo Kejar paket sampai 
kuliah di Universitas 
Swasta Fakultas 
Ekonomi semester 5 
4 Eh 23/L Sukoharjo Kursus salon sudah 
selesai 
5 Lf 22/P Solo Sekolah SMP 
(dropout) kemudian 
kursus komputer dan 
bahasa Inggris 
6 Np 22/P Sukoharjo Kejar paket B 
7. An 18/P Solo Sekolah kelas 2 
SMU (dropout) 
Sumber Data : Yayasan Kakak, 2007 
Untuk data yang Drop-out karena mereka sebelumnya 
sudah Drop-out dan kemudian ingin sekolah lagi. Namun 
ketika mereka sekolah lagi tidak bisa menyesuaikan dengan 
tempat di mana mereka bersekolah. Data tersebut di atas 
diperoleh setelah yang bersangkutan (Ayla) menyelesaikan 
studi/ kursus. 
b) Harm Reduction 
Harm Reduction merupakan usaha-usaha untuk 
mengurangi dampak negatif atau kerugian yang diakibatkan 
oleh suatu kegiatan yang seringkali sulit diberantas atau 
dihilangkan. Harm Reduction dilakukan dengan cara 
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memberikan informasi yang terkait dengan hal-hal yang 
membawa dampak negatif, antara lain dengan cara : 
(1) Memberikan informasi kepada komunitas (Anak yang 
Dilacurkan) tentang penyakit menular seksual. Hal itu 
dilakukan karena mereka sangat minim informasi untuk 
hal tersebut. Dari kegiatan ini diharapkan mereka dapat 
mengurangi aktivitasnya. Pemberian informasi ini 
dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui 
leaflet, mengadakan pertemuan langsung dengan 
komunitas, dan melakukan diskusi secara informal dengan 
mereka. 
(2) memberikan pelayanan medis kepada komunitas (Anak 
yang Dilacurkan) dengan maksud supaya mereka 
mendapatkan perawatan medis bagi yang memerlukan dan 
diharapkan mereka dapat mengetahui hal-hal yang 
berkaitan dengan kesehatan reproduksi. 
(3) Memberikan pelayanan psikologis dengan tujuan untuk 
mengurangi trauma sehingga tidak akan begitu 
mempengaruhi dalam kehidupan korban. 
(4) Pengembangan teater untuk korban (Anak yang 
Dilacurkan) dimaksudkan sebagai media ekspresi. Melalui 
teater mereka dapat menyalurkan isi hati mereka dan 
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dengan teater diharapkan dapat mengurangi waktu mereka 
dalam melakukan aktivitas prostitusi. 
(5) Memisahkan korban dengan sabar dari eksploitasi seksual 
komersial dengan cara menyewakan kamar kos. 
Disamping itu Yayasan Kakak melakukan upaya 
pengurangan risiko anak dari eksploitasi seksual komersial 
dengan cara meminimalkan peluang mereka untuk 
berkencan. Hal ini dilakukan dengan kegiatan belajar dan 
“bekerja” di Yayasan Kakak. Pada awalnya memang 
kegiatan ini dapat mengurangi frekuensi untuk berkencan 
dan mengurangi resiko anak dari eksploitasi komersial. 
Namun hal tersebut tidak dapat terus berlangsung. Hal 
tersebut disebabkan karena pergaulan pacar, ingin 
mendapatkan uang dalam jumlah besar dengan cepat dan 
karena ingin keluar malam. 
c) Pendekatan terhadap korban (Anak yang Dilacurkan ) 
Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
(1) Melakukan pendekatan dengan menggunakan informan 
yang    mengetahui keberadaan korban. 
(2) Dengan informasi tersebut LSM Kakak melakukan 
penjangkauan terhadap korban dengan tujuan untuk 
memperoleh informasi tentang hal-hal yang berkaitan 
dengan aktivitas prostitusi. 
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(3) Selanjutnya LSM Kakak melakukan pendekatan terhadap 
keluarga korban untuk mengetahui perkembangan korban 
dan hubungan korban dengan keluarga. Dengan demikian 
LSM Kakak dapat memberikan alternatif-alternatif 
terhadap keluarga korban. 
Berdasarkan  pengalaman dalam pendampingan terhadap 
anak yang dilacurkan didapat suatu kesimpulan bahwa salah 
satu penyebab mereka terjerumus dalam dunia prostitusi 
karena mereka sebelumnya menjadi korban perkosaan. Oleh 
karena itu, kegiatan untuk pendampingan anak-anak yang 
tereksploitasi seksualnya seperti anak korban perkosaan atau 
pencabulan tidak dapat dihindari. Kegiatan yang dilakukan 
dalam program ini antara lain mendampingi korban dan 
keluarganya dalam menghadapi masalah. Di samping 
memberikan dukungan moril bagi anak yang bersangkutan, 
para pendamping juga melakukan pendampingan pada saat 
pemeriksaaan di Kepolisian dan saat proses persidangan di 
Pengadilan. Selain itu, pendamping juga melakukan 
pendampingan secara intensif terhadap korban perkosaan 
untuk membantu mengurangi trauma yang dihadapi. Dengan 
demikian anak dapat menjalani hidupnya secara wajar dan 
percaya diri menyongsong masa depan dengan cara memberi 
dukungan dan pengertian bahwa menjadi korban perkosaan 
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bukan berarti masa depannya hancur melainkan masih banyak 
hal yang bisa dilakukan. 
d) Income Generating 
Program ini untuk memfasilitasi anak yang dilacurkan 
atau keluarganya dalam upaya peningkatan pendapatan. 
Kegiatan yang pernah dilakukan adalah menyediakan segala 
keperluan anak yang dilacurkan untuk membuka warung 
makan. Warung tersebut berfungsi ganda. Di samping 
menyediakan makanan, warung ini juga menjadi pusat 
informasi tentang kesehatan reproduksi melalui leaflet, 
majalah, tabloid dan buku-buku yang diletakkan di sudut 
warung sehingga diberi nama pojok informasi. 
Pada awalnya usaha warung tersebut berjalan dengan 
lancar. Namun, lama kelamaan anak yang bersangkutan 
merasa bosan karena warungnya sepi, akhirnya dia berhenti 
berjualan dan digantikan orang lain. Namun, usaha warung 
tersebut sempat berjalan setahun. Setelah warung tutup, pojok 
informasi dipindahkan ke kantor Yayasan Kakak. 
Kegiatan lain adalah memfasilitasi anak-anak yang ingin 
belajar menjahit dengan menyediakan mesin jahit, bahan-
bahan yang diperlukan serta seorang staf pengajar. Pada 
awalnya mereka kelihatan berminat untuk belajar menjahit. 
151 
 
Namun   mereka   tidak  cukup   sabar   untuk terus menekuni 
kegiatan tersebut, sehingga memutuskan untuk berhenti. 
Kegiatan memanfaatkan kertas daur ulang juga pernah 
diberikan sebagai alternatif kegiatan untuk mengisi waktu 
luang pada siang hari. Pada awalnya mereka bersemangat 
dengan membeli semua perlengkapan yang diperlukan dibantu 
seorang yang sudah berpengalaman mereka belajar dengan 
penuh semangat, namun lama-kelamaan mereka bosan. 
Teater juga menjadi salah satu kegiatan anak-anak yang 
dilacurkan. Pada awalnya memang agak sulit mengumpulkan 
mereka secara bersama-sama dan rutin. Namun hal tersebut 
dapat diatasi dengan menerapkan metode bersifat partisipatif, 
dimana kegiatan ini mengakomodasi apa yang mereka 
inginkan. 
Di samping itu Yayasan Kakak juga memberikan 
bantuan modal usaha untuk anak yang dilacurkan dan 
keluarganya, bantuan ini digunakan untuk usaha warung, 
menjual makanan, sandal, dan lain-lain. 
Penelitian Yayasan Kakak Tahun 2007 berhasil 
menjangkau 28 anak yang dilacurkan 3 diantaranya adalah 
anak laki-laki yang ada di Kota Surakarta. Mereka sering 
disebut dengan istilah “kucing”. Mereka merupakan korban 
dari tekanan ekonomi keluarga dan pergaulan bebas. Dalam 
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mencari konsumen mereka melakukan berbagai cara antara 
lain langsung menjajakan diri di jalan, melalui germo atau 
dengan cara freelance. Konsumen mereka pada umumnya 
orang laki-laki dewasa. Tentunya ini merupakan kondisi yang 
perlu mendapat perhatian tersendiri. Perincian jumlah Anak 
yang Dilacurkan berdasarkan lokasi tempat asalnya dapat 
dilihat pada tabel berikut. 
Tabel 13. Jumlah dan Asal Anak yang Dilacurkan (Ayla)  
No Lokasi Jumlah 
1. Kodya Surakarta 17 
2. Kabupaten Sukoharjo 7 
3. Kabupaten Purwodadi 1 
4. Kabupaten Ngawi 1 
5. Surabaya 1 
6. Kabupaten Karanganyar 1 
TOTAL 28 
Sumber Data : Yayasan Kakak 2007 
Berdasarkan data tersebut di atas, menunjukkan bahwa 
Anak yang Dilacurkan  hampir sebagian besar berasal dari 
Kodya Surakarta yaitu sebesar 61 persen, hal tersebut 
dikarenakan pada saat ini penjangkauan yang dilakukan oleh 
LSM Kakak terhadap korban Anak yang Dilacurkan baru 
difokuskan di daerah Kodya Surakarta.  
Sebanyak 28 Anak yang Dilacurkan tersebut memiliki 
karakter yang berbeda-beda. Diantara mereka ada yang 
memiliki kebiasaan nongkrong di pinggir-pinggir jalan dan 
bergabung dengan para pengamen jalanan. Ada pula yang suka 
duduk di kafe-kafe dan diskotik tiap malam untuk mencari 
konsumen, setelah itu mereka melakukan hubungan seksual di 
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tempat lain, biasanya di sebuah hotel. Sebagian anak yang 
dilacurkan ada yang terjerumus ke dunia prostitusi karena 
pengaruh lingkungan terdekatnya, seperti anak yang ibunya 
berprofesi sebagai PSK. Di samping itu ada pula yang terbujuk 
teman-temannya yang sudah lebih dahulu terjun ke dunia 
prostitusi. 
Batasan anak yang dilacurkan (Ayla) adalah anak yang 
berusia di bawah 18 tahun. Berikut adalah rincian penyebaran 
anak yang dilacurkan di Surakarta. 
Tabel 14.  Usia Anak Yang dilacurkan (Ayla) 
No Usia Jumlah 
1. 17 tahun 13 anak 
2. 16 tahun 14 anak 
3. 14 tahun   1 anak 
TOTAL 28 anak 
Sumber Data : Yayasan Kakak, 2007 
Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa sebagian 
besar anak yang dilacurkan berusia 16 tahun yaitu sebesar 50 
persen. Kemudian disusul oleh anak yang berusia 17 tahun 
sebesar 46 persen dan anak yang berusia 14 tahun sebesar 3 
persen. 
Usia Ayla berkisar antara 14 tahun hingga 17 tahun. 
Ditinjau dari segi perkembangan mental (psikologis), anak-
anak berada dalam periode perkembangan anak remaja. Secara 
teoritis, pada periode ini keberadaan teman-teman merupakan 
hal yang penting dan dibutuhkan sekali oleh anak-anak. Anak-
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anak senang bila disukai teman-temannya. Oleh karena itu, 
biasanya anak melakukan apa saja agar keberadaannya dapat 
diterima oleh teman-temannya. Bagi anak-anak ini, teriosolir 
dari teman-temannya merupakan tekanan tersendiri. Selain itu, 
dalam  periode  ini anak-anak   berada dalam kondisi 
kebingungan karena ia dihadapkan pada berbagai pilihan, 
anak-anak tanpa bimbingan orang dewasa tidak tahu harus 
memilih yang mana. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila 
dalam kondisi ini anak-anak akan lebih mudah terseret pada 
pengaruh lingkungan sekitarnya, termasuk di dalamnya 
lingkungan yang banyak memberikan pengaruh negatif 
terhadap perkembangan moralitas lebih lanjut. 
Aktivitas anak yang dilacurkan di Surakarta yang 
berhasil dijangkau tim peneliti sangat beragam. Ada yang 
drop-out, ada sebagian yang masih aktif bersekolah, ada yang 
sudah lulus SMA, dan ada pula yang sedang kuliah. Adapun 
rinciannya adalah sebagai berikut : 
Tabel 15. Aktivitas Anak yang Dilacurkan (Ayla) 
No Aktivitas Jumlah 
1. Drop-out 11 
2. Sekolah 13 
3. Lulus 3 
4. Kuliah 1 
TOTAL 28 
Sumber Data : Yayasan Kakak, 2007 
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Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa sebagian 
besar Anak yang Dilacurkan masih berstatus bersekolah yaitu 
sebesar 46 persen. Kemudian urutan kedua dilakukan oleh 
anak yang Drop-out, sebesar 39 persen. Dan yang ketiga 
dilakukan oleh anak yang sudah  lulus sekolah, yaitu sebesar 
10 persen. Hal tersebut sangat memprihatinkan dan 
memerlukan penanganan yang serius mengingat anak adalah 
generasi penerus bangsa. 
Anak yang dilacurkan dalam mencari konsumen ada 
bermacam-macam kategori, ada yang lewat germo/pacar, ada 
yang langsung menjajakan diri di jalan, ada yang menjadi 
simpanan dan ada yang freelance serta ada yang melalui salon. 
Berikut rinciannya : 
Tabel  16. Kategori Operasi Anak Yang Dilacurkan 
No Kategori Operasi Jumlah 
1. Freelance 13 
2. Langsung 7 
3. Germo 2 
4. Pacar 3 
5. Simpanan 2 
6. Salon 1 
TOTAL 28 
Sumber Data : Yayasan Kakak, 2007 
Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa cara 
freelance paling banyak dilakukan oleh Anak yang Dilacurkan 
dalam beroperasi, yaitu sebesar 46 persen, yang kedua adalah 
dengan cara langsung sebesar 25 persen dan yang ketiga 
melalui pacar yaitu sebesar 10 persen. 
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Cara freelance paling banyak dilakukan oleh Anak yang 
Dilacurkan dalam beroperasi atau dalam mencari konsumen. 
Dengan freelance Ayla merasa tidak terikat atau lebih bebas 
dalam memilih konsumen dibandingkan dengan cara yang 
lainnya. 
 
e. Panti Karya Wanita “Wanita Utama” Surakarta 
Permasalahan sosial Wanita Tuna Susila semakin meningkat, 
baik dari penyebab maupun dampak yang ditimbulkannya. Menyadari 
kondisi permasalahan tersebut maka Pemerintah Propinsi Jawa 
Tengah dalam hal ini Dinas Kesejahteraan Sosial melalui Panti Karya 
Wanita “Wanita Utama” Surakarta dengan landasan profesi pekerjaan 
sosial melaksanakan rehabilitasi sosial bagi eks Wanita Tuna Susila, 
agar mereka dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dan 
menjadi anggota masyarakat secara normatif. 
Panti ini berdiri sejak jaman pemerintahan kerajaan Surakarta 
dengan sebutan “wangkung” (dibuang dan dikungkung), sebagai 
tempat penampungan bagi orang-orang yang mengalami permasalahan 
sosial. Pada tanggal 11 September 1971 Pamardi Wanita mulai  
dikelola  oleh  Kanwil Depsos Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan SK 
Mensos RI Nomor 41/HUK/Kep/XI/79 namanya diubah menjadi 
Sasana Rehabilitasi Wanita “Wanita Utama” Surakarta. 
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Dengan adanya likuidasi Departemen Sosial dan pelaksanaan 
otonomi daerah, pengelolaan Panti diserahkan kepada Pemerintah 
Propinsi Jawa Tengah cq. Dinas Kesejahteraan Sosial dan berdasarkan 
Perda No. 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas 
pokok, Fasilitas dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial 
Propinsi Jawa Tengah namanya menjadi Panti Karya Wanita “Wanita 
Utama” Surakarta. 
Tujuan didirikannya Panti Karya Wanita “Wanita Utama” 
Surakarta adalah : 
1) Pulihnya harga dan percaya diri serta timbulmya kemandirian 
maupun tanggungjawab terhadap masa depan diri dan 
keluarganya. 
2) Terbinanya tata kehidupan dan penghidupan kelayaan yang 
memungkinkan untuk melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. 
Adapun fungsi Panti Karya Wanita “Wanita Utama” adalah : 
1) Pelaksanaan penyusunan rencana teknis operasional pelayanan 
tuna susila. 
2) Pelaksanaan pengkajian dan analisis teknis operasional pelayanan 
tuna susila. 
3) Pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan tuna susila. 
4) Pelaksanaan identifikasi dan registrasi calon kelayaan 
5) Pelaksanaan pemberian penyantunan, bimbingan dan rehabilitasi 
sosial terhadap tuna susila. 
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6) Pelaksanaan penyaluran dan pembinaan lanjut 
7) Pelaksanaan evaluasi proses pelayanan panti dan pelaporan 
8) Pelaksanaan penunjang penyelenggaraan tugas dinas 
9) Pengelolaan ketatausahaan 
Panti Karya Wanita “Wanita Utama” Surakarta dalam 
menyelenggarakan pelayanan mengacu pada prinsip-prinsip sebagai 
berikut : 
1) Melaksanakan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
2) Memberikan perlindungan, pengembangan, rehabilitasi dan 
resosialisasi. 
3) Memberikan pelayanan kepada kelayan, keluarga dan masyarakat. 
4) Memberikan pelayanan dan fasilitas sesuai kebutuhan kelayan. 
5) Memberikan kesempatan yang sama kepada kelayan tanpa 
membedakan suku, agama, ras maupun golongan. 
6) Memberikan kesempatan jenis pelayanan yang akan diberikan. 
7) Kebutuhan kelayan menjadi fokus dari kebijakan pengembangan 
dan penentuan pelayanan. 
8) Memberikan pelayanan sosial sesuai dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 
9) Mempertanggungjawabkan pelaksanan pelayanan secara 
profesional kepada masyarakat. 
159 
 
Stuktur organisasi Panti Karya Wanita “Wanita Utama” terdiri 
dari : 
1) Kepala Panti 
2) Staf Tata Usaha 
3) Staf Penyantunan 
4) Staf rehabilitasi dan penyaluran 
Dalam menangani Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) 
yang merupakan implementasi dari Pasal 66 UU RI No. 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak, DKRPPKB bekerjasama juga 
dengan Panti Karya Wanita “Wanita Utama” Surakarta. Anak korban 
ESKA dititipkan atau dikirim ke Panti tersebut untuk mendapatkan 
perlindungan dan pelayanan sosial agar setelah kembali ke masyarakat 
mereka dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan normatif di 
masyarakat. 
Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan Panti Karya 
Wanita “Wanita Utama” Surakarta dalam mengimplementasikan Pasal 
66 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, penulis 
melakukan wawancara dan kuesioner dengan informan Bambang 
Sumanto, SH, selaku Koordinator Penyantunan yang dilaksanakan 
pada tanggal 19 Desember 2007. Berikut wawancaranya : 
Panti Karya Wanita “Wanita Utama” mempunyai tugas 
pokok memberikan pelayanan sosial yang meliputi pembinaan 
fisik, mental, sosial, pelatihan ketrampilan dan resosialisasi serta 
pembinaan lanjut bagi para penyandang masalah tuna susila agar 
mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun 
sasaran utama panti adalah Wanita Tuna Susila dengan kriteria 
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17- 35 tahun, sehat jasmani dan tidak berpenyakit menular, sehat 
rohani (tidak tuna laras), dan bersedia mengikuti bimbingan 
maksimal 1 tahun. Sedangkan sasaran antaranya adalah mucikari 
atau germo, keluarga atau lingkungan asal kelayan, masyarakat, 
organisasi sosial dan pelaku usaha. 
Staf Penyantunan mempunyai tugas yang pertama adalah 
melakukan identifikasi yaitu begitu kelayan datang di Panti 
Karya   Wanta   “Wanita  Utama”  Surakarta,   kelayan  langsung  
 
didata atau diminta untuk mengisi form data pribadi 
kelayan. (lampiran 3). Setelah itu pihak Panti Karya Wanita 
“Wanita Utama” Surakarta mengirimkan surat pemberitahuan 
kepada kelayan (lampiran 4). Kemudian pihak keluarga (orang 
tua /wali) menandatangani Surat Pernyataan persetujuan orang 
tua/wali yang menyatakan bahwa mereka setuju kalau anak 
mereka mengikuti program rehabilitasi sosial di Panti Karya 
Wanita “Wanita Utama’ Surakarta (lampiran 5). Tugas yang 
kedua adalah melakukan pengasramaan kelayan yang sudah 
diterima di Panti Karya Wanita “Wanita Utama” Surakarta (70 
orang). Selama di asrama kelayan dibagi menjadi 4 
kamar/kelompok, dimana tiap kamar ada pembimbingnya.  
Selain melakukan identifikasi dan pengawasan, staf 
penyantunan juga melakukan pelayanan terhadap kelayan baik 
untuk pemeliharaan fisik, pelayanan kesehatan maupun 
kebutuhan sehari-hari. Dalam pemeliharaan fisik dan pemenuhan 
kebutuhan sehari-hari, kelayan mendapatkan jatah sabun mandi, 
sabun cuci, shampo, obat nyamuk dan sebagainya yang 
dibagikan setiap satu bulan sekali. Kelayan mendapat jatah 
makan 3 kali sehari. Mengenai menu makan dikonsultasikan 
terlebih dahulu dengan Puskesmas Pajang, Laweyan Surakarta 
(Lampiran 6). Untuk pelayanan kesehatan kelayan, Panti Karya 
Wanita “Wanita Utama” Surakarta menyediakan obat-obatan 
ringan, setiap hari Kamis (satu minggu sekali) mendatangkan 
petugas dari Puskesmas Kecamatan Laweyan untuk melakukan 
pemeriksaan dan pengobatan bagi kelayan. Apabila ada kelayan 
yang mengalami penyakit serius dan memerlukan penanganan 
khusus, maka dalam penanganannya Panti Karya Wanita 
“Wanita Utama” bekerjasama dengan Klinik Barokah, BKIA 
Kecamatan Laweyan, Puskesmas Laweyan dan Rumah Sakit 
Umum Daerah (RSUD) dr. Moewardi Surakarta. 
Kelayan diberi tugas-tugas kewanitaan mulai dari kebersihan 
kamar dan lingkungan asrama sampai kebersihan kamar mandi, juga 
masak di dapur disesuaikan dengan tugas kelompok masing-masing. 
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Staf Penyantunan juga melakukan sosialisasi Perda sesuai daerah asal 
kelayan yang mengatur seks komersial. Sosialisasi dilakukan setiap 
seminggu sekali yaitu pada hari Senin. Dalam melakukan sosialisasi, 
staf Penyantunan juga melakukan pemantauan terhadap kelayan yang 
dilakukan setiap hari baik kesehatan kelayan maupun kebersihan 
kamar. Staf Penyantunan juga melakukan pelaporan (tentang jumlah 
kelayan, kesehatan, tingkat pendidikan dan seterusnya) yang 
dilakukan setiap tiga bulan sekali. Pelaporan ditujukan langsung 
kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Pemerintah Provinsi Jawa 
Tengah. 
Panti Karya Wanita “Wanita Utama” Surakarta menerima 
kelayan (istilah bagi peserta didik yang dibidang di PKW “Wanita 
Utama” Surakarta) dari seluruh daerah Provinsi Jawa Tengah. Pada 
tahun anggaran 2007 dari bulan Januari sampai dengan Desember 
2007, Panti Karya Wanita “Wanita Utama’ Surakarta telah menerima 
kelayan sejumlah 445 orang. Setelah diadakan seleksi maka yang 
dibina di Panti Karya Wanita “Wanita Utama” Surakarta hanya 
sejumlah 140 orang berikut rinciannya. 
Tabel 17. Data Kelayan Panti Karya Wanita “Wanita Utama” 













1. Tahap I 
(Januari s/d 
Juni) 
154 70 84 
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2. Tahap II 
(Juli s/d 
Desember) 
291 70 221 
Total 445 140 305 
Sumber Data : Panti Karya Wanita “Wanita Utama” 
Berdasarkan data tersebut di atas, menunjukkan bahwa dari 445 
kelayan yang dikirim ke Panti Karya Wanita “Wanita Utama” 
Surakarta (berasal dari seluruh daerah Provinsi Jawa Tengah), ternyata 
yang diterima di Panti Karya Wanita “Wanita Utama” Surakarta untuk 
dibina hanya 140 kelayan. Kemudian yang 305 kelayan disalurkan 
karena pertimbangan beberapa faktor. Berikut rinciannya. 
Tabel 18 . Data Kelayan Panti Karya Wanita “Wanita Utama” 













1. Rujuk dengan 
suami 







32 86 118 
3. Mempunyai 
anak kecil 
26 62 88 
4. Karena 
penyakit 
3 4 7 
5. Karena hamil 3 7 10 
6. Mengikuti 
TKW 
1 - 1 
7. Menikah 1 4 5 
8. Usia lebih dari 
50 tahun 
- 16 16 
Total 84 221 305 
Sumber Data : Panti Karya Wanita “Wanita Utama” Surakarta 
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Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa 
kebanyakan kelayan disalurkan karena faktor tekanan ekonomi 
keluarga (dalam hal ini adalah sebagai tulang punggung keluarga) 
yaitu sebesar 39 persen, kemudian faktor kedua karena kelayan 
mempunyai anak kecil sebesar 29 persen, dan yang ketiga kelayan 
rujuk dengan suami sebesar 20 persen.  
Tabel  19 . Kelayan Panti Karya Wanita “Wanita Utama” 
Surakarta Berdasarkan Umur 
No Umur Tahap I 
(Jan s/d Juni) 
Tahap II 
(Juli s/d Des) 
Jumlah 
1. 15 s/d 20 tahun 9 10 19 
2. 21 s/d 25 tahun 11 12 23 
3. 26 s/d 30 tahun 12 12 24 
4. 31 s/d 35 tahun 9 16 25 
5. 36 s/d 40 tahun 12 11 23 
6. 41 s/d 45 tahun 9 7 16 
7 46 s/d50 tahun 6 2 8 
8. 51 s/d 55 tahun 2 - 2 
TOTAL 70 70 140 
Sumber Data : Panti Karya Wanita “Wanita Utama” Surakarta, 2007 
Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa sebagian besar 
kelayan Panti Karya Wanita “Wanita Utama” Surakarta berumur 
antara 31 s/d 35 tahun yaitu sebesar 18 persen. Kemudian disusul yang 
berumur 26 s/d 30 tahun sebesar 17 persen, dan yang berumur 21 s/d 
25 tahun sebesar 16 persen.  
Tabel 20 . Data Kelayan Panti Karya Wanita “Wanita Utama” 
Surakarta Berdasarkan Status 
No Status Tahap I 
(Jan s/d Juni) 
Tahap II 
(Juli s/d Des) 
Jumlah 
1. Belum kawin 17 26 43 
2. Kawin 33 33 66 
3. Janda 20 11 31 
TOTAL 70 70 140 
Sumber Data : Panti Karya Wanita “Wanita Utama” Surakarta, 2007 
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Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa 47 persen 
kelayan sudah berstatus kawin. Sementara yang belum kawin sebesar 
31 persen dan presentase terkecil dilakukan oleh yang berstatus janda 
yaitu sebesar 22 persen.  
Tabel  21. Data Kelayan Panti Karya Wanita “Wanita Utama” 
Surakarta Berdasarkan Agama 
No Agama  Tahap I 
(Jan s/d Juni) 
Tahap II 
(Juli s/d Des) 
Jumlah 
1. Islam 65 65 130 
2. Kristen 2 5 7 
3. Katholik 3 - 3 
TOTAL 70 70 140 
Sumber Data : Panti Karya Wanita “Wanita Utama” Surakarta, 2007 
Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa 93 persen kelayan 
menganut agama Islam, kemudian 5 persen beragama Kristen dan 2 
persennya lagi beragama Katholik. 
Tabel 22 . Data Kelayan Panti Karya Wanita “Wanita Utama” 
Surakarta Berdasarkan Pendidikan 
No Agama  Tahap I 
(Jan s/d Juni) 
Tahap II 
(Juli s/d Des) 
Jumlah 
1. Buta Huruf 18 13 31 
2. DO SD 18 18 36 
3. SD 17 17 34 
4. DO SLTP 3 5 8 
5. SLTP 5 9 14 
6. DO SLTA 2 2 4 
7. SLTA 7 6 13 
TOTAL 70 70 140 
Sumber Data : Panti Karya Wanita “Wanita Utama” Surakarta, 2007 
Berdasarkan data tersebut diatas, menunjukkan bahwa kelayan 
Panti Karya Wanita”Wanita Utama” Surakarta sebagian besar DO 
Sekolah Dasar, yaitu sebesar 26 persen, dan yang berpendidikan SD 
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sebesar 24 persen kemudian disusul yang buta huruf sebesar 22 
persen. 
Kelayan yang dibina di Panti Karya Wanita “Wanita Utama” 
Surakarta dikirim dari berbagai daerah Provinsi Jawa Tengah. Adapun 
Dinas Pengirim kelayan dapat dilihat pada tabel berikut. 
Tabel 23. Data Kelayan Panti Karya Wanita “Wanita Utama” 
Surakarta Berdasarkan Dinas Pengirim 
No Dinas  
Pengirim  
Tahap I 
(Jan s/d Juni) 
Tahap II 
(Juli s/d Des) 
Jumlah 
1. Ponorogo - 1 1 
2. Surakarta 50 12 62 
3. Boyolali - 1 1 
4. Semarang - 43 43 
5. Banjarnegara 6 8 14 
6. Purwodadi 3 1 4 
7. Cilacap 11 - 11 
8. Klaten - 4 4 
TOTAL 70 70 140 
Sumber Data : Panti Karya Wanita “Wanita Utama” Surakarta, 2007 
Berdasarkan data tersebut diatas, menunjukkan bahwa 83 persen 
kelayan  dikirim dari Dinas Surakarta, dan 31 persen dikirim dari 
Dinas Semarang, dan Dinas pengirim yang paling kecil presentasenya 
adalah Boyolali dan Ponorogo yaitu hanya sebesar 0,7 persen. 
Kelayan yang dibina di Panti Karya Wanita “Wanita Utama” 
Surakarta berasal dari berbagai daerah. Berdasarkan tabel di bawah 
ini, menunjukkan bahwa sebagian besar kelayan berasal dari 
Semarang yaitu sebanyak 22 orang atau sekitar 16 persen, Surakarta 
dan Wonogiri menempati urutan kedua yaitu sebanyak 12 orang atau 
sekitar 9 persen, dan urutan yang berikutnya adalah berasal dari 
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Sragen, Cilacap, Purbalingga dan Demak sebanyak 8 orang atau 
sekitar 6 persen. 
Tabel 24. Data Kelayan Panti Karya Wanita “Wanita Utama” 
Surakarta Berdasarkan Asal Kelayan 
No Daerah Asal Tahap I (Jan s/d Juni) 
Tahap II 
(Juli s/d Des) Jumlah 
1. Boyolali 1 4 5 
2. Surakarta 8 4 12 
3. Salatiga 1 - 1 
4. Wonogiri 9 3 12 
5. Sragen 6 2 8 
6. Karanganyar 4 3 7 
7. Ponorogo 2 1 3 
8. Purwodadi 2 5 7 
9. Sukoharjo 6 1 7 
10. Klaten 4 - 4 
11. Sumedang 1 - 1 
12. Cilacap 8 - 8 
13. Malang 1 - 1 
14. Brebes 1 - 1 
15. Banyumas 1 - 1 
16. Purbalingga 5 3 8 
17. Kendal 2 - 2 
18. Ciamis 1 - 1 
19. Jombang 1 - 1 
20. Jakarta 2 - 2 
21. Gunung Kidul 1 1 2 
22. Banyuwangi 1 - 1 
23. Kebumen 1 - 1 
24. Lampung 1 1 2 
25. Semarang - 22 22 
26. Magelang - 2 2 
27. Demak  8 8 
28. Wonosobo - 1 1 
29. Bantul - 1 1 
30. Sumatra  - 1 1 
31. Banjarnegara - 1 1 
32. Pati 1 - 1 
33. Minahasa - 1 1 
34. Solok - 1 1 
35.  Purwokerto - 4 4 
36.  Cirebon - 1 1 
TOTAL 70 70 140 
Sumber Data : Panti Karya Wanita “Wanita Utama” Surakarta, 2007 
Selain mengadakan wawancara dengan koordinator Staf 
Penyantunan penulis juga melakukan wawancara dengan Koordinator 
Staf Rehabilitasi dan Penyaluran, yaitu Dra. Anik Tri Rochwati, yang 
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dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2007. Berikut hasil 
wawancaranya. 
Kegiatan yang dilakukan di Panti Karya Wanita “Wanita 
Utama” Surakarta diarahkan pada ketrampilan sesuai dengan 
bakat masing-masing kelayan (salon, menjahit dan tata boga). Di 
samping mendapatkan ketrampilan, kelayan juga mendapatkan 
bimbingan individu, dan kelompok. Pembimbing sosial dalam 
hal ini lebih menitik beratkan pada pemberian motivasi dan 
suport kepada kelayan agar kerasan tinggal di Panti Karya 
Wanita “Wanita Utama” Surakarta dan tekun mengikuti kegiatan 
yang ada. Selain bimbingan individu kelayan juga mendapatkan 
bimbingan mental, diutamakan pada bimbingan kerohanian yang 
diberikan 5 (lima) kali dalam seminggu. Materi kerohanian 
disampaikan oleh instruktur dari Departemen Agama Surakarta 
dan para tokoh agama setempat. Bimbingan mental ini bertujuan 
untuk memperbaiki perilaku dan sikap daripada kelayan yang 
selama ini jauh dari sikap hidup normatif di masyarakat. Panti 
Karya Wanita “Wanita Utama” Surakarta juga memberi 
bimbingan fisik, dengan tujuan untuk menjaga kesehatan dan 
sebagai refreshing dalam mengikuti pembinaan. Kegiatan 
olahraga tersebut diadakan pada hari Rabu, seperti voly, kasti 
dan lain-lain. Dan Jumat untuk olahraga senam. Kemudian untuk 
menumbuhkan kesadaran hidup bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara bagi kelayan, Panti Karya Wanita “Wanita Utama” 
Surakarta bekerjasama dengan Polsek Laweyan yang 
dilaksanakan seminggu sekali untuk memberikan pengetahuan 
dan kedisiplinan kelayan sehingga nantinya setelah kembali ke 
masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan yang 
normatif di masyarakat. Panti Karya Wanita “Wanita Utama” 
Surakarta juga memberikan ketrampilan alternatif yaitu 
ketrampilan praktis seperti membuat bunga sintesis, amplop, 
memayet dan ketrampilan home industri seperti membuat jamu 
beras kencur, peyek kacang dan teri. Ketrampilan alternatif 
diadakan seminggu sekali. Kelayan yang sudah selesai 
mengikuti pembinaan di Panti Karya Wanita “Wanita Utama” 
Surakarta, disalurkan sesuai daerah asal kelayan dengan dibekali 
paket modal kerja yang berupa barang seperti peralatan salon, 
mesin jahit, peralatan masak. Untuk memonitor kelayan yang 
telah disalurkan pihak Panti Karya Wanita “Wanita Utama” 
Surakarta melakukan kegiatan pembinaan lanjut yaitu dengan 
cara home visit. 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas, diharapkan para kelayan 
setelah keluar dari Panti Karya Wanita “Wanita Utama” Surakarta 
dapat kembali ke jalan yang benar, karena mereka sudah diberikan 
bimbingan dan keterampilan sebegitu padatnya. Adapun jadwal 
kegiatan kelayan selama di Panti Karya Wanita “Wanita Utama” 
Surakarta dapat dilihat pada Lampiran 7. Dan bagi kelayan yang telah 
disalurkan (sesuai daerah asal kelayan) diharapkan dapat 
menggunakan ketrampilannya sebagai bekal dalam kehidupannya. 
Dalam menjalankan tugasnya Panti Karya Wanita “Wanita 
Utama” Surakarta dibantu oleh Staf Tata Usaha. Maka dari itu dalam 
penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan informan 
Sukapdi, S.Pd, selaku Kepala Tata Usaha Panti Karya Wanita “Wanita 
Utama” Surakarta yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2007. 
Berikut hasil wawancaranya. 
Untuk mendukung kelancaran kegiatan Panti Karya 
Wanita “Wanita Utama” Surakarta Staf Tata Usaha melakukan 
kegiatan yang pertama adalah kegiatan urusan tata usaha yang 
meliputi administrasi umum, pelaporan, dan ruang data (data 
pegawai, data kelayan, data penyaluran, dan sebagainya), yang 
kedua adalah kegiatan kepegawaian yang meliputi gaji berkala, 
pengiriman laporan dafta hadir pegawai, pembuatan surat tugas 
dalam rangka koordinasi ke Dinas terkait se Jawa Tengah, yang 
ketiga adalah urusan keuangan, dan yang keempat adalah urusan 
perlengkapan yang meliputi penyediaan fasilitas dan 








f. Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Sebelas Maret (PPK-
UNS) 
Pusat Penelitian Kependudukan UNS berada dibawah naungan 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNS 
merupakan salah satu lembaga yang mempunyai minat besar dalam 
melakukan kajian dan penelitian mengenai perkembangan fenomena 
kependudukan baik secara mikro maupun secara makro, secara intern 
maupun bentuk kerjasama. 
Pusat penelitian kependudukan mempunyai visi dan misi, 
sebagai berikut : 
1) VISI 
a) Sebagai pusat kajian pemikiran, pengkajian dan 
pengembangan IPTEK bidang kependudukan. 
b) Sebagai pusat acuan berbagai kajian bidang kependudukan 
dalam kaitannya dengan pembangunan tingkat regional 
maupun nasional sesuai perkembangan masyarakat. 
2) MISI 
a) Melakukan kajian berbagai fenomena kependudukan seiring 
dengan kemajuan IPTEK dan perkembangan masyarakat 
b) Mendorong kerjasama dengan semua pihak yang 
berkepentingan (stakeholder) dalam melakukan pengkajian 
dan pembangunan bidang kependudukan. 
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c) Memberikan masukan bagi perencanaan pembangunan baik 
pada tingkat regional, nasional, maupun internasional yang 
berorientasi pada peningkatan kualitas SDM. 
Adapun ruang lingkup kajian PPK-UNS adalah : 
1) Kebijakan kependudukan, penduduk dan pembangunan, sistem 
administrasi kependudukan 
2) Fertilitas, mortalitas, mobilitas penduduk, pola migrasi dan 
urbanisasi. 
3) Proyeksi penduduk 
4) Ketenagakerjaan, pengangguran dan Perencanaan Tenaga Kerja 
Daerah (PTKD) 
5) LANSIA 
6) Pekerja anak, anak jalanan anak yang dilacurkan 
7) Sektor informal 
8) Penduduk dan kemiskinan, kesehatan, pendidikan 
Untuk mengetahui langlah-langkah yang dilakukan oleh PPK-
UNS dalam mengimplementasikan Pasal 66 UU RI No. 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak, penulis melakukan wawancara 
dengan informan Ir. Retno Setyowati Gito D. M.S., selaku Kepala 
PPK-UNS pada hari Sabtu, tanggal 12 Januari 2008. Berikut hasil 
wawancaranya. 
PPK UNS ini bertujuan untuk memperoleh informasi 
dan menganalisis berbagai fenomena di bidang kependudukan 
pada tingkat lokal, regional, nasional dan internasional, 
kemudian menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan 
berbagai pihak dalam bidang kependudukan, selain itu juga 
terciptanya jaringan kerja dalam penyediaan informasi di 
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bidang kependudukan untuk mendukung pelaksanaan 
pembangunan, dan PPK juga bertujuan menyebarluaskan 
informasi kependudukan serta memberikan jasa konsultasi, 
advokasi, pelatihan, dan sejenisnya kepada semua pihak yang 
terkait dengan lingkungan pembangunan di bidang 
kependudukan. 
PPK UNS mempunyai progran kerja yang dibagi dalam 
kegiatan-kegiatan seperti penelitian, seminar, workshop, 
pendampingan, advokasi dan pengembangan masyarakat, serta 
menerbitkan jurnal. Secara rutin PPK menerbitkan jurnal 
“Penduduk dan Pembangunan” dua kali dalam setahun (Juli 
dan Desember). 
Salah satu ruang lingkup kajian PPK-UNS adalah pekerja 
anak, anak jalanan, anak yang dilacurkan. PPK-UNS telah melakukan 
beberapa penelitian tentang hal tersebut, yang pertama, penelitian 
yang dilakukan oleh Yayasan Kakak pada tahun 2000 yang berhasil 
menjangkau 50 orang anak yang dilacurkan di Surakarta, yang kedua 
pada tahun 2002 dilakukan penelitian partisipatori, kerjasama antara 
PPK-UNS dengan UNICEF tentang Anak yang Dilacurkan di 
Surakarta dan Indramayu, yang berhasil menemukan 17 orang anak 
yang dilacurkan. Penelitian ini hanya dilakukan di dua wilayah 
Kecamatan di Kota Surakarta, yaitu Kecamatan Banjarsari dan 
Laweyan dan yang ketiga, PPK-UNS juga mengadakan penelitian 
partisipatori, kerjasama PPK-UNS dengan UNICEF tentang 
“Pemetaan terhadap Anak yang Dilacurkan di Surakarta Tahun 2004”. 




Selain mengadakan penelitian terhadap Anak yang Dilacurkan 
di Surakarta PPK-UNS dalam usaha menangani Anak yang 
Dilacurkan juga mengadakan pelatihan-pelatihan bagi pelajar-pelajar 
SMP dan anak-anak drop-out yang dilaksanakan mulai tahun 2004 
dengan materi kesehatan reproduksi dan hak anak. PPK-UNS 
bekerjasama dengan seluruh SMP di Kota Surakarta. Diharapkan 
dengan pelatihan atau sosialisasi tersebut para siswa SMP dapat 
menjadi kader dan menyebarluaskan kepada teman-temannya. 
Pelatihan ini dilakukan setiap tahun 3 kali/angkatan. Setiap angkatan 
berjumlah 20 anak. Jadi untuk setiap tahunnya anak yang 
mendapatkan pelatihan berjumlah 60 orang. Sampai tahun 2007 sudah 
berjumlah 240 anak yang telah mendapatkan pelatihan. Kegiatan 
pelatihan bertempat di Hotel Indah Jaya, Kusuma Kartika, dan 
Gedung Yayasan Penderita Anak Cacat (YPAC) Soeharso. 
Selain melakukan penelitian dan pelatihan, PPK-UNS juga 
mengadakan program ketahanan keluarga, yaitu dengan memberikan 
sosialisasi kepada ibu/bapak/remaja di kecamatan-kecamatan yang 
dianggap rawan terhadap eksploitasi seksual komersial anak, seperti 
daerah Sambeng Banjarsari. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 
tahun 2005 dan 2006. Pihak PPK- UNS berperan sebagai pelatih atau 
narasumber untuk melatih kader-kader desa yang diharapkan dapat 
memberi pengarahan kepada masyarakat melalui kegiatan PKK, 
Karang Taruna, Pengajian, Pendalaman Al-Kitab. Kegiatan sosialisasi 
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tersebut diadakan di rumah penduduk, rumah Kepala Desa maupun di 
gedung PKK. 
Faktor-faktor yang memberikan kontribusi dan mendorong 
masuknya anak-anak ke dalam dunia pelacuran meliputi masalah 
ekonomi, rumah tangga yang tidak harmonis, keinginan untuk 
memperoleh uang secara cepat, pengaruh teman-teman, gaya hidup 
perkotaan yang konsumtif, masalah dengan pacar, adanya kepercayaan 
bahwa berhubungan dengan anak yang masih perawan dapat membuat 
laki-laki awet muda dan meningkatkan kejantanannya, tradisi kawin 
muda, dan  rendahnya tingkat pendidikan. (Hasil wawancara dengan 
informan Ir. Retno Setyowati Gito D. MS, 12 Januari 2008) 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan UNICEF –PPK-
UNS tentang “Pemetaan Anak yang Dilacurkan di Kota Surakarta 
Tahun 2004” bahwa sistim operasi Anak yang Dilacurkan di Kota 
Surakarta dilakukan melalui penampungan, salon, hotel, di pinggir 





Sistim Operasi Anak yang Dilacurkan di Kota Surakarta 
Tabel 25. 
Jalur Operasi Anak yang Dilacurkan 
No Tinjauan 





di dalam lokasi 
penampungan, 
AYLA hanya keluar 
Penampungan ketika 
ia di-booking oleh 
orang, itupun diantar 
oleh orang-orang 




dihabiskan di salon, 
mereka menunggu 
pelanggan yang akan 
membooking.Transak
si serta aktivitas 
seksual dilakukan 
dalam salon itu juga, 
kecuali jika ada 
kesepakatan untuk 
pergi ke hotel. 
Sebagian besar aktivitas 
dihabiskan di dalam 
hotel bersama dengan 
teman yang lain, 
biasanya menunggu 
pelanggan di hotel, 
kecuali jika sedang sepi 
mereka kadang keluar 
untuk mencari pelanggan 
di luar hotel 
Aktivitas pada saat 
beroperasi 
dilakukan di 
jalan, tetapi pada 
saat kosong 
mereka sering 
berada di rumah 




dikontrol dari dalam kos, 












bisanya tidur dan 
malam hari bekerja. 
Setengah hari berada 
di salon, tetapi 
mereka akan datang 
jika ada pelanggan 
yang mencari 
untuk dibooking. 
24 jam berada didalam 
komunitas hotel, 
biasanya siang hari tidur 
atau ngobrol dengan 
teman dan malam hari 
menjalankan pekerjaan 
yang digeluti. 
Berada di jalan 
malam hari, siang 
biasanya ada di 
kos, hotel atau 
rumah, jika mereka 
asli Solo. 
Bebas menurut kehendak 
hatinya, namun mereka 
tidak menolak jika ada 



















Sangat erat, karena tinggal 
satu rumah 
dengan mucikari dalam 
jangka waktu yang lama 
setiap harinya 
Erat, karena berada 
dalam satu rumah/ 
tempat yang sama 
dengan mucikari yang 
juga berdiam diri di 
salon 
Kurang erat, karena 
hubungan hanya sebatas 
kontak bisnis, yaitu 
mucikari mencari 
pelanggan dan Anak yang 
Dilacurkan memberikan 




Kurang erat, karena 
hanya sebatas 
kontak bisnis, yaitu 
mucikari mencari 













Sebatas kontak bisnis 
 
Sebatas kontak bisnis 
 






















Erat karena berada dalam 
satu rumah dan mereka 
merasa memiliki perasaan 
dan nasib yang sama 
Erat karena berada 
dalam satu rumah 
namun lebih lanjut 
hubungan mereka 
hanya sebatas 
pergaulan mereka saja 
Erat karena berada dalam 
satu rumah dan mereka 
merasa memiliki perasaan 
dan nasib yang sama 
Kurang erat karena 





Tidak erat, karena 
berdiri sendiri, 
kalaupun ada 
hubungan itu hanya 
sebatas kenal biasa 




Berdasarkan hasil penelitian UNICEF-PPK-UNS tentang 
Pemetaaan Anak yang Dilacurkan di Kota Surakarta (2004: 26) 
ditemukan sebanyak 117 anak. Keberadaaan anak-anak tersebut 
tersebar di seluruh Wilayah Kota Surakarta. Adapun perinciannya 
dapat dilihat pada tabel berikut. 
Tabel 26. Persebaran Anak yang Dilacurkan di Kota Surakarta 
No Kecamatan Jumlah 
1. Jebres 7 
2. Banjarsari 55 
3. Laweyan 10 
4. Serengan 24 
5. Pasar kliwon 21 
TOTAL 117 
Sumber Data : PPK-UNS 
Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa kecamatan yang 
paling rawan terhadap ESKA adalah Banjarsari, kemudian Serengan 
dan Pasar Kliwon. 
 
g. Korban Eksploitasi Seksual Komersial anak (ESKA) 
Selain melakukan penelitian terhadap instansi-intansi terkait 
(DKRPPKB, Poltabes Surakarta, Rumah Sakit, LSM Kakak, Panti 
Karya Wanita “Wanita Utama” Surakarta, dan PPK- UNS) dalam 




Perlindungan Anak, penulis juga melakukan wawancara terhadap anak 
korban eksploitasi seksual komersial.  
Terbentuknya kepribadian seseorang telah dimulai sejak mereka 
masih anak-anak, saat masih tinggal bersama keluarga. Kondisi dalam 
keluarga itulah yang dikemudian hari akan mempengaruhi 
perkembangan kepribadian anak yang bersangkutan. Seperti kondisi 
ekonomi, latar belakang keluarga Anak yang Dilacurkan menunjukkan 
kondisi yang kurang mendukung bagi perkembangan kepribadian dan 
pola perilaku penyesuaian diri yang diharapkan. Kondisi ekonomi 
dapat memberikan gambaran bahwa mayoritas anak-anak yang 
dilacurkan berasal dari keluarga miskin. Ini membuat anak-anak 
tersebut mengakui bahwa kemiskinan membuat mereka tidak bisa 
mengikuti mode dan mencukupi kebutuhan pribadi seperti membeli 
baju baru hingga rokok dan narkoba.  
Kurangnya perhatian dan bimbingan dari orang tua (broken 
home) juga mengakibatkan anak-anak kurang mendapatkan dasar-
dasar pembentukan moralitas (penghayatan nilai-nilai normatif) yang 
sebenarnya penting untuk mengatur penyaluran dorongan-dorongan 
selain faktor di atas, pengalaman seksual dini dan pengaruh 
lingkungan juga mendorong anak untuk masuk dalam dunia prostitusi. 
1) Latar Belakang Keluarga 
Melati, 18 tahun (bukan nama sebenarnya), adalah anak 
tunggal dimana ayahnya seorang Pegawai Kantor Pos, ibu Melati 
sudah meninggal, dan ayahnya menikah lagi. Dengan ibu tirinya, 




dia sekolah di STM Surabaya jurusan otomotif. Selama berada di 
kos, Melati mengenal pergaulan bebas sehingga dia hanya sampai 
kelas 2 terus keluar (drop-out). Kemudian Melati menyusul orang 
tuanya ke Semarang karena dipindah tugaskan (yang sebelumnya 
bekerja di Purwodadi). Di Semarangpun, Melati terus cekcok sama 
ibu tirinya. Karena tidak betah dengan suasana keluarga yang 
berantem terus, Melati pergi dari rumah dan bertempat tinggal di 
tempat kos. Selama pergi dari rumah itulah, Melati semakin jauh 
terlibat dalam pergaulan bebas dan akhirnya mulai terjun sebagai 
PSK. Setelah enam (6) bulan lebih Melati baru bisa diketemukan 
oleh keluarganya karena Melati terkena razia di Semarang.  
Melati mewakili potret anak yang dilacurkan dengan latar 
belakang keluarga yang tidak harmonis (broken home). Ada anak 
yang kedua orang tuanya bercerai. Ada yang harus tinggal bersama 
ibu tirinya dan ada pula yang tinggal pergi  oleh ayahnya atau 
ibunya begitu saja baik sekedar berselingkuh atau bahkan menikah 
lagi. Suasana rumah yang tidak harmonis menjadi faktor 
pendorong bagi anak untuk terjun ke dunia pelacuran. Pada 
mulanya hanya sekedar keluar malam dan nongkrong di suatu 
tempat untuk melepaskan diri dari kesuntukan akibat suasana 
keluarga yang tidak menyenangkan. Di tempat itu ia bertemu 
dengan rekan-rekan senasib sepenanggungan oleh karena 
kesamaan nasib yang dimiliki timbul kedekatan antara satu dengan 
yang lain. Karakter remaja yang masih labil membuat mereka 
sangat mudah terpengaruh, termasuk terpengaruh untuk terjun ke 






2) Pengalaman Seksual Dini 
Tidak ada niatan dalam diri Bunga (13 tahun, nama samaran), 
untuk terjun ke dunia prostitusi. Ayahnya yang hanya seorang 
tukang ojek, membuatnya hanya sempat mengenyam pendidikan 
sampai dibangku kelas 2 SD. Pada saat berusia dua belas tahun ia 
diperkosa oleh ayah angkatnya. Hal itu membuat dirinya pergi dari 
rumah dan menumpang hidup di rumah temannya. Desakan 
ekonomi dan faktor lingkungan di tambah perasaan kepalang basah 
karena sudah tidak perawan lagi, akhirnya Bungapun tak kuasa 
menolak ajakan teman yang ia tumpangi untuk terjun ke dunia 
komersial yang kebetulan juga berprofesi sebagai PSK. Uang yang 
diperoleh hanya dipergunakan untuk membeli baju dan main ke 
mal. 
Bunga merupakan salah satu Anak yang Dilacurkan yang 
mengalami pengalaman seksual usia dini, yakni pada saat usia 12 
tahun ia diperkosa oleh ayah angkatnya. Berdasarkan penelitian 
yang dilakukan oleh Yayasan Kakak terhadap anak-anak yang 
dilacurkan (2002, 39) menyebutkan bahwa dari 50 Anak yang 
Dilacurkan mengalami pengalaman seksual dini, yakni saat usia 
mereka berada pada kisaran 12 tahun hingga 17 tahun. 
3) Pengaruh lingkungan (terbujuk teman) 
Anggun, 14 tahun lulusan SMP (bukan nama sebenarnya) 
berasal dari keluarga yang broken home. Orang tuanya bercerai dan 
ibunya mempunyai suami lagi. Anggun tidak mau mempunyai 
bapak tiri, maka Anggun pun pergi dari rumah, dan kerja sebagai 
penunggu toko.  Dalam perkembangannya Anggun terkena 
pengaruh temannya sehingga ia mau diajak untuk “main”. Pada 
waktu itu keperawanannya cuma dihargai Rp. 200.000,00 karena 
merasakan enak mendapatkan uang banyak tanpa harus kerja keras 
dan cepat, maka ia pun menekuni dunia tersebut. Tetapi setiap 
“kerja” uang yang ia dapatkan harus disetor ke seseorang yang 
pernah memrawani dia dulu dan berjanji akan menikahinya. Pada 
akhirnya Anggun terkena razia. Orang tua Anggun tidak tahu apa 
pekerjaan anaknya. Walaupun Anggun sekarang berada di Panti 




pembinaan tetapi orang yang berjanji untuk menikahinya tidak 
pernah datang menjenguknya. 
Tak ada satupun Anak yang Dilacurkan sengaja 
menjerumuskan diri ke dalam dunia prostitusi. Oleh karena itu, tak 
satupun yang berkeinginan untuk selamanya berada dalam dunia 
tersebut. Dari penuturan Anak yang Dilacurkan, mereka 
sebenarnya ingin keluar dari dunia prostitusi, seperti halnya orang 
dewasa pada umumnya, mereka ingin menikah, punya anak dan 
membentuk keluarga yang bahagia. Tetapi keinginan tersebut tidak 
bisa dilakukan begitu saja. Ada beberapa faktor yang menjadi 
penguat bagi anak-anak yang dilacurkan tersebut untuk tetap 
menekuni profesinya. Menurut  Irwanto  (2002: 73)  mengatakan 
bahwa penelitian yang dilakukan tim Yayasan Kakak bahwa 
sebanyak 72 persen dari Ayla yang berhasil dijangkau 
mengungkapkan bahwa faktor penguat untuk tetap menjadi Anak 
yang Dilacurkan adalah karena dengan cara itu mereka punya uang 
sendiri. Sebanyak 22 persen mengatakan adanya kesenangan 
karena banyak teman, 20 persen mengatakan dengan begitu mereka 
mendapatkan kebebasan untuk berhura-hura seperti orang kaya, 
sebanyak 6 persen mengungkapkan dengan menjadi Anak yang 
Dilacurkan mereka memperoleh kepuasan terhadap keinginan balas 
dendam kepada laki-laki, sedangkan 4 persen mengatakan bahwa 
menjadi Anak yang Dilacurkan berarti merupakan jalan baginya 




Sebagian besar Ayla di Surakarta telah mempunyai 
pengetahuan yang cukup memadai tentang kesehatan reproduksi. 
Mereka telah mengetahui bagaimana orang bisa hamil bisa 
melakukan hubungan seksual. Mereka juga telah mengetahui 
bahwa berhubungan seksual dengan pasanganyang berbeda-beda 
akan membuat mereka rentan terkena Penyakit Menular Seksual 
(PMS). Pengetahuan tersebut ternyata tidak menjamin bahwa 
mereka akan benar-benar mnerapkan pengetahuannya itu. Sebagian 
Anak yang Dilacurkan memang selalu menggunakan alat 
kontrasepsi, biasanya berupa kondom bila melakukan hubungan 
sesksual. Disamping untuk mencegah kehamilan, kondom juga 
dipakai untuk mencegah penularan PMS. 
 
2. Kendala-kendala yang Dihadapi Pemerintah Kota Surakarta dalam 
Mengimplementasikan Pasal 66 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak 
Dalam mengimplementasikan Pasal 66 UU RI No. 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Kota Surakarta (dalam hal ini 
adalah DKRPPKB Surakarta, Poltabes Surakarta, Rumah Sakit, LSM 
Kakak, Panti Karya Wanita “Wanita Utama” Surakarta, dan PPK-UNS) 






a. Dinas Kesejahteraan Rakyat Pemberdayaan Perempuan dan 
Keluarga Berencana (DKRPPKB) Surakarta 
Menurut informan Sdr. Budiaji Kristianawati, SH, M.H., selaku 
Kepala Seksi Peningkatan Pemberdayaan Perempuan DKRPPKB 
Surakarta dikatakan bahwa  kendala-kendala yang dihadapi 
DKRPPKB dalam mengimplementasikan Pasal 66 UU RI No. 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah : 
1) Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahayanya 
eksploitasi seksual komersial anak. 
2) Adanya perlawanan dari pihak-pihak lain merasa dirugikan 
(germo, mucikari, bahkan pelaku sendiri) dengan diberlakukannya 
Perda tersebut karena dapat mengurangi aset/pendapatan mereka. 
3) Belum adanya perlindungan bagi saksi sehingga keselamatannya 
kurang terjamin. 
4) Adanya kepercayaan bahwa berhubungan seks dengan anak yang 
masih perawan dapat membuat laki-laki awet muda dan meningkat 
kejantanannya serta beresiko kecil untuk terkena Penyakit Menular 
Seksual (PMS) atau HIV/AIDS. 
5) Penegak hukum yang masih kurang sensitif gender, sehingga 
memperlakukan anak korban ESKA sama seperti orang dewasa. 
6) Masih kurangnya SDM sehingga DKRPPKB dalam melakukan 
pemantauan terhadap anak korban ESKA kurang bisa dilakukan 
secara maksimal. 
7) Terbatasnya waktu dan masih kurangnya pemahaman petugas 
pemantau dalam penanganan ESKA. 
8) Belum adanya tempat Rehabilitasi bagi korban ESKA, selama ini 




b. Poltabes Surakarta (dalam hal Ini adalah Unit RPK, Binamitra 
dan Samapta). 
1) Unit Ruang Pelayanan Khusus (RPK) 
Kendala yang dihadapi Unit RPK dalam penanganan ESKA 
menurut Polwan Bripka Ratna Karlinasari, yaitu sebagai berikut : 
a) Yang bersangkutan (dalam hal ini adalah anak yang dilacurkan 
atau yang disebut dengan istilah Ayla) tidak merasa menjadi 
korban dan tidak merasa dikaryakan, sehingga yang 
bersangkutan tidak bersedia menandatangani Berita Acara 
Pemeriksan (BAP) untuk diproses hukum. 
b) Unit RPK masih kekurangan SDM idealnya harus ada 9 orang 
tetapi RPK baru mempunyai 7 orang. 
 
2) Binamitra Poltabes Surakarta 
Binamitra dalam menangani ESKA juga mengalami 
kendala, seperti yang dikemukakan oleh Komisaris Polisi 
Mardjanto, B.Sc, sebagai berikut : 
a) Masyarakat kebanyakan tidak mau menerima kehadiran 
mereka. Hal tersebut akan mengakibatkan gangguan 
perkembangan dan psikososial sehingga memperumit 




b) Mereka tidak punya bidang keahlian karena faktor tingkat 
pendidikan yang rendah, sehingga mereka tetap menekuni PSK 
sebagai mata pencaharian 
c) Ada anggapan yang keliru dari masyarakat, bahwa dengan 
adanya PSK dapat menambah pendapatan. (dalam hal ini pihak 
yang merasa diuntungkan adalah germo, mucikai, pengantar 
jasa, warung remang-remang). 
d) Masyarakat Indonesia belum terbiasa untuk melaporkan jika 
mereka menengarai adanya kasus perlakuan salah, penelantaran 
dan penjualan anak serta eksploitasi seksual komersial anak 
oleh orang tua mereka sendiri.  
 
3) Samapta Poltabes Surakarta 
Seperti halnya Unit RPK dan Binamitra, Samapta Poltabes 
Surakarta dalam menangani ESKA juga mengalami kendala, 
seperti yang dituturkan Komisaris Polisi H. Sayid, SH. MH, yaitu 
sebagai berikut : 
a) Pelaksanaan hukuman/pemberian sanksi tidak semaksimal 
mungkin sehingga tidak membuat jera para PSK. 
b) Terbatasnya daya tampung Panti Karya Wanita “Wanita 








c. Rumah Sakit (Poliklinik Bhayangkara Polwil Surakarta) 
Kendala yang dihadapi Poliklinik Bhayangkara Polwil 
Surakarta dalam menangani anak korban eksploitasi seksual komersial 
menurut dokter Naniek adalah : 
1) Dokter yang bertugas di Poliklinik Bhayangkara Polwil Surakarta 
masih relatif sedikit. 
2) Sarana prasarana yang belum memadai (ruang pemeriksaan bagi 
pemeriksan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak ) 
 
d. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kakak 
Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan 
Sdr. Shoim Sahriati, S.T., dan Sdr. Andi Susanto, dikatakan  bahwa 
kendala yang dihadapi LSM Kakak dalam menangani ESKA yaitu : 
1) Adanya pandangan masyarakat yang mendiskriminasikan anak-
anak yang berada dalam prostitusi, mereka dianggap sebagai 
pelaku kejahatan. 
2) Kebanyakan dari mereka (germo, mucikari, dan anak yang 
dilacurkan) belum mengetahui adanya UU Perlindungan Anak dan 
Perda Surakarta No. 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan 
Eksploitasi Seksual Komersial. 
3) Belum adanya Peraturan Daerah tentang Pelacuran Anak walaupun 
sudah ada Perda No.3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan 
Eksploitasi Seksual Komersial, tetapi Perda tersebut belum 




4) Adanya berbagai faktor yang membuat anak korban ESKA sulit 
untuk meninggalkan profesinya, seperti tekanan ekonomi, 
lingkungan yang mendukung, tingkat pendidikan yang rendah 
sehingga tidak mempunyai keahlian. 
5) Sifat tertutup dari keluarga person (germo), karena hal ini 
menyangkut tingkat pendapatan mereka 
6) Sikap korban ESKA yang menolak untuk keluar dari prostitusi 
karena jam terbang mereka yang tinggi. 
7) Kurangnya pengalaman dari staf Yayasan Kakak dalam 
pendampingan di lapangan, dan kurangnya pengalaman dalam 
pengelolaan kelompok-kelompok dampingan yang sudah 
terbentuk. 
 
e. Panti Karya Wanita “Wanita Utama” Surakarta 
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan melalui wawancara 
dan kuesioner dengan Koordinator Staf Penyantunan, Koordinator Staf 
Rehabilitasi dan Penyaluran, dan dengan Kepala Tata Usaha maka 
kendala yang dihadapi Panti Karya Wanita “Wanita Utama” Surakarta, 
dalam menangani anak korban eksploitasi seksual komersial adalah 
sebagai berikut : 
1) Kendala Staf Penyantunan 





b) Kurangnya dukungan masyarakat terutama germo atau 
mucikari dalam mengentaskan kelayan. 
2) Kendala Staf Rehabilitasi dan Penyaluran 
a) Peralatan dari ketrampilan kerja banyak yang rusak sehingga 
sangat menganggu praktek kerja kelayan 
b) Tempat praktek yang sempit dan kurang memadai untuk 
kegiatan praktek kerja. 
c) Kompleksnya permasalahan yang dihadapi kelayan sehingga 
memerlukan penanganan serius 
d) Peralatan olahraga terbatas. 
e) Terbatasnya sarana prasarana (sepeda motor) untuk 
pelaksanaan kegiatan bimbingan lanjut, karena selama ini 
menggunakan mobil. 
3) Kendala Staf Tata Usaha 
a) Mesin ketik banyak yang rusak, yang berfungsi hanya 1 buah 
sehingga mengganggu kelancaran kerja. 
b) Ruang kantor yang kurang memadai 
c) Kurangnya meja kursi karena banyak yang rusak, sehingga 
kalau ada kegiatan terpaksa menggunakan meja kursi pegawai. 
d) Komputer sering rusak dan kapasitas hardisknya sangat kecil 
sehingga speednya rendah (jenis AT 486). 





f. Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) UNS  
Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan 
informan  Ir. Retno Setyowati Gito D. M.S., selaku Kepala PPK-UNS, 
dikatakan bahwa PPK-UNS dalam melakukan pelatihan dan sosialisasi 
baik kepada siswa SMP di Kota Surakarta  dan masyarakat tidak 
mengalami kendala bahkan mereka menunjukkan antusias yang tinggi. 
Akan tetapi dalam melakukan penelitian terhadap Anak yang 
Dilacurkan Di Surakarta, PPK-UNS mengalami kendala sebagai 
berikut : 
1) Sulitnya melibatkan mereka dalam proses penelitian, mereka 
merasa curiga terhadap orang yang baru dikenal. 
2) Masyarakat tidak memberi informasi tentang keberadaan Anak 
yang Dilacurkan. Tampak ada kecurigaan terhadap peneliti yang 
dikira calo atau germo yang sedang mencari “bibit baru” prostitusi. 
3) Adanya rasa ketidakrelaan masyarakat apabila  daerahnya 
dianggap sebagai pemasok wanita yang bekerja di dunia prostitusi 
4) Partisipan Anak yang Dilacurkan tidak memberi jalan untuk 
menghubungi sesama Anak yang Dilacurkan 
5) Lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang selama ini 
terkait dengan penanganan prostitusi terutama menyangkut data 
dan informasi tentang penanganan Anak yang Dilacurkan. Hanya 
sedikit sekali yang bisa memunculkan data dan informasi tentang 




Selebihnya mereka hanya memiliki data dan informasi tentang 
keberadaan dan penanganan PSK dewasa. 
6) Peneliti dihadapkan pada dinamika Anak yang Dilacurkan yang 
menyangkut mobilitas tempat tinggal, tempat krja, emosi dan 
temperamen yang tidak stabil, permasalahan antar sesama Anak 
yang Dilacurkan dan sebagainya. 
7) Peneliti harus berhadapan dengan kehidupan Anak yang 
Dilacurkan cukup kompleks (konflik dari orang tuanya atau 
pacarnya, tindak kekerasan yang dialami oleh Anak yang 
Dilacurkan, sakit yang dialami oleh Ayla (Penelitian Partisipatori, 
UNICEF-Indonesia, 2002: 19-20). 
Berdasarkan kerangka teoritik dan hasil penelitian yang penulis lakukan, 
menunjukkan bahwa implementasi Pasal 66 UU RI No. 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak di Kota Surakarta belum dapat dilaksanakan 
secara maksimal, hal tersebut dianalisis melalui faktor-faktor bekerjanya 
hukum dalam masyarakat berdasarkan teori bekerjanya hukum dari Lawrence 
M. Friedman bahwa hukum itu merupakan gabungan komponen substansi, 
struktur, dan kultur. Untuk lebih jelasnya akan penulis uraikan sebagai 
berikut:  
1. Substansi 
Timbulnya suatu kebijakan negara disebabkan karena adanya gejala 
yang muncul atau dirasakan di dalam masyarakat. Berkenaan dengan itu 
kebijakan negara menekankan kepada keinginan rakyat banyak yang hidup 




kemauan elite yang berkuasa. Namun demikian, hal yang paling esensial 
dalam kebijakan negara adalah usaha untuk melaksanakan kebijakan itu. 
Jika kebijakan telah diformulasikan kebijakan tersebut tidak akan berhasil 
dan terwujud, bilamana tidak diimplementasikan. Menurut Oberlin (1989: 
149) menyatakan bahwa “Tanpa suatu pelaksanaan, maka suatu kebijakan 
yang telah dirumuskan menjadi sia-sia belaka”. 
Eksploitasi Seksual Komersial Anak, merupakan salah satu dari 
permasalahan sosial yang ada, yang harus segera ditangani secara serius. 
Pemerintah Indonesia telah berusaha menangani masalah ESKA tersebut 
dengan membuat UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang 
tercantum dalam Pasal 66 yang menyatakan bahwa : 
a. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi 
dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 merupakan 
kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. 
b. Perlindungan khusus terhadap anak-anak yang dieksploitasi 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui : 
1) penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak 
yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual 
2) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi, dan 
3) pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, 
lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan 




c. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, atau 
turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1). 
Untuk melaksanakan Pasal 66 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak tersebut maka Pemerintah Kota Surakarta membuat 
Peraturan Daerah Surakarta No 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan 
Eksploitasi Seksual Komersial dan menyusun Rencana Aksi Kota (RAK) 
Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak Kota Surakarta yang 
disyahkan oleh Walikota Surakarta pada tanggal 12 April 2006. 
Agar penanganan masalah Eksploitasi Seksual Komersial Anak 
berjalan lancar maka Pemerintah Kota Surakarta dalam hal ini DKRPPKB 
bekerjasama dengan beberapa instansi  terkait,  yaitu  Poltabes    Surakarta, 
Rumah Sakit (Poliklinik Bhayangkara Polwil Surakarta), LSM Kakak, 
Panti Karya Wanita “Wanita Utama” Surakarta, PPK-UNS dan korban 
ESKA. 
Setelah penulis mengadakan penelitian ke berbagai instansi terkait 
maka diperoleh permasalahan yaitu bahwa implementasi Pasal 66 UU RI 
No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Pemerintah Kota 
Surakarta belum bisa dilaksanakan secara maksimal, karena secara 
substansi hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor berikut :  
a. Di dalam Perda Surakarta No. 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan 




keberadaan prostitusi anak. Perda tersebut hanya mengatur tentang 
eksploitasi seksual komersial secara umum. 
b. Belum adanya Peraturan Daerah yang khusus mengatur tentang 
Pelacuran Anak. 
c. Sanksi yang diberikan dalam Perda No. 3 Tahun 2006 belum bisa 
dilaksanakan semaksimal mungkin, karena belum mencantumkan  
batas minimal sanksi pidana atau denda. 
 
2. Struktur Hukum 
Struktur hukum (kelembagaan) selaku pelaksana kebijakan erat 
hubungannya dengan hukum, karena struktur hukum sangat diperlukan 
dalam penerapan suatu hukum. Kelembagaan disini bisa berupa lembaga 
pemerintah maupun non pemerintah. Maka dari itu diperlukan faktor 
komunikasi dalam melakukan implementasi suatu kebijakan. Seperti 
dikemukakan Edward III (dalam Joko Widodo, 2007: 97) bahwa faktor 
komunikasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap 
keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Komunikasi 
diartikan sebagai proses penyampaian informasi oleh komunikator kepada 
komunikan. Komunikasi kebijakan berarti proses penyampaian informasi 
kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada pelaksana 
kebijakan (policy implementors). Informasi kebijakan publik perlu 
disampaikan kepada pelaku agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, 




groups) apa yang harus dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan 
kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan 
dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. 
Begitu juga dalam penerapan Pasal 66 UU RI No. No. 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak, peran dari lembaga-lembaga tersebut 
sangat dibutuhkan sekali. Dalam pasal 66 UU Perlindungan Anak 
dinyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi 
secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana anak yang dimaksud dalam 
pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan 
masyarakat. 
Berdasarkan pasal 66 tersebut jelas sekali bahwa pemerintah dan 
masyarakat dituntut peran sertanya dalam memberikan perlindungan 
khusus terhadap anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual. 
Maka dari itu untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak yang 
tereksploitasi secara seksual, Pemeritah Kota Surakarta membuat Perda 
Surakarta No. 3 Tahun 2006 dan  menyusun Rencana Aksi Kota 
Penghapusan ESKA. Maka untuk melaksanakan Perda dan RAK-PESKA 
tersebut Pemerintah Surakarta dalam hal ini DKRPPKB bekerjasama 
dengan instansi-instansi terkait, yang meliputi Poltabes Surakarta, Rumah 
Sakit(Poliklinik Bhayangkara Polwil Surakarta), LSM Kakak, Panti Karya 
Wanita “Wanita Utama” Surakarta, PPK-UNS dan korban ESKA. Agar 
pelaksanaan Perda dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka 




peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ESKA, pemantauan 
terhadap korban ESKA dan membuat pelaporan. Dalam pelaksanaan Perda 
tersebut dirasakan adanya kekuatan-kekuatan sosial. 
Dalam mengimplementasikan Pasal 66 UU RI NO. 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Kota Surakarta menghadapi 
kendala, karena secara struktur hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor 
berikut :  
a. Para penegak hukum masih di latarbelakangi oleh cara pandang yang 
sensitif gender. Mereka masih memperlakuan anak korban ESKA sama 
dengan orang dewasa. Bahkan dari pihak aparat penegak hukum 
sendiri ada yang menjadi pengguna dari anak yang dilacurkan sehingga 
hal tersebut membuat korban kehilangan rasa kepercayaan terhadap 
aparat penegak hukum.  
b. Lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang selama ini terkait 
dengan penanganan prostitusi, terutama yang menyangkut data dan 
informan tentang penanganan anak yang dilacurkan, hanya sedikit 
sekali yang bisa memunculkan data dan informan yang dilacurkan 
maupun penanganan terhadap anak yang dilacurkan. Selebihnya 
mereka hanya memiliki data dan informasi tentang keberadaan dan 
penanganan anak korban ESKA.  
c. Belum adanya lembaga Rehabilitasi anak korban ESKA dan masih 




d. Masih kurangnya pemahaman staf instansi terkait dalam melakukan 
penanganan terhadap ESKA sehingga hasil yang dicapai tidak bisa 
semaksimal mungkin. 
Seperti dikemukakan Edward III (dalam Joko Widodo, 2007: 98) 
yaitu bahwa “Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam 
implementasi kebijakan. Bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan 
atau aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-
ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang 
bertanggungjawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai 
sumber-sumber daya untuk melakukan secara efektif, maka implementasi 
kebijakan tersebut tidak akan efektif”. 
 
3. Budaya Hukum 
Menurut Friedman (dalam Esmi Warassih, 2005:89), bahwa faktor 
nilai yang menimbulkan perbedaan dalam kehidupan hukum dalam 
masyarakat lebih disebabkan oleh kultur hukum. Kultur hukum merupakan 
sikap-sikap dan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang 
berhubungan dengan hukum, lembaga-lembaganya. Unsur kultur hukum 
inilah yang akan menentukan mengapa seseorang itu patuh atau tidak 
patuh terhadap peraturan yang ada. Faktor kultur hukum memegang 
peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Kultur hukum 





Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan bahwa implementasi 
Pasal 66 UU RI NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di 
Pemerintah Kota belum bisa mencapai hasil seperti yang diharapkan, 
karena secara kultur hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor berikut : 
a. Budaya hukum masyarakat Kota Surakarta yang belum terbiasa untuk 
melapor jika mereka menengarai adanya kasus-kasus perlakuan salah, 
penelantaran dan penjualan anak termasuk ESKA oleh orang tua 
mereka sendiri. Masyarakat menganggap hal tersebut merupakan 
urusan domestik setiap keluarga. Dan adanya budaya “ewuh pekewuh” 
yang tinggi. Maka dari itu masyarakat biasanya hanya bersikap diam 
dan tidak berani ikut campur.  
b. Di kalangan keluarga itu sendiripun biasanya enggan mengungkap 
kasus-kasus “child abuse” yang menimpa anggota keluarganya, karena 
dikhawatirkan dapat mempermalukan atau menimbulkan aib yang 
tidak diinginkan. Dengan sikap masyarakat yang demikian tadi maka 
data ESKA sulit untuk diperoleh, sehingga membuat masalah ini tidak 
mendapat perhatian yang cukup dan berdampak pada tidak jelasnya 
perlindungan yang seharusnya diberikan oleh Pemerintah bagi para 
pekerja seks terutama pekerja seks di bawah umur.  
c. Masyarakat atau keluarga tidak mau menerima kehadiran mereka 
kembali. Belum lagi lingkungan masyarakat yang sering kali bersikap 
mendiskriminasikan mereka, yaitu menganggap mereka sebagai 




bekerja sebagai pekerja seks. Lama-kelamaan pilihan untuk bekerja di 
bidang lain akan tertutup.  
 
3. Solusi Pemerintah Kota Surakarta Untuk Menangani Kendala-
Kendala Dalam Mengimplementasikan Pasal 66 UU RI NO. 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak 
Untuk mengatasi kendala-kendala dalam mengimplementasikan 
Pasal 66 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka 
Pemerintah Kota Surakarta (meliputi DKRPPKB Surakarta, Poltabes 
Surakarta, Rumah Sakit, LSM Kakak, Panti Karya Wanita “Wanita 
Utama” Surakarta, dan PPK-UNS) melakukan solusi sebagai berikut : 
a. Dinas Kesejahteraan Rakyat Pemberdayaan Perempuan dan 
Keluarga Berencana (DKRPPKB) Surakarta  
Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut Pemerintah Kota Surakarta 
melakukan hal-hal berikut seperti dituturkan Budiaji Kristianawati, 
SH, M.H., selaku Kepala Seksi Peningkatan Pemberdayaan Perempuan 
DKRPPKB Surakarta.  
1) Melakukan sosialisasi Perda No. 3 Tahun 2006 dan RAK-PESKA 
Kota Surakarta secara terus-menerus baik melalui leafet, 
kampanye, ceramah, siaran radio, televisi dan lain-lain. 
2) Bekerjasama dengan Gugus  Tugas untuk membongkar sindikat 




3) Perlu adanya peraturan yang melindungi saksi dari segi 
keamanannya. 
4) Penegak hukum harus menindak tegas pelaku atau pengguna sesuai 
dengan aturan yang berlaku. 
5) Perlu penambahan SDM sehingga kegiatan pemantauan terhadap 
ESKA dapat dilaksanakan secara maksimal. 
6) Mengadakan pelatihan bagi petugas pemantauan dan perlu 
penambahan waktu untuk kegiatan tersebut. 
7) Menyediakan pusat Rehabilitasi bagi korban ESKA sebagai usaha 
untuk pemulihan. 
 
b. Poltabes Surakarta (RPK, Binamitra dan Samapta)  
1) Unit Ruang Pelayanan Khusus (RPK) 
Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner yang penulis 
lakukan dengan Bripka Ratna Karlinasari, selaku anggota Unit 
RPK Surakarta dikatakan bahwa solusi yang dilakukan Unit RPK 
dalam menghadapi eksploitasi seksual komersial anak  adalah : 
a) Karena yang bersangkutan (dalam hal ini anak yang 
dilacurkan) tidak merasa menjadi korban dan tidak merasa 
dikaryakan, maka solusi yang dilakukan adalah 
mengembalikan kepada keluarga untuk dibina atau dikirim ke 




b) Menambah SDM sesuai dengan ketentuan yaitu 9 orang. 
2) Binamitra  Poltabes Surakarta 
Dalam menghadapi masalah eksploitasi seksual komersial 
anak, Poltabes Surakarta melakukan solusi sebagai berikut seperti 
dikemukakan oleh Kompol Mardjanto, B.Sc, selaku Kepala Bagian 
Binamitra Poltabes Surakarta.  
a) Mendirikan tempat rehabilitasi anak korban ESKA dan 
meningkatkan sarana prasarana yang lengkap sebagai usaha 
untuk pemulihan korban dan/atau pelaku. 
b) Mengirim mereka ke Panti Karya Wanita “Wanita Utama” 
Surakarta, dimana mereka mendapat berbagai ketrampilan dan 
diberikan sertifikasi bahwa yang bersangkutan telah mahir 
dalam bidangnya. 
c) Adanya anggapan dari masyarakat bahwa dengan adanya PSK 
dapat menambah pendapatan serta adanya budaya ewuh 
pekewuh yang tinggi, maka solusi yang harus dilakukan adalah 
melakukan sosialisasi secara terus-menerus tentang UUPA dan 






3) Samapta Poltabes Surakarta 
Menurut Kompol H. Sayid, SH,M.H., selaku Kepala Satuan 
Samapta Poltabes Surakarta bahwa solusi yang dilakukan Samapta 
dalam menghadapi eksploitasi seksual komersial anak adalah : 
a) Untuk setiap hukuman/sanksi harus diberi batasan hukuman 
minimal, biar jelas. Selama ini baru dicantumkan hukuman 
maksimalnya. 
b) Menambah kapasitas daya tampung Panti Karya Wanita 
“Wanita Utama”Surakarta sehingga dapat menampung lebih 
banyak para korban ESKA. 
 
c. Rumah Sakit (Poliklinik Bhayangkara Polwil Surakarta) 
Berdasarkan wawancara penulis dengan dokter Naniek 
Kadarwati, M.M, selaku dokter Poliklinik Bhayangkara Polwil 
Surakarta bahwa untuk mengatasi anak korban eksploitasi seksual 
komersial adalah dengan melakukan hal-hal berikut : 
1) Menambah tenaga medis (dokter) khususnya dokter perempuan 
dan perawat perempuan yang sensitif gender. 








d. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kakak 
Menurut Shoim Sahriati, ST., selaku Koordinator Pemberdayaan 
Anak LSM Kakak dan Andi Susanto, selaku community organizer 
dikatakan bahwa untuk menghadapi eksploitasi seksual komersial anak 
maka LSM Kakak melakukan solusi sebagai berikut : 
1) Melakukan kampanye hak-hak anak yang dilacurkan bahwa 
mereka bukan pelaku kejahatan melainkan korban kejahatan 
seksual yang harus dilindungi. 
2) Melakukan sosialisasi ke masyarakat maupun kepada germo, 
mucikari dan anak korban ESKA. 
3) Membuat Perda tentang Pelacuran Anak, yang kemudian 
diterapkan dan ditegakkan oleh instansi-instansi terkait. 
4) Melakukan pendampingan psikologis dan memberikan ketrampilan 
sebagai bekal mereka setelah keluar dari dunia prostitusi. 
5) Diadakan pelatihan-pelatihan bagi staf untuk meningkatkan 
wawasan mereka dalam melakukan pendampingan terhadap anak-
anak korban ESKA. 
 
e. Panti Karya Wanita “Wanita Utama” Surakarta 
Untuk mengatasi kendala-kendala dalam menangani anak korban 
eksploitasi seksual komersial, Panti Karya Wanita “Wanita Utama” 





1) Solusi yang dilakukan Staf Penyantunan 
Menurut Bambang Sumanto, SH., selaku Koordinator Staf 
Penyantunan PKW “Wanita Utama” Surakarta bahwa untuk 
mengatasi kendala tersebut di atas perlu dilakukan hal-hal berikut :  
a) Instruktur harus menyampaikan materi secara berulang-ulang 
karena kedatangan kelayan yang tidak bersamaan. 
b) Menjalin komunikasi dan pemberian motivasi kepada keluarga, 
masyarakat (germo/mucikari, dan lain-lain) agar berpartisipasi 
dalam pengentasan kelayan. 
2) Solusi yang dilakukan oleh Staf Rehabilitasi dan Penyaluran 
Untuk menghadapi kendala-kendala dalam menangani anak 
korban eksploitasi seksual komersial tersebut di atas, PKW 
“Wanita Utama” Surakarta melakukan upaya-upaya sebagai 
berikut seperti dituturkan Dra. Anik tri Rochwati, selaku 
Koordinator Staf Rehabilitasi dan Penyaluran. 
a) Memperbaiki peralatan ketrampilan dan apabila tidak dapat 
diperbaiki perlu mengganti dengan yang baru sehingga praktek 
kerja kelayan dapat berjalan lancar. 
b) Menambah ruang praktek sehingga kelayan bisa melakukan 
aktivitasnya dengan leluasa. 
c) Perlu tenaga psikologi untuk membantu kelayan dalam 




d) Menambah peralatan olah raga sehingga kelayan bisa lebih 
banyak pilihannya (tidak hanya voly dan kasti) 
e) Menambah alat sarana prasarana (sepeda motor) sehingga 
pelaksanaan kegiatan bimbingan lanjut dapat berjalan lancar. 
3) Solusi yang dilakukan oleh Staf Tata Usaha 
Berdasarkan wawancara penulis dengan Sukapdi, S.Pd., 
selaku Kepala Tata Usaha PKW “Wanita Utama” Surakarta bahwa 
untuk  mengatasi kendala-kendala dalam menangani anak korban 
eksploitasi seksual komersial adalah sebagai berikut : 
a) Menambah mesih ketik sehingga kegiatan tata usaha dapat 
berjalan sesuai yang diharapkan 
b) Ruang kantor sementara menggunakan Aula Panti Karya 
Wanita “Wanita Utama” Surakarta 
c) Menambah jumlah meja kursi sehingga kalau ada kegiatan 
tidak perlu menggunakan lagi meja kursi pegawai. 
d) Memperbaiki dan menghapus file yang jarang digunakan 
e) Menservis dan menggunakan alat seadanya walaupun kurang 
nyaman didengar. 
 
f. Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) UNS  
Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ir. 




bahwa solusi yang dilakukan dalam menangani anak korban 
eksploitasi seksual komersial adalah sebagai berikut :  
1) Mengadakan proses pendekatan yang dilakukan dengan cara 
mendekati lingkungan sosial anak seperti tukang becak, warung 
nasi atau pedagang rokok yang melakukan aktivitas kerjanya di 
sekitar tempat mangkal Anak yang Dilacurkan atau melalui 
lembaga/perorangan yang selama ini sudah mengenal mereka. 
2) Peneliti mencari atau memulai kontak baru untuk memperoleh 
partisipan lainnya. 
3) Pembuatan database (penyimpanan data) berbasis masyarakat 
tentang anak-anak yang terlibat dalam pelacuran sehingga 
informasi yang akurat tentang masalah-masalah yang dihadapi 
anak dapat tersedia setiap saat. 
4) Melakukan penyesuaian diri secara fisik ataupun emosional 
terhadap dinamika kehidupan Anak yang Dilacurkan. 
5) Melakukan tindakan pendampingan terhadap Anak yang 











Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan seperti yang telah 
dikemukakan dalam Bab IV, maka diperoleh kesimpulan, sebagai berikut: 
1. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta 
dalam mengimplementasikan Pasal 66 UU RI. No. 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, guna memberikan perlindungan pada 
anak dari kegiatan ESKA. 
Yang dimaksud Pemerintah Kota Surakarta beserta stake holder 
yaitu: DKRPPKB, Poltabes Surakarta, Rumah Sakit (Poliklinik 
Bhayangkara Polwil Surakarta), LSM Kakak, Panti Karya Wanita “Wanita 
Utama” Surakarta, PPK-UNS, dan korban ESKA. 
Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta 
dalam memberikan perlindungan kepada anak dari kegiatan ESKA antara 
lain dengan membuat Perda No. 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan 
Eksploitasi Seksual Komersial, menyusun Rencana Aksi Kota (RAK)-
Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak Kota Surakarta, 
mengadakan sosialisasi tentang ketentuan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan ESKA baik secara langsung maupun tidak langsung, 
membentuk satu Unit Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dan mengadakan 




razia tersebut bersifat fleksibel bisa seminggu sekali atau dua minggu 
sekali, disamping itu Poliklinik Bhayangkara Polwil Surakarta  telah 
membentuk Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu begitu juga LSM Kakak  
juga telah melakukan penjangkauan  dan pendampingan terhadap anak 
korban ESKA. Selain itu Panti Karya Wanita “Wanita Utama”  juga 
mengadakan pembinaan terhadap  anak-anak korban ESKA, serta  
mengadakan penelitian tentang anak-anak yang dilacurkan di Surakarta 
yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Sebelas 
Maret guna menanggulangi prostitusi.  
 
2. Kendala yang Dihadapi Pemerintah Kota Surakarta dalam 
mengimplementasikan  Pasal 66 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak 
Berdasarkan teori bekerjanya hukum di masyarakat  menurut 
Lawrence M. Friedman bahwa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah 
Kota Surakarta dalam mengimplementasikan Pasal 66 UU RI No. 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat diuraikan sebagai berikut 
yakni secara substansi, disebabkan belum adanya Peraturan Daerah yang 
khusus  melindungi anak terutama Anak yang Dilacurkan walaupun sudah 
ada Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan 
Eksploitasi Seksual Komersial yang mana dalam Perda tersebut belum 
dibahas secara khusus mengenai perlindungan anak dari ESKA, 
keberadaan Undang- Undang Perlindungan Anak masih belum banyak 




dan pelaksanaan sanksi pidana atau denda yang tidak semaksimal mungkin 
membuat para PSK tidak jera menekuni profesinya. Kemudian secara 
struktur, kendala tersebut disebabkan oleh sikap para penegak hukum yang 
masih kurang sensitif gender sehingga menyebabkan mereka 
memperlakukan anak korban ESKA sama seperti orang dewasa, belum 
adanya lembaga rehabilitasi anak terutama anak korban ESKA , masih 
kurangnya LSM yang khusus menangani anak korban ESKA, masih 
lemahnya staf terhadap pemahaman ESKA, disamping itu terbatasnya 
daya tampung Panti Karya Wanita “Wanita Utama” Surakarta dan 
kurangnya sarana prasarana dalam menunjang pelaksanaan kegiatan 
pembinaan serta minimnya data dan informasi tentang keberadaan maupun 
penanganan terhadap Anak yang Dilacurkan juga merupakan kendala yang 
harus ditangani. Dan secara kultur, kendala tersebut di atas disebabkan 
karena  masyarakat Kota Surakarta belum terbiasa untuk melapor 
walaupun mereka menengarai adanya kasus pelanggaran ESKA, 
penelantaran dan penjualan anak termasuk oleh orang tua mereka sendiri, 
mereka menganggap hal tersebut merupakan masalah domestik masing-
masing keluarga dan masyarakat Surakarta cenderung memberikan 
stigmatisasi dan mendiskriminasikan anak korban eksploitasi seksual 
komersial. 
Berdasarkan temuan data di lapangan, menunjukkan bahwa 
penduduk  Kota Surakarta rentan terhadap kegiatan Eksploitasi Seksual 




yaitu sebagai berikut :  Faktor kemiskinan, berdasarkan data banyaknya 
penyandang Tuna Sosial menurut jenisnya di Kota Surakarta 2006 (tabel 
7) menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kota Surakarta merupakan 
keluarga miskin yaitu sebanyak 26.483 atau sebesar 87 persen. Faktor 
pendidikan, faktor ekonomi keluarga juga merupakan faktor penyebab 
rendahnya tingkat pendidikan anak. Berdasarkan data banyaknya 
penduduk 5 tahun menurut tingkat pendidikan di Kota Surakarta 2006 
(tabel 4), dapat dilihat bahwa pendidikan penduduk Kota Surakarta Tahun 
2006 kurang menggembirakan. Komposisi penduduk menurut pendidikan 
(umur 5 tahun ke atas) berjumlah 472.686 orang. Tingkat pendidikan 
tamat SD menempati urutan paling banyak yaitu 104.270 orang atau 22 
persen. Sedangkan penduduk yang tamat Akademi/Perguruan Tinggi 
paling sedikit jumlahnya yaitu 33.823 orang atau 7 persen. Penduduk yang 
tidak bersekolah jumlahnya cukup banyak yaitu 24.389 orang atau sebesar 
5 persen. Komposisi gambaran tingkat pendidikan penduduk tersebut 
memperlihatkan ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Padahal 
pendidikan merupakan faktor utama dalam pembangunan berkelanjutan 
dan merupakan komponen kesejahteraan untuk seseorang mendapatkan 
akses pengetahuan. Indikator rendahnya pendidikan sebagai salah satu 
penyebab seseorang memasuki dunia pelacuran bisa dilihat dari latar 
belakang pendidikan para pelacur. Berdasarkan data kelayan Panti Karya 
Wanita “Wanita Utama” Surakarta berdasarkan pendidikan (tabel 22), 




Utama” Surakarta sebagian besar DO SD yaitu sebesar 26 persen dan 24 
persen berpendidikan SD. Faktor mata pencaharian, berdasarkan data 
banyaknya penduduk menurut mata pencaharian di Kota Surakarta Tahun 
2006 (tabel 3) menunjukkan bahwa  mayoritas penduduk Kota Surakarta 
bermata pencaharian sebagai buruh industri yaitu sebanyak 75.667 orang 
atau 17 persen, sedangkan urutan selanjutnya sebagai buruh bangunan 
sebesar 68.535 orang atau 15 persen. Faktor ketenagakerjaan, karena 
tekanan faktor ekonomi, menyebabkan sebagian besar anak-anak dituntut 
untuk bekerja. Berdasarkan data penduduk berumur 10 tahun ke atas yang 
bekerja menurut pendidikan di Kota Surakarta Tahun 2006 (tabel 5), 
menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kota Surakarta yang 
bekerja berasal dari lulusan SMP/Kejuruan dengan jumlah 53.874 anak 
atau sebesar 23 persen, bahkan yang berasal dari lulusan SD pun terhitung 
cukup banyak yaitu sebesar 40.296 anak atau sekitar 17 persen. Dan 
berdasarkan data penduduk berumur 10 tahun ke atas yang bekerja 
menurut lapangan usaha di Kota Surakarta 2006 (tabel 6), menunjukkan 
bahwa mayoritas mereka beraktivitas di sektor perdagangan, rumah makan 
dan akomodasi, yaitu sebesar 99.645 anak atau sekitar 42 persen, urutan 
selanjutnya bekerja di sektor industri pengolahan sebesar 46.647 anak atau  







3. Solusi yang Dilakukan Pemerintah Kota Surakarta Dalam Menangani 
Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA). 
Untuk mengatasi kendala tersebut di atas Pemerintah Kota Surakarta 
melakukan upaya-upaya sebagai berikut : menyusun Peraturan Daerah 
yang khusus melindungi anak terutama anak yang dilacurkan, melakukan 
sosialisasi kebijakan yang terkait dengan perlindungan anak terutama anak 
yang dilacurkan, mendirikan lembaga rehabilitasi anak korban eksploitasi 
seksual komersial, membentuk LSM yang secara khusus bergerak dalam 
bidang penanganan anak korban eksploitasi seksual komersial, 
mengadakan pelatihan bagi staf sehingga wawasan mereka tentang 
penanganan ESKA bertambah, selain itu  mengusahakan agar dalam pasal 
yang mengatur sanksi pidana ESKA diberi batasan hukuman minimal, 
supaya jelas dalam pelaksanaannya, menambah kapasitas daya tampung 
Panti Karya Wanita “Wanita Utama” Surakarta sehingga dapat membina 
PSK anak-anak korban ESKA lebih banyak lagi dan menambah sarana dan 
prasarana supaya kegiatan dapat berjalan lancar serta membentuk sistim 
database anak berbasiskan masyarakat yang bermanfaat bagi penyusunan 
kebijakan yang menyangkut anak. 
 
B. IMPLIKASI 
1. Kegiatan Eksploitasi Seksual Komersial Anak merupakan kejahatan berat 
terhadap kemanusiaan yang sungguh meresahkan dan mencemaskan. 
Berdasarkan Pasal 66 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 




memberikan perlindungan khusus kepada anak yang dieksploitasi secara 
ekonomi dan/ atau seksual. Untuk mengimplementasikan Pasal 66 tersebut 
Pemerintah Kota Surakarta membuat Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2006 
tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial dan Rencana Aksi 
Kota (RAK) Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA), 
yang program-programnya dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surakarta 
bersama instansi terkait yang meliputi :   DKRPPKB Surakarta, Poltabes 
Surakarta, Rumah Sakit (Poliklinik Bhayangkara Polwil Surakarta), LSM 
Kakak, Panti Karya Wanita Utama “Wanita Utama” Surakarta dan PPK- 
UNS Surakarta.  
2.   Semakin meningkatnya kasus ESKA di wilayah Surakarta, maka semakin 
banyak pula kendala yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kota Surakarta, 
untuk itu diperlukan penanganan yang serius dengan  melibatkan berbagai 
instansi terkait. 
3. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap UU RI No. 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak khususnya terhadap anak korban 
eksploitasi seksual komersial sehingga menimbulkan sikap 
ketidakpedulian masyarakat terhadap anak-anak. Bentuk sosialisasi 
melalui pemerintah atau instansi terkait sangat penting untuk memberikan 
kesadaran pada masyarakat bahwa anak korban eksploitasi seksual 







Saran ini diajukan berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dengan 
tujuan agar dapat ditindaklanjuti dengan aksi nyata yang sesuai dengan 
permasalahan yang ada, yaitu : 
1. Pembuatan Peraturan Daerah (Perda) yang khusus melindungi anak, 
terutama anak korban ESKA, meningkatkan sarana-prasarana dalam 
rangka penanganan ESKA ( mendirikan Rehabilitasi khusus untuk anak 
korban ESKA, LSM yang khusus menangani anak korban ESKA, pusat 
kegiatan anak, pengembangan database anak antara pemerintah dengan 
masyarakat) supaya tercapai hasil yang maksimal 
2. Lebih ditingkatkan lagi kerjasama antara Pemerintah Surakarta, dengan 
instansi terkait beserta seluruh komponen masyarakat guna menghadapi 
kendala dalam mengimplementasikan Pasal 66 UU RI NO. 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak. 
3. Melakukan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan perlindungan anak terutama anak korban ESKA kepada 
masyarakat , mengadakan pelatihan bagi staf instansi terkait, serta 
pemberian pendidikan seks di sekolah-sekolah, mengingat temuan di 
lapangan menunjukkan bahwa pergaulan bebas telah membawa sebagian 
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